
ADMINISTRASIADMINISTRASI
PENDIDIKANPENDIDIKAN

Andri Kurniawan
Yoseph Batkunde
Endah Dwi Lestari
Hairidah
Sugito
Al Ahadid Wahyu Putra
Heru Susanto
Rinovian Rais
Irfan Pathurahman
Jepri Utomo
Hariyadi



 

ADMINISTRASI PENDIDIKAN 
 
 
 
 

Andri Kurniawan 
Yoseph Batkunde 
Endah Dwi Lestari 

Hairidah 
Sugito 

Al Ahadid Wahyu Putra 
Heru Susanto 
Rinovian Rais 

Irfan Pathurahman 
Jepri Utomo 

Hariyadi 
 
 

 
 

 
 

 

PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI  



 

 

ADMINISTRASI PENDIDIKAN 
 
 

Penulis : 
Andri Kurniawan 
Yoseph Batkunde 
Endah Dwi Lestari 

Hairidah 
Sugito 

Al Ahadid Wahyu Putra 
Heru Susanto 
Rinovian Rais 

Irfan Pathurahman 
Jepri Utomo 

Hariyadi 
 

ISBN : 978-623-198-180-6
 

Editor : Ari Yanto. M.Pd. 
Penyunting :  Tri Putri Wahyuni,S.Pd 

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd 
 

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI 
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022 

 
Redaksi : 

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001 
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah 

Padang Sumatera Barat 
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id 
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com 

 
Cetakan pertama, Maret 2023 

 
Hak cipta dilindungi undang-undang 

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk 
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. 

http://www.globaleksekutifteknologi.co.id/
mailto:globaleksekutifteknologi@gmail.com


 

i 

KATA PENGANTAR 
 

Segala Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dalam 
segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita 
sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas 
Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku 
Administrasi Pendidikan ini.  

Buku Ini Membahas Pengantar Administrasi Pendidikan, 
Perencanaan Dalam Pendidikan, Pengorganisasian dalam 
Pendidikan, Kepemimpinan Dalam Pendidikan, Pembiayaan 
Dalam Pendidikan, Bidang Kesiswaan, Bidang Personalia 
Pendidikan, Bidang Kurikulum, Administrasi Sarana Prasarana 
Pendidikan, Bidang Keuangan, Bidang Kemitraan Sekolah 
Masyarakat. 

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas 
kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan 
kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun 
dari pembaca sangat kami harapkan. 

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak 
yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah 
mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku 
ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat 
Indonesia. 
 

Padang, Maret 2023  
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BAB 1 
ADMINISTRASI PENDIDIKAN 
 
Oleh Andri Kurniawan 
 
1.1 Pengantar Administrasi Pendidikan 

Administrasi merupakan upaya untuk menciptakan 
kerjasama antara guru dan staf untuk mengoptimalkan proses 
belajar mengajar. Administrasi bukan hanya tentang keuangan, 
tetapi juga tentang keterampilan akuntansi. Administrasi 
pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan.  

Administrasi diperlukan untuk melaksanakan proses 
belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Hal ini tidak terlepas 
dari peran dan kiprah mereka yang mengatur bidang 
administrasi pendidikan. Namun, kenyataan di lapangan 
sebagian besar 88888 peserta pelatihan memiliki pengetahuan 
dan pengalaman manajemen yang minim. Ini adalah fenomena 
yang harus segera diatasi. Karena peran tenaga administrasi di 
sekolah sangat dibutuhkan. Jika pengelolaan dilakukan oleh 
orang yang kurang berkualitas, maka pengelolaan akan 
berantakan. 

Oleh karena itu, mereka yang bertanggung jawab atas 
manajemen operasional dididik di bidangnya, profesional dan 
andal serta memiliki pengetahuan yang diperoleh selama 
bertahun-tahun (pelatihan). 

Administrasi pendidikan terdiri dari dua kata yaitu 
administrasi dan pendidikan. Keduanya memiliki arti 
tersendiri. Administrasi berasal dari bahasa latin dan terdiri 
dari kata AD dan MINISTRI. Kata AD berarti intens, sedangkan 
ministri berarti melayani, membantu, atau memimpin. 
Sehingga dapat dikatakan arti etimologi administrasi adalah 
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melayani atau mengabdi secara intensif pada suatu hal 
tertentu. 

Padahal pendidikan itu sendiri menurut UU SISDIKNAS 
No. 20/2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk 
melaksanakan pembelajaran dan pembelajaran peserta didik 
sedemikian rupa sehingga mencapai potensi kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia dan mampu secara aktif mengembangkan 
kemampuannya sendiri. masyarakat, bangsa dan masyarakat. 
Saya Semua yang dikatakan memiliki tujuan.  

GBHN (1988) juga menunjukkan bahwa pendidikan 
berkelanjutan memiliki tujuan umum. Tujuan pendidikan 
nasional berdasarkan Pancasila, yang bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas manusia Indonesia karena Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian, disiplin, kerja 
keras, keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil, 
serta sehat jasmani dan rohani. 

Banyak orang menganggap administrasi sebagai 
pekerjaan yang melibatkan pekerjaan klerikal, tata usaha, dan 
pekerjaan kantor. Namun, maknanya tidak begitu saja. 
Administrasi pendidikan adalah proses yang menyatukan 
semua upaya untuk menggunakan sumber daya manusia dan 
materi untuk meningkatkan pengembangan kualitas manusia 
secara efisien dan efektif. Efektif dalam arti hasil yang 
diperoleh dari usaha tersebut sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan. Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya, 
sumber daya dan waktu. Sumber daya adalah segala sesuatu 
yang membantu mencapai tujuan dalam bentuk tenaga kerja, 
materi, uang, atau waktu. 
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Selain itu, untuk mendapatkan gambaran yang lebih 
jelas, berikut ini pengertian administrasi pendidikan menurut 
para ahli: 
a. Menurut Syarif (1976), administrasi pendidikan adalah 

tentang kerja kolaboratif untuk menggunakan sumber daya 
manusia dan material secara efisien dan efektif untuk 
mendukung pencapaian pendidikan. 

b. Menurut Sutisna (1979), administrasi pendidikan adalah 
keseluruhan proses yang menjadikan sumber daya 
manusia dan materi tersedia dan efektif untuk mencapai 
tujuan bersama. 

c. Menurut Nasution (1994), administrasi pendidikan adalah 
kegiatan pendidikan kolaboratif yang menggunakan semua 
sumber daya pribadi, material dan spiritual yang tersedia 
untuk mencapai tujuan pendidikan. 

d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia, dalam Pedoman Pelaksanaan Kurikulum, Buku 
III D. Administrasi adalah upaya kerjasama untuk 
menggunakan semua sumber daya manusia dan materi 
secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan 
pendidikan. 

 
Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan 

bahwa konsep administrasi pendidikan adalah suatu kerjasama 
atau proses yang menggunakan sumber daya manusia dan 
material lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan 
pendidikan tertentu, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.  

Pengertian administrasi pendidikan dari beberapa 
aspek: 
1. Konsep administrasi pendidikan adalah kerjasama untuk 

tercapainya tujuan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, 
tujuan pendidikan bervariasi dari tujuan yang sederhana 
sampai tujuan yang paling kompleks. Tujuan pendidikan 
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dapat dilihat dari segi ruang lingkup dan jenjang 
pendidikan. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai di 
tingkat menengah atas dan nasional sangat berbeda. Jika 
tujuan yang ingin dicapai di SMA sederhana, maka tujuan 
pendidikan nasional sangat kompleks. Kompleksitas disini 
berarti membutuhkan cara yang begitu rumit untuk 
mencapainya dan membutuhkan usaha yang sangat besar 
untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, 
kerjasama dengan orang lain diperlukan dalam segala 
aspek kompleksitasnya. 

2. Administrasi pendidikan memiliki definisi sebagai suatu 
proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses dimulai 
dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau 
directing dan evaluasi. 

3. Administrasi pendidikan dapat dilihat sebagai kerangka 
acuan sistem. Sistem adalah entitas yang terdiri dari 
bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam suatu proses 
yang mengubah input menjadi output. Ketika orang-orang 
yang berpartisipasi di dalamnya berinteraksi satu sama 
lain dan berbagi pendapat dan pengetahuan mereka 
sendiri untuk mengubah titik awal, mereka pertama kali 
tidak mengerti, dan kemudian produk lembaga pendidikan 
yang intelektual dan berkomitmen tinggi tertinggal.  

4. Administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari perspektif 
manajerial. Dari perspektif ini, semua perhatian dipusatkan 
pada pengelolaan yang efisien dan efektif serta 
penggunaan semua sumber daya yang tersedia untuk 
mencapai tujuan pendidikan. 

5. Dalam penyelenggaraannya administrasi pendidikan dapat 
dilihat dari segi kepemimpinan. Dimana administrator 
harus mampu mengimplementasikan tut wuri handayani, 
ing madyo mangun karso dan ing ngarso sung tulodo untuk 
mencapai tujuan pendidikan. Di belakang memberi 
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kekuatan dan kekuatan, di tengah - semangat, di depan - 
teladan. 

6. Administrasi pendidikan dari perspektif pengambilan 
keputusan. Dalam manajemen kolaborasi dan operasional, 
administrator sistem harus dapat menyelesaikan setiap 
masalah yang muncul dengan membuat keputusan yang 
tepat.  

7. Dari sudut pandang komunikasi, administrasi pendidikan 
bertujuan agar orang lain mengerti maksud kita dan kita 
mengerti maksud orang lain. 

8. Administrasi sering diartikan sebagai kegiatan 
administrasi yang meliputi fungsi akuntansi dan lain 
sebagainya. 

 
Selain itu, administrasi memiliki banyak sekali 

pengertian, baik pengertian secara umum maupun pengertian 
dari berbagai aspek. Admnistrasi juga memiliki unsur-unsur 
yang utama. Menurut Siagian (1986), unsur-unsur utama 
manajemen adalah: 
a. Kehadiran sekelompok orang (minimal 2 orang) 
b. Tujuan harus dicapai 
c. Ada tugas atau kegiatan yang harus dilakukan (kerjasama) 
d. Peralatan dan alat yang diperlukan tersedia. 

 
Dasar administrasi pendidikan. Dasar dapat diartikan 

sebagai kebenaran mendasar yang dapat dijadikan landasan 
dan pedoman untuk bertindak dalam kehidupan masyarakat. 
Berikut adalah beberapa hal dasar yang perlu dipertimbangkan 
oleh administrator sistem agar berhasil dalam peran mereka. 
a. Prinsip efisiensi 

Seorang administrator melakukan tugasnya dengan sukses 
ketika dia menggunakan semua sumber daya dengan 
benar, apakah itu tenaga kerja, uang, fasilitas, dan waktu. 
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Misalnya, pelaksanaan suatu program membutuhkan 
kesabaran agar waktu dapat digunakan secara optimal dan 
tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Demikian juga 
secara materi, segala kebutuhan untuk mencapai tujuan 
digunakan sebaik mungkin tanpa pemborosan atau 
pemborosan. Dalam artian setelah dosis yang dibutuhkan. 

b. Prinsip pengelolaan 
Hasil yang efektif dan efisien dicapai ketika ia mampu 
mengelola semua kegiatan melalui perencanaan, 
koordinasi, pengarahan dan pengarahan yang tepat. 

c. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan 
Prioritaskan manajemen dan hindari kesibukan yang 
berlebihan pada tugas-tugas operasional. Fungsi 
administrasi yaitu merencanakan, mengarahkan dan 
mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan 
pendidikan. Kegiatan operasional, di sisi lain, adalah 
kegiatan di mana setiap orang diajarkan dan didorong agar 
pekerjaan yang penuh tekanan dilakukan dengan benar 
dan benar. 

d. Prinsip kepemimpinan yang efektif 
Perhatian diberikan pada dimensi hubungan manusia, 
dimensi pelaksanaan tugas dan dimensi situasi dan 
keadaan yang ada. Dimensi pertama adalah pemimpin 
harus menjaga hubungan baik dengan bawahannya. Dalam 
hal ini berarti sebagai seorang pemimpin hendaknya 
mengetahui kepentingan bawahannya, memberikan 
motivasi kerja untuk kepentingan pribadi dan organisasi, 
serta mengusahakan kepuasan kerja. Dimensi lainnya 
adalah setiap anggota organisasi mampu melakukan 
pekerjaannya dengan benar dan tepat waktu. Tidak 
mengutamakan komitmen kerja dan melupakan keseruan 
kerja dan kepentingan pribadi bawahan. Dimensi ketiga 
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mempertimbangkan kematangan anggota organisasi dan 
situasi saat ini. 

e. Prinsip kerja sama 
Dapat mengembangkan kerjasama antar pemangku 
kepentingan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
prinsip manajemen pendidikan adalah mengutamakan 
pengelolaan tugas administrasi secara efektif dan efisien 
serta menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak 
yang bergerak dalam kegiatan pendidikan untuk mencapai 
tujuan pendidikan. 

 
Ada dua asas yang dapat dijadikan landasan kerja 

administrasi sekolah, yaitu asas idiil dan operasional. 
a. Asas idiil 

Penyelenggaraan administrasi pendidikan di negara 
tersebut bergantung pada sistem pendidikan negara 
tersebut. Indonesia adalah negara yang menganut sistem 
pendidikan Pancasila, yaitu sistem pendidikan yang 
didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. Demikian pula, Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar juga merupakan landasan idiil bagi penyelenggaraan 
kegiatan sekolah. 

b. Asas operasional 
Sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam 
kurikulum berfungsi sebagai landasan kerja 
penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum adalah program 
khusus yang memuat semua pengalaman yang sengaja 
disediakan sekolah untuk mendorong perkembangan siswa 
dengan menciptakan situasi belajar mengajar. Diantara 
sekian banyak komponen sumber daya pendidikan, 
kurikulum merupakan salah satu unsur yang secara nyata 
dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kualitas 
potensi peserta didik. Kurikulum dikembangkan 
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berdasarkan keahlian sebagai alat untuk membimbing 
siswa: 
1) Orang-orang yang berkualitas yang mampu dan 

mampu menghadapi tantangan zaman yang selalu 
berubah 

2) Orang terpelajar yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif dan mandiri 

3) Warga negara yang demokratis dan bertanggung 
jawab. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi 
merupakan salah satu strategi pembangunan nasional 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

 
Tujuan administrasi sekolah dapat dibagi menjadi 

tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. 
a. Tujuan jangka pendek 

Tujuan administrasi pendidikan jangka pendek adalah 
merancang dan melaksanakan sistem pengendalian 
instrumental proses pendidikan di sekolah secara efektif 
dan efisien serta mendukung tercapainya tujuan 
pendidikan. 

b. Tujuan jangka menengah 
Tujuan jangka menengah administrasi pendidikan adalah 
mendukung tercapainya tujuan lembaga sesuai dengan 
kurikulum pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.  

c. Tujuan jangka panjang 
Tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah 
menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional 
sebagaimana dimaksud dalam UU Sisdiknas tahun 2003 
“Tugas pendidikan nasional adalah mengembangkan 
keterampilan dan membentuk watak bangsa yang bernilai 
dan peradaban, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
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berusaha mengembangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif dan mandiri, dan menjadi warga masyarakat 
yang demokratis dan bertanggung jawab. 

 
Sehingga dapat dikatakan jika tujuan dari adanya 

administrasi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan 
pendidikan secara produktif, efisien dan efektif. Ukuran 
keberhasilan administrasi pendidikan adalah pada 
produktivitas atau efektivitas, serta proses, suasana atau 
efisiensi. 

Fungsi dari administrasi pendidikan meliputi 
perencanaan, pengorganisasian. pengkoordinasian, pembiaya-
an, dan penilaian 
1) Perencanaan 

Perencanaan adalah kegiatan di mana semua tindakan 
dipertimbangkan dan dipilih untuk mencapai tujuan dan 
sasaran pelatihan. 

2) Pengorganisasian 
Pengorganisasian adalah berkumpul dan membentuk 
hubungan kerjasama sebagai wujud kesatuan untuk 
mencapai tujuan pendidikan. 

3) Pengkoordinasian  
Koordinasi adalah kegiatan menyatukan dan 
mengintegrasikan semua sumber daya manusia, bahan, ide, 
teknik dan tujuan ke dalam hubungan yang harmonis dan 
produktif, sehingga selaras dengan anggota atau entitas 
lain untuk mencapai tujuan sekolah. 

4) Pembiayaan 
Pembiayaan adalah kegiatan yang mengumpulkan biaya 
dan mengelola anggaran pendapatan dan belanja untuk 
pendidikan. Mulai dari perencanaan biaya, penggalangan 
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dana, penggunaan dana dan pemantauan penggunaan 
anggaran. 

5) Penilaian 
Penilaian sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan telah 
tercapai, diketahui kekuatan dan kelemahan dari program 
yang dilaksanakan, dasar dibuat untuk mempertimbangkan 
keberhasilan pekerjaan tepat waktu, yang menjamin cara 
kerja yang efisien dan efektif. 

 
Bidang administrasi pendidikan banyak dan luas. 

Bidang-bidang ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
1. Bidang manajemen material yaitu manajemen sekolah, 

manajemen keuangan, peralatan dan lain sebagainya. 
2. Bidang manajemen sumber daya manusia, yang meliputi 

guru dan staf sekolah, dan lain sebagainya. 
3. Bidang administrasi kurikulum meliputi implementasi 

kurikulum, pengembangan kurikulum, penyusunan 
kurikulum, persiapan harian, dan lain sebagainya. 

 
Ruang lingkup administrasi pendidikan secara umum 

meliputi bidang-bidang sebagai berikut: 
1. Manajemen administratif 

Manajemen administrasif adalah kegiatan yang ditujukan 
untuk membimbing setiap orang dalam suatu organisasi 
atau kelompok untuk bekerja sama melakukan hal-hal yang 
benar sesuai dengan tujuan yang dapat dicapai. 

2. Manajemen operatif 
Manajemen operatif adalah kegiatan dimana setiap orang 
diajarkan dan didorong agar mereka melakukan tugas 
mereka dengan tepat dan benar. 
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BAB 2 
PERENCANAAN DALAM 
PENDIDIKAN 
 
Oleh Yoseph Batkunde 
 
2.1 Konsep Perencanaan Pendidikan 

Pada hakikatnya perencanaan adalah suatu rangkaian 

proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang 
diharapkan terjadi (peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagai-
nya). Rangkaian proses tersebut dilakukan agar harapan 
tersebut dapat terwujudupadaumasa yang akanudatang. Dalam 
teori perencanaan para pakar perencana meyakini bahwa jika 
kita gagal dalamumembuatuperencanaanberartiukita sedang 

merencanakanukegagalanuituusendiri.  
Dalam fungsi manajemen perencanaan menempati 

fungsi pertama dan utama dari fungsi-fungsi manajemen 

lainnya. Dengan demikian, fungsi perencanaan memiliki tingkat 
kekhususanutertentu dalamumanajemen sehinggaukeadaannya 
merupakan penentuusukses atauutidaknyaupelaksanaan. Untuk 
dapat melaksanakan fungsi perencanaan ini dengan 
komprehensif agar dapat dideterminasi keberhasilannya, maka 
perencana (Planer) harus memahami konsep-konsep dasar dari 
perencanaan itu sendiri (Nur Aedi, 2016).  

Ada beberapa definisi tentang perencanaan yang 

rumusannya berbeda satuusamaulainnya. Cuningham (Made 
Pidarta, 2015) mengatakan bahwa perencanaanuitu ialah 
menyeleksiudan menghubungkanupengetahuan, fakta-fakta, 
imajinasi, dan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang 

untuk tujuan memvisualisasi danumemformulasihasil yang 
diinginkan, urutan kegiatan yangudiperlukan, danuperilaku 
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dalamubatas-batasuyang dapat diterima yang akan digunakan 
dalam penyelesaian. Perencanaanudisini menekankanukepada 
usahaumenyeleksi dan menghubungkanusesuatu untuk 

kepentingan masa yanguakan datang serta usaha untuk 

mencapainya.  
Definisi yang kedua mengemukakan bahwa perencanaan 

ialah hubunganuantara apauyang adausekarang (what is) 

dengan bagaimana seharusnya (what should be) yang berkaitan 
dengan kebutuhan penentuan tujuan, prioritas, program, dan 

alokasi sumber. Bagaimana seharusnya adalah mengacu kepada  

masa yang akanudatang. Perencanaanudisini menekankan 

kepada usaha mengisi kesenjangan antara keadaan sekarang 

dengan keadaan pada masa yang akan datang yang sesuai 
dengan apa yangudicita-citakan. 

Perencanaan juga merupakan awal dari semua proses 
yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasar-
kan atas kepercayaanubahwauakanudapat mengatasi berbagai 
macam permasalahan (Banghart dan Trull dalam Majid, 2015). 
Selanjutnya menurut Sanjaya (2013) menjelaskan perencanaan 
dimulaiudariupenetapanutujuan yang akan dicapai melalui 
analisisukebutuhanusertaudokumenuyang lengkap, kemudian 
menetapkanulangkah-langkahuyang harus dilakukanuuntuk 
mencapaiutujuanutersebut. Ketikaumerencanakanumaka pola 
pikirudiarahkanubagaimanauagar tujuanuitu dapatudicapai 
secarauefektif danuefisien. 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari 
manajemen secara umum, di manaulangkah awal dalam 
pengelolaan suatu aktivitas bisnis diawali dengan perencanaan. 
Perencanaanujuga biasanyauberhubungan denganupenetapan 
visi, misi, utujuan, sasaranudan strategiuserta alokasiusumber 
daya-sumberudaya pada umumnya, yang lazimnya digambar-
kan dalamustruktur programudasar. Apa yanguingin diraih 
oleh setiapu organisasi, pada dasarnya adalah bagaimana 
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menyusun dan menetapkan rencanaupencapaianusasaran dan 
rencanaukegiatanuyangubenar-benar sesuai dengan arahan 
visi, misi, dan tujuan, sasaranuserta strategi yang telah 
ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan.  

Dalam dunia Pendidikan, perencanaan pendidikanujuga 
merupakan salah satuubagian dariumanajemenupendidikan, 
sebagaimanaudijelaskanuoleh (Saihu dan Taufik, 2019) yang 
mengutip dari beberapa sumber, bahwa manajemen 
pendidikan secara konseptual meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan mengenai 
(sumber daya manusia, sumberubelajar, kurikulum, dana, dan 
fasilitas) uuntuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan 
efisien. 

Berdasarkanupenjelasan yangutelah dijabarkanudi atas 
maka dapatlah dipahamiubahwa perencanaanumemiliki empat 
unsur yangumelingkupinya. Keempat unsur tersebutuyaitu: (1) 
adanya tujuanuyang harusudicapai, (2) adanya strategi 
untukumencapai tujuan, (3) sumber daya yang dapat 
mendukung, dan (4) implementasiusetiapukeputusan. 
2.1.1 Definisi Perencanaan Pendidikan 

Perencanaan berasal dari kata rencana yaitu 
pengambilan keputusan tentang apa yanguharusudilakukan 
untuk mencapai tujuan. Secara universal perencanaan dapat 
didefinisikan sebagai salahusatu fungsi dariuManajemen. 
Perencanaan merupakan langkahuawaludariusetiap aktivitas 
yang akanukitaulakukan, begituujuga dalam Pendidikan, perlu 
adanya suatu perencanaan Pendidikan agar tujuan Pendidikan 
yang telahuditetapkanubisa tercapai. Tujuan Pendidikan 
nasional disebutkanudalamupasal 3 Undang-UndanguNomor 
20 tahun 2003 tentang SistemuPendidikanuNasional, yaitu: 
mengembangkan potensi peserta didikuagar menjadi manusia 
yang berimanudan bertakwa kepadauTuhanuYang MahauEsa, 
berakhlakumulia, sehat, uberilmu, cakap, kreatif, umandiri, dan 
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menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-
jawab. 

Perencanaan pendidikan yang merupakan bagian 
penting dari manajemen Pendidikan, tentunya juga 
memerlukan suatu pengelolaan yang baik, umelalui suatu 
kegiatanuyangudinamaiuadministrasi pendidikan. Tujuan 
pendidikan dapat tercapai, bilaudidukungudengan administrasi 
pendidikan. Administrasiupendidikanuterkait dengan seluruh 
materi, guru, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, 
kurikulum, danukesiswaan serta hal-halulainnya. Hal-hal 
dimaksud dimungkinkan dikelola denganubaik, hingga tercipta 
proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan 
pendidikan. Tanpa administrasiupendidikanuyang baik dan 
kepemimpinan yang tegas, tentuutujuanuyangudiinginkan tak 
akan tercapai. 

Dengan demikian, prosesusuatu perencanaanuharus 
dimulai dari penetapanutujuanuyang akanudicapai melalui 
analisisukebutuhan serta dokumen yangulengkap, 
kemudianumenetapkanulangkah-langkah yang 
harusudilakukanuuntuk mencapaiutujuan (Wina Sanjaya, 
2010). 

Ada beberapa definisi tentang perencanaan pendidikan 
yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Dariuberbagai pendapat 
atau definisiuyangudikemukakanuoleh para pakar manajemen, 
antara lain: 
1. Pendapat dari Prof. Dr. YusufuEnoch, Perencanaan 

Pendidikan, merupakan suatu proses yang yang 
mempersiapkan eperangkat alternatifukeputusan bagi 
kegiatan masaudepan yangudiarahkan kepadaupencapaian 
tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan 
kenyataan-kenyataanuyang ada di bidanguekonomi, sosial 
budaya sertaumenyeluruh suatuuNegara (Saihu, S. 2020). 
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2. PerencanaanuPendidikan adalah suatuuproses intelektual 
yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumus-
kan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan 
yang diambiluharus mempunyai konsistensiu (taatuasas) 
internal yang berhubungan secara sistematis dengan 
keputusan-keputusanulain, baik dalam bidang-bidang itu 
sendiri maupun dalam bidang-bidang lain dalam 
pembangunan, danutidak ada batas waktu untuk satu jenis 
kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan mendahului 
dan didahului oleh kegiatan lain (Kementerian Pendidikan 
danuKebudayaan, 2016).  

3. Perencanaanupendidikan adalah suatu prosesuberpikir 
yang mendalam, menganalisis, umerumuskan, dan 
menimbang serta memutuskan hal-hal yang dapat 
digunakan dalamumencapai tujuan yangutelah ditetapkan 
atau dapat pula dikatakan bahwa perencanaan pendidikan 
adalahukegiatan yanguakan dilakukanudi masauyang akan 
datang untukumencapai tujuanudalam bidangupendidikan 
(Sanjaya, 2015). 

Dariubeberapa definisiuyang telah diuraikanudi atas, 
dapat disimpulkan bahwa perencanaanupendidikan adalah 
suatu serangkaianuproses penyusunanukebijakanupendidikan 
dalamumengendalikan masa depan di bidang pendidikan 
sesuai dengan apauyang telah ditetapkanuuntuk mencapai 
tujuan pendidikanusecara efektif dan efisien.  
 
2.1.2 Pokok Persoalan Perencanaan Pendidikan 

Terdapat empat pokok persoalan yang menjadi 
pembahasan dalam perencanaanupendidikan (Mubin, 2020), 
yaitu:   
1. Tujuanupendidikan  

Merupakanusuatu haluyang akan dicapai melaluiukegiatan 
perencanaan pendidikan.  
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2. Status sistemupendidikan  
Merujuk pada bagaimanausuatuusistem pendidikan yang 
ada saatuiniuapakah telah mencapaiutarget-targetnya atau 
belum.  

3. Alternatifupemecahanumasalah  
Merujuk pada kemungkinan-kemungkinan apakah yang 
dapat dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Strategi pencapaianutujuan  
Menunjukukepadaucara terbaikumencapaiutujuan itu. 
 

2.1.3 Fungsi Perencanaan Pendidikan 
Menurut Syaefudin dan Syamsuddinu (2006), terdapat 

beberapa unsur penting diudalamuperencanaanupendidikan, 
yang terdiri dari:  
1. Penggunaan analisis yang bersifaturasional danusistematis 

dalam perencanaanupendidikan, yang terkait metodologi 
dalam perencanaan.  

2. Proses pembangunanudan pengembannganupendidikan, 
maksudnya bahwa perencanaanupendidikan dilakukan 
dalamurangka reformasiupendidikan.  

3. Prinsip efektivitas dan efisiensi, maksudnya dalam 
perencanaan pendidikan tersebut, upemikiran secara 
ekonomis sangat menonjol, contohnya dalam hal 
penggalian sumber pembiayaan pendidikan, alokasi biaya, 
hubunganupendidikan denganutenaga kerja, uhubungan 
pengembangan pendidikanudengan pertumbuhanekonomi. 

4. Kebutuhanudan tujuanupeserta didik danumasyarakat 
(baik lokal, regional, unasional, maupunuinternasional). 
Maksudnyauperencanaan pendidikanutersebut meliputi 
aspekuinternal danueksternaludari keorganisasianusistem 
pendidikanuitu sendiri.  
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5. Tujuan pembangunanunasional bangsauyang akan 
mengambilukeputusan dalamurangka kebijaksanaan 
nasionaludalamubidangupendidikan.  

6. Masalahustrategi adalah termasukupenanganan kebijakan 
secara operasionaluyang bisa mewarnai proses pelaksanaa 
dariuperencanaanupendidikan.   
 

2.1.4 Fungsi Perencanaan Pendidikan 
Menurut Somantri (2014), dalam manajemen 

pendidikan, perencanaan pendidikanudiarahkan agar bisa 
membantu:   
1. Memenuhiukebutuhanuakanutenaga kerja  

Pemenuhanukebutuhan tenagaukerja yanguterampil dan 
berkualitasumendudukiuprioritasupertama, sebab bila 
tanpaudidukung olehtenaga kerjauyang terampil, umaka 
pembangunan diuberbagai bidang sulit dilaksanakan dan 
tingkatupengangguran bisa terusumeningkat. 

2. Perluasan kesempatanupendidikan   
Pemerataanukesempatan dalamurangka memperoleh 
pendidikan,  adalah suatuulangkah pembebasan yang 
bersifatupolitisudanumerakyat.  

3. Peningkatanumutuupendidikan  
4. Peningkatanuefektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pendidikan  
Peningkatan efektivitasudan efisiensiupenyelenggaraan 
pendidikan merupakanuprasyaratuuntuk terwujudnya 
pemenuhanukeperluanuatas tenaga kerjaudan perluasan 
kesempatanuuntukumemperoleh pendidikan. 

 
2.1.5 PentingnyauPerencanaanuPendidikan 

Perencanaanumempunyaiuposisi yang penting dalam 
sebuah organisasi, lembaga danukumpulanupendidikan lainya, 
tanpa adanya perencanaanumakaujalannyauorganisasi tidak 
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jelas arah dan tujuannya. OlehuKarena ituuperencanaan 
penting karena pertama, dengan adanya perencanaan 
diharapan tumbuhnya suatuupengarahan kegiatan, adanya 
pedomanubagi pelaksanaan kegiatan-kegiatanuyang ditujukan 
kepadaupencapaianutujuan. Kedua, dengan perencanaan, maka 
dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa 
pelaksanaan yang akan dilalui. Ketiga, perencanaan 
memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif 
tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih 
kombinasi cara yang terbaik. Keempat, dengan perencanaan 
dapat dilakukan skalauprioritas. Kelima, denganuadanya 
rencana, makauakanuada suatu alat pengukur atau standar 
untuk mengadakanupengawasan (Abin Syamsuddinudkk, 
2007). Dengan demikian perencanaanumempunyaiuperanan 
penting dalam organisasi pendidikan maupun dalam organisasi 
yang bersifatupribadi. Dengan adanya perencanaanuakan 
dimungkinkan untukumemprediksiukerja dimasa yanguakan 
datang, bahkan akan mampuumemprediksi kemungkinan 
hasiluyang akan dicapai. 

Dariupenjelasan tersebututergambar dengan jelas 
bahwa perencanaan dalamumanajemenupendidikan sangat 
rumit. Denganudemikian perencanaan tidak dapat dilakukan 
tanpa adanya pemikiran yang matang, komprehensif dan 
rasional. Untuk itu perhatian terhadap langkah-langkah 
perencanaan dan segala yang berkaitanudengan perencanaan 
penting bagi manajemenudan bagiupara manajer pendidikan.  

Paling tidak dalam penyusunan perencanaan hendaknya 
memenuhi hal tersebut, jika halutersebut tidak dilalui 
makauada kemungkinan rencana yangutelahudibuat akan sulit 
untuk udirealisasikan. Dengan demikian untuk menghindarkan 
dari kegagalan dalam menyusun perencanaan, langkah terbaik 
adalah menggunakan langkah-langkah yang telah teruji 
kebenarannya dalam menyusun perencanaan. 
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2.1.6 Pendekatan dalam Perencanaan Pendidikan 
Perencanaanudan manajemen pendidikanudiarahkan 

untuk dapat membantu: (1) memenuhiukeperluan akan tenaga 
kerja, (2) perluasan kesempatanupendidikan, (3) peningkatan 
mutu pendidikan, serta (4) peningkatan efektivitas dan eisiensi 
penyelenggaraan pendidikan. Pemenuhanukeperluan akan 
tenaga kerjauyanguterampiludan berkualitas menempati 
prioritas utama karena tanpaudidukungutenaga kerjauyang 
terampil, maka pembangunan di berbagai bidang sukar 
dilaksanakan dan tingkatupengangguranakan terus meningkat. 
Kebutuhan akan pendidikan juga terus meningkat. Pemerataan 
kesempatan untuk memperoleh pendidikan merupakan upaya 
pembebasanuyang bersifat politisudanumerakyat. Sementara 
peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 
pendidikan merupakan prasyarat bagi terwujudnya 
pemenuhan keperluan akan tenagakerja dan perluasan 
kesempatan untuk memperoleh pendidikan. 

Syaefudin danuSyamsuddin (2006) menyebutkan bahwa 
paling tidak ada tiga alternatifupendekatan dalam perencanaan 
pendidikan, yaitu:   
1. PendekatanuKebutuhan Sosial (social demand approach) 

Pendekatan ini menekankanupada tujuanupendidikan yang 
mengandung misi pembebasan, yakni pembebasan 
masyarakat dariukebodohan danukemiskinan. Misalnya 
keperluan akan pendidikan yang memadai, yang 
implementasinya tertuang dalam bentuk kebijakan wajib 
belajar, pembebasanubiayaupendidikanubagi kelompok 
masyarakat yanguterbatas secarauekonomis. Pendekatan 
ini membawa misi bagaimana perencana dapat 
mengakomodir agar semua orang dapat memperoleh 
pendidikanuyang memadaiudengan pembiayaanuwajar. 
Pendidikan adalahuhak setiapuwarga negara, setiap orang 
harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh 
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pendidikan, tidak dibatasi olehuketidakberdayaanusecara 
ekonomis, fisik, ataupun faktor sosial budayaulainnya. 
Pemerintah dan/atau penyelenggara pendidikan harus 
berupaya untuk dapat mengakomodir semuaupenduduk 
usia sekolah (PUS) yanguberada danuterlibat dalam sistem 
pendidikan. Mahalnyaupendidikan jadiurelatif, yangupasti 
semua pendudukuusia sekolah harus ambil bagian dalam 
proses pendidikan. Tingkatkeberhasilan pemerintah dalam 
pelayananupendidikanudapat diketahui dari besarnya 
persentase pendudukuusia sekolah yangubersekolah, yang 
dikenal dengan istilah angka partisipasi pendidikan. 

2. Pendekatan Kebutuhan Ketenagakerjaan (manpower 
planning approach) 
Pendekatan ini menekankan pada kesesuaianatau relevansi 
antaraululusan (output) satuanupendidikan danukeperluan 
akan tenaga kerjaudi berbagaiubidang. Implementasinya 
tertuangudalamukebijakan “link andumatch, kurikulum 
berbasisukompetensi, penerapan konsep lifeuskill, dan 
sejenisnya”. Proses pendidikan dipandangusebagai wahana 
untuk mempersiapkanupeserta didikumenjadi sumber 
daya manusia (SDM) uyang terdidik denganubaik, yakni 
SDM yang kreatif, uinovatif, kompetitif, umemilikiusikap 
dan kepribadian yang unggul, serta memiliki keterampilan 
hidup yang memadai untuk hidup mandiri dan 
mengembangkan dirinya. SDMuyang terdidikudengan baik 
akan menjadi manusia produktifuyang dapat menyumbang 
pada keberhasilanupembangunan. SDM yang terdidik 
dengan baikuakan menjadiumanusia yangubermakna bagi 
dirinya, keluarganya, uorganisasi diumana iauberada, serta 
masyarakat dan bangsa pada umumnya. Pendekatan 
perencanaan ketenagakerjaan (manpower planning 
approach) mempersiapkan SDMuuntuk menjadi tenaga 
kerja yang produktifudi masauyanguakan datang. 
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3. Pendekatanuuntung-rugiudalam perencanaanupendidikan 
(rate of return approach). 
Pendekatan iniumenekankan padauanalisis untung rugi 
yang lebihubersifat ekonomis danuberlandaskan pada 
konsep investmentin human capital. Pendidikan dipandang 
sebagai investasiusumber daya manusia yang akan 
mendatangkan keuntungan yangudapat diukur dengan 
nilai moneter. Penyelenggara pendidikan akan 
mempertimbangkan berapa banyak investasi yang 
diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, 
keuntungan apa yang akan diperolehnya dan berapa 
banyak, adakah keuntungan langsung ataupun keuntungan 
tidak langsung atas program penyelenggaraan pendidikan 
tersebut. Masalah untung-rugi menjadi bahan 
pertimbangan utama dalamupenyelenggaraanupendidikan. 
Konsep ini juga menjadi dasarupemikiran bahwausemakin 
banyak dana dialokasikan untukupendidikan, akan 
semakin banyak keuntungan yang akan diperoleh 
penyelenggara pendidikan di masauyanguakan datang. 
 
 

2.1.7 Perencanaan Pendidikan yang Efektif dan Efisien 
Padauhakekatnya perencanaan adalah suatu proses 

yang mengarahkan sebagai upaya dalam mencapai suatu 
tujuan. Perencanaan pembangunanunasional merupakan suatu 
proses yangumengarahkan seluruhuupaya yangumelibatkan 
kemampuan sertaupemanfaatan sumber-sumberudaya dan 
perencanaan pendidikan nasional harus diarahkan kepada 
pencapaian tujuan dan visi normatif pembangunan nasional 
sebagaimana kekuatan internal serta kecenderungan-
kecenderungan global yang memengaruhi arah pembangunan  
nasional.   
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Melaluiuproses perencanaanupendidikan danupelatihan 
nasional tersebut, bukanlahusemata-mata pencapaianutarget 
kuantitatifutetapi juga bahkanuberkaitan dengan pembenahan 
sistem agarulebih efektif dan efisien, meningkatkanumutu 
proses pembelajaranudan pelatihan, serta materiuyang 
disampaikanudi dalamuproses dapat mencapai tujuan 
pembangunanunasional. Pendidikan danupelatihan sebagai 
proses sumber dayaumanusia yang akan melaksanakanudan 
menikmati hasil pembangunanunasional harus sejalan dengan 
proses untuk mencapaiutujuanupembangunanunasional. 

 

2.2 Konsep Perencanaan Pendidikan 
Ditinjau dari segi waktu, uperencanaan pendidikan 

dapat dibedakan atas perencanaan jangkaupanjang (antara 11–
30 tahun), perencanaan jangkaumenengah (antara 5–10 
tahun), dan perencanaan jangka pendek (antara 1– 4 tahun). 
Ketiga bentuk perencanaanutersebut berkaitan antara satu dan 
yang lainnya. Perencanaanujangka pendek merupakanubagian 
dari perencanaan jangkaumenengah, keduanya merupakan 
bagian dari perencanaan jangka panjang. Beberapa 
perencanaan jangka pendek yang digabungkan secara 
sistematis dan sistemik dapatudipandang sebagai perencanaan 
jangka menengah, beberapa perencanaan jangka menengah 
yangudirangkai dalamusatu kesatuanuakan menjadiurencana 
jangkaupanjang. Pada zamanuorde baru, perencanaanujenis ini 
teraktualisasi dalam perencanaan tahunan, rencana 
pembangunan lima tahun (REPELITA), danuRencana 
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). RPJP I merupakan 
gabungan dari (REPELITA I, II, III, IV, dan V); RPJP II 
merupakan gabunganudari (REPELITAuVI, uVII, uVIII, uIX,  
danuX); sedangkanusetiapuREPELITA merupakanugabungan 
dari Rencana PembangunanuTahun keuI, uII, uIII, uIV, udanuV. 
Di erauotonomi daerah, pemerintahudaerah padauumumnya 
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menerapkanukonsep pembangunan tersebut dikenal dengan 
sebutan program pembangunan multiyears. Istilah 
pembangunan tahun jamak bukanlahupendekatanubaru dalam 
perencanaan pembangunan, tetapi merupakanukata lain dari 
program pembangunanuberkelanjutan. Pembangunan suatu 
objek yangutidak dapat dikerjakanudalam satu tahun harus 
dirancanguuntuk dikerjakan dalamubeberapa tahun, dengan 
pentahapanuyangurasional, konsepsional, uproporsional, dan 
bertahap. 

Berdasarkan ruang lingkupnya, perencanaan pendidikan 
dapat dibedakanuatas (1) uperencanaan makro, levelunasional, 
meliputi seluruh usahaupendidikan pada semuaujenjang dan 
jenisupendidikan, kurikulum, peserta didik, dan pendidik 
dalam suatu sistem pendidikan yangudimanfaatkan untuk 
mencapai tujuan pendidikanunasional;  (2) perencanaan meso, 
yaitu level regional atauulokal, meliputiusemua jenis dan 
jenjang pendidikan di suatuudaerah; serta (3)  perencanaan 
mikro, biasanya bersifatuinstitusional, meliputi berbagai 
kegiatan perencanaan pada suatuulembaga atau satuan 
pendidikanutertentu atau pada beberapaulembaga yang sama 
danuberdekatan lokasinya. Dalam konteksuini, kita kenal 
adanya (1) Perencanaan Pendidikan Nasional; (2) Perencanaan 
Pendidikan Provinsi; (3) Perencanaan Pendidikan 
Kabupaten/Kota/Kecamatan; dan (4) Perencanaan Satuan 
Pendidikan atau PerencanaanuKelembagaan atau Rencana 
Pengembangan Sekolah (RPS). Rencana pembangunan 
pendidikan nasional merupakan “kumulatif” dariuperencanaan 
pendidikan provinsi. Rencana pembangunanupendidikan 
provinsi merupakan kumulatif dari perencanaan pendidikan 
kabupaten/kota. Rencana pembangunan pendidikan 
kabupaten/kota merupakan kumulatif dari perencanaan 
pengembanganusatuan-satuan pendidikan.   



 

44 

 
Dari segi pendekatannya, perencanaan pendidikan 

dibedakan atas: (1) perencanaanuterintegrasi (integrated 
planning), yaituuperencanaan yang mencakup keseluruhan 
aspek pendidikan sebagai suatu sistem dalam pola 
pembangunan nasional; (2) perencanaan komprehensif 
(comprehensive planning), yaituuperencanaanuyang disusun 
secara sistematisudanusistemik, sehingga membentukusuatu 
kesatuanuyang utuh danumenyeluruh; (3) perencanaan 
strategis (strategic planning), yaituuperencanaan yangudisusun 
berdasarkan skala prioritas, sehingga berbagai sumberudaya 
yang ada dapatudiatur danudimanfaatkan secermatudan 
seefisienumungkin; serta (4) uperencanaan operasional 
(operational planning), yang mencakup kegiatan 
pengembangan dari perencanaanustrategis. 

Perencanaan terintegrasi dalam bidang pendidikan 
mengandung makna bahwa pembangunanupendidikan 
bukanlah penerapan konsep pembangunanuyang parsial, tetapi 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan (terintegrasi) 
dengan pembangunan nasional di berbagai bidang. 
Pembangunan pendidikan tidakudapat lepasudari program 
pembangunan: (1) ketenagakerjaan; (2) uteknologi; (3) 
industri; (4) transportasi; (5) lingkunganusosialubudaya; (6) 
lingkunganugeografis; serta (7) ekonomiudan keuangan. 
Perencanaan pendidikan yang komprehensif adalah 
perencanaan pendidikan yangudisusun secara sistematis, 
sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh 
tentang perencanaan, tentang penyelenggaraan dan 
pengembangan pendidikan padausuatu wilayah tertentu, yang 
kegiatannya meliputi perencanan pengembangan pendidikan 
anak usia dini, pendidikanudasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan tinggi. Perencanaan dan pengembangan pendidikan 
berkaitan dengan substansi kesiswaan, ketenagaan (pendidik 
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dan tenaga kependidikan), kurikulum, saranaudanuprasarana, 
biaya, metode, isi/kurikulum, mutu kelembagaan pendidikan, 
kependudukan, dan hal lain yang bermakna bagi 
pengembangan penyelenggaraan pendidikan. 

Perencanaan strategis (strategic planning) diubidang 
pendidikan mengutamakanupada adanya prioritasudalam 
penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan. Sebagai 
contoh, prioritasupendidikan diletakkanupadaupendidikan 
dasar. Sebagai bukti bahwaupendidikan dasar mendapatkan 
prioritas dalamupembangunanupendidikan adalah besarnya 
biaya pendidikan yang dialokasikan untuk membiayai 
penyelenggaraan pendidikan dasar. Argumentasi bahwa 
pendidikan dasar dijadikan prioritas didasarkanupada 
kenyataan bahwa mutu pendidikan dasar masih belum 
menggembirakan, padahalumutu pendidikan dasar akan 
menjadi fondasi bagi jenjangupendidikan selanjutnya. 
Pendidikanudasar jugaumerupakan hakusetiap warga negara 
untuk mendapatkannya. Hal tersebutudibuktikan dengan 
ditetapkannya kebijakanuwajib belajar pendidikanudasar dan 
kebijakan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang 
pendidikan dasar, yang pada sebagian kasus seringudijadikan 
ikon unggulanucakada (calon kepala daerah) dalamumeraih 
simpati konstituennyaudengan janji “pendidikanugratis”. 
Apabila prioritas penyelenggaraan dan pembangunan 
pendidikan dasar telah terpenuhi, makauprioritasuakan 
bergeserupadauperluasan danupeningkatan mutuupendidikan 
menengah. 

Perencanaan operasional (operational planning) 
merupakan penjabaran dari perencanaan strategis. 
Perencanaan yang mampu memberikan penjelasan secara 
detail tentang (what) apauyang harus dikerjakan, (who) siapa 
yang mengerjakan, (how) bagaimana mengerjakannya, (where)  
diumana akan dikerjakan,  (when) bilamana hal itu akan 
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dilaksanakan. Perencanaan operasional secaraudokumen 
diwujudkan dalamubentukuprogramukerja atau kegiatanuyang 
disusun sedemikianurupa danumenjadi panduanubagi setiap 
orang yang terlibat dalamumelaksanakanuprogram kerja 
tersebut. Dalam konteks persekolahan, perencanaan 
operasional diwujudkan dalamubentuk program kerjausekolah, 
agenda akademik sekolah, jadwalu pembelajaran, dan 
sejenisnya. 
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BAB 3  
PENGORGANISASIAN DALAM 
PENDIDIKAN 
 
Oleh Endah Dwi Lestari 
 
3.1 Pengertian Organisasi  

Organisasi selalu diartikan sebagai berbagai komponen 
yang dirangkai menjadi suatu struktur dan sistem kerja yang 
terus berkembang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
Organisasi tidak dipahami hanya sebagai wadah (tempat) 
berlangsungnya interaksi dan kegiatan antar manusia 
(individu), karena organisasi merupakan gabungan sumber 
daya manusia yang dikelompokkan menurut struktur, fungsi, 
wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang memiliki hak dan 
tanggung jawab serta memiliki kepentingan untuk memberikan 
kontribusi bagi organisasi. Untuk menjamin kelangsungan 
organisasi, fungsi organisasi harus diperhatikan. Untuk 
menggerakkan sumber daya organisasi, perlu ditata 
sedemikian rupa sehingga menjamin sinergi dan 
kesinambungan organisasi. 
Ada beberapa pengertian organisasi, antara lain: 
1. Organisasi adalah pengelompokan orang-orang kedalam 

aktivitas kerja untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 

2. Organisasi adalah setiap bentuk perkumpulan dari dua 
orang atau lebih yang bekerja sama dalam suatu cara yang 
secara formal terkait untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu, namanya mencakup satu orang atau lebih yang 
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dikenal sebagai atasan, atau sekelompok orang yang 
dikenal sebagai bawahan yang ditunjuk.  

3. Organisasi adalah sekelompok manusia yang berkumpul 
dalam suatu wadah yang mempuanyai tujuan yang sama, 
bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. 

4. Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan 
struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang 
pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk 
bersama-sama mencapai tujuan tertentu. (Gunawan, 1996) 

 
Berdasarkan beberapa definisi organisasi yang di 

kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi 
memiliki unsur-unsur penting antara lain, memiliki tujuan yang 
akan dicapai, aturan kerja norma yang harus di taati, metode 
dan prosedur kerja, orang yang melakukan pekerjaan, kesatuan 
kepemimpinan dan misi, koordinasi, pengawasan dan 
kerjasama, hubungan sosial antara mereka yang terlibat, dan 
penghargaan dari setiap orang yang melakukan pekerjaannya. 
(Enkoswara, 2011) 
 

3.2 Dasar-dasar Organisasi  
Organisasi pada pemerintah maupun organisasi swasta, 

selalu menghadapi masalah bagaimana agar organisasi berjalan 
dengan lancar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah membangun 
struktur organisasi yang efisien dan memiliki fleksibilitas yang 
tepat. Beberapa istilah yang digunakan untuk dasar organisasi, 
misalnya para ahli mempergunakan asas-asas organisasi, 
prinsip-prinsip organisasi atau landasan-landasan organisasi. 
Semua istilah yang berbeda dalam kaitannya dengan 
kepentingan organisasi tetapi memiliki arti yang sama disebut 
sebagai fundamental atau dasar organisasi. (Engkoswara, 
2011) 
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Adapun dasar-dasar organisasi adalah sebagai berikut: 
3.2.1 Perumusan tujuan organisasi 

Tujuan organisasi harus dirumuskan dengan jelas 
sehingga menjadi pedoman untuk menyusun kegiatan-kegiatan 
yang perlu dilakukan. Tujuan yang diartikulasikan dengan jelas 
harus diketahui dan diyakini oleh semua orang dalam 
organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan 
berpangkat paling bawah. Dengan menetapkan tujuan yang 
jelas, setiap orang yang terlibat memahami tujuan tersebut dan 
menyelaraskan tujuan organisasi dengan tujuan individu itu 
sendiri.  

 
3.2.2 Pembagian kerja 

Pembagian kerja berhubungan dengan pejabat dan unit 
organisasi. Dalam kaitannya dengan pegawai, pembagian kerja 
adalah pembagian dan pengelompokan tugas-tugas yang 
serupa atau berkaitan erat dengan seorang pejabat tertentu. 
Sedangkan apabila dikaitkan dengan bagian dari unit 
organisasi berarti menyusun dan mengelompokkan kegiatan 
yang serupa atau terkait erat yang dilakukan oleh unit 
organisasi yang sama.  
Adapun manfaat yang dapat dicapai dari pembagian kerja:  
a) Mampu memberi tugas kepada setiap anggota yang 

sesuaidengan kemampuannya.  
b) Mampu memberikan instruksi yang jelas untuk setiap 

tugas kepada orang yang melakukannya untuk orang lain 
yang tidak bisa dan melakukan dua pekerjaan sekaligus. 
 

3.2.3 Koordinasi  
Koordinasi adalah asas yang menyatakan bahwa dalam 

suatu organisasi harus ada koordinasi kegiatan antar unit 
organisasi atau koordinasi tugas antar pegawai. Dengan 
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demikian kelebihan karyawan dapat dihindari, sementara di 
bagian lain jumlah karyawan terlalu sedikit.  
Adapun manfaat koordinasi bagi organisasi:  
a) Mendorong pegawai untuk saling membantu dan 

memberitahukan masalah yang dihadapi kepada bagian-
bagian yang lain dalam suatu organisasi.  

b) Dapat menghidari terjadi kekembaran tugas dan 
kekosongan pelaksana bagian tertentu dalam organisasi.  
 

3.2.4 Pelimpahan wewenang 
Pelimpahan diartikan pendelegasian sedangkan 

wewenang atau otorisasi adalah hak sesorang untuk 
mengambil tindakan yang diperlukan dengan cara yang dapat 
diterima. Oleh karena itu, pelimpahan wewenang berarti 
pendelegasian sebagian hak untuk mengambil tindakan yang 
diperlukan agar tugas dan tanggung jawab dapat dipenuhi 
dengan baik oleh seorang pegawai kepada pegawai lainnya.  

 
3.2.5 Rentangan kontrol  

Rentangan kontrol mengacu pada jumlah maksimum 
bawahan yang dapat diarahkan oleh atasan tertentu secara sah. 
Hal ini tergantung pada dua faktor yaitu faktor subyektif dan 
faktor obyektif. Faktor subyektif adalah faktor yang ada pada 
pejabat, antara lain: Keterampilan, pengalaman, usia, 
kesehatan. Faktor obyektif meliputi faktor di luar pejabat; pola 
kerja bawahan, jumlah tugas stabil dan tidak stabil dalam 
organisasi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
pekerjaan. Jumlah angka pedoman rentangan kontrol adalah:  
a) Untuk jenjang organisasi diatas berkisar 3-10 orang 

bawahan  
b) Untuk jenjang organisi di bawah berkisar 10-20 0rang 

bawahan.  
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3.2.6 Jenjang organisasi 
Jenjang organisasi adalah tingkatan unit-unit organisasi 

dengan pejabat, tugas dan wewenang tertentu sesuai dengan 
kedudukannya dari atas sampai bawah dalam suatu tugas 
tertentu. Pejabat berpangkat tertinggi mengawasi pejabat yang 
berpangkat lebih rendah, dan seterusnya. Agar hubungan antar 
pejabat sedapat mungkin melewati tingkatan yang ditetapkan, 
maka tingkatan organisasi harus memberikan gambaran yang 
jelas tentang pejabat tersebut.  

 
3.2.7 Fleksibilitas 

Ketika perubahan terjadi atau perubahan dilakukan 
organisasi tidak boleh menciptakan hambatan yang fatal bagi 
kelancaran fungsi organisasi. Harus ada struktur organisasi 
yang telah dirubah untuk disesuaikan dengan perubahan yang 
terjadi tanpa mengganggu jalannya kegiatan yang sedang 
dilakukan. Misalnya, memperluas area operasi, meningkatkan 
tujuan produksi mereka dengan produk sampingan atau hasil 
tambahan dan seterusnya.  

 
3.2.8 Berkelangsungan 

Organisasi harus mampu menyediakan fasilitas agar 
dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya secara terus 
menerus, misalnya harus selalu mendapatkan peralatan yang 
cukup untuk operasi dan pengembangan teknologi, 
pengembangan pegawai, dan sebagainya. 
  

3.3 Proses Pengorganisasian  
Pengorganisasian adalah proses membangun organisasi 

formal dengan melakukan kegiatan merencanakan struktur, 
menganalisis pekerjaan, mengelompokkan dan membagi 
pekerjaan, proses pengorganisasian meliputi tiga tahap:  
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1. Perincian pekerjaan yaitu menentukan tugas-tugas yang 
harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.  

2. Pembagian beban pekerjaan kepada orang-orang yang 
memiliki kualifikasi yang tepat dan beban kerja yang dapat 
diterima, tidak kelebihan beban dan tidak terlalu ringan 
agar mencapai pelaksanaan secara efektif dan efesien.  

3. Pengadaan dan pengembangan mekanisme koordinasi 
tenaga kerja. 
 

3.4 Hierarki Organisasi  
Berasal dari istilah bahasa Inggris, kata hirarki dapat 

diterjemahkan sebagai tingkatan organisasi, tingkatan 
administrasi. Jenjang organisasi menunjukkan tingkatan unit-
unit organisasi dengan pejabat, jabatan dan kekuasaan tertentu 
sesuai dengan kedudukannya, mulai dari tingkatan yang paling 
tinggi sampai dengan yang paling rendah pada suatu jabatan 
tertentu menurut hirarki organisasi. Melihat lebih dalam, inti 
dari tingkatan atau hirarki organisasi adalah perbedaan peran 
antara atasan dan bawahan. Bertindak dari kemanfaatan 
organisasi, hendaknya tidak terlalu panjang dan luas, karena 
jenjang organisasi yang terlalu panjang dapat menimbulkan 
hambatan dan juga menimbulkan pemborosan. Hal ini menjadi 
kendala karena membutuhkan waktu yang lama agar perintah, 
arahan dan keputusan pimpinan puncak sampai ke pejabat 
yang paling bawah. (Azis, 2016) 
Tingkatan organisasi dapat dibagi dalam tiga macam yaitu: 
1) Struktur organisasi pipih yaitu struktur organisasi yang 

menggunakan level organisasi 2–3 tingkatan 
2) Struktur organisasi dasar, yaitu struktur organisasi yang 

menerapkan tingkatan organisasi sampai dengan 4 
tingkatan 
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3) Struktur organisasi curam yaitu struktur organisasi yang 
menerapkan tingkatan organisasi sampai dengan 5 
tingkatan. 
 

3.5 Jenis-Jenis Organisasi  
3.5.1 Organisasi formal 

Organisasi formal merupakan sebuah organisasi dengan 
struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas dan tujuan yang 
jelas.  Adanya struktur organisasi merupakan perbedaan utama 
antara organisasi formal. Struktur organisasi formal disediakan 
untuk pembagian tugas dan tanggung jawab yang 
menunjukkan hubungan khusus antara personel organisasi. 
Bentuk skema struktur organisasi formal dapat berbentuk 
piramida, mendatar atau melingkar. (Hidayat, 2010) 

 
3.5.2 Organisasi informal 

Keberadaan organisasi informal dapat dilihat dari tiga 
ciri yaitu norma perilaku, tekanan untuk menyesuaikan diri 
dan kepemimpinan informal. Norma perilaku atau kode etik 
adalah standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku 
umum suatu kelompok dalam kesepakatan bersama tidak 
tertulis antara orang-orang dalam organisasi. Tekanan untuk 
menyesuaikan diri muncul ketika seseorang bergabung dengan 
suatu organisasi, tidak hanya secara fisik tetapi juga 
mempengaruhi aspek sosio-emosional individu sehingga 
menjadi satu kesatuan dan lebih tepatnya terbagi-bagi antar 
individu. Kepemimpinan formal dalam organisasi informal 
merupakan salah satu komponen yang sangat mempengaruhi 
orang-orang dalam organisasi tersebut dan bahkan 
dimungkinkan untuk mengungguli kepemimpinan dalam 
organisasi formal, dimana seseorang tidak dipatuhi karena 
memiliki jabatan tetapi memiliki kepentingan alamiah dan 
mampu mempengaruhi orang lain tanpa paksaan.  
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Aspek formal dan informal dapat dibedakan dalam teori, 
tetapi tidak dalam praktiknya. Dalam konteks ini, tidak 
mungkin suatu struktur organisasi yang baik memiliki 
hubungan informal kolaboratif yang didukung oleh hubungan 
informal yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antar 
manusia tanpa terikat oleh ketentuan kesepakatan unit kerja. 
(Nawawi, 1984) 

 

3.6 Objek, Strategi, dan Taktik dalam Organisasi 
3.6.1 Objek Organisasi  

Objek Organisasi dapat diartikan dalam arti kata yang 
diterjemahkan sebagai sasaran atau tujuan. Untuk 
memudahkan pemahaman, topik diterjemahkan per topik 
dalam artikel ini. Pembagian paling umum antara jenis-jenis 
tujuan organisasi adalah sebagai berikut: 
a) Tujuan formal adalah tujuan yang menggambarkan 

informasi tujuan formal yang diberikan oleh CEO tentang 
sifat misi organisasi. Sasaran ini tidak memiliki batas 
waktu dan lebih bertujuan untuk mendapatkan dukungan 
dan penerimaan organisasi komunitas ekologis daripada 
memfasilitasi tugas-tugas organisasi.  

b) Tujuan operasional adalah tujuan yang menggambarkan 
maksud sebenarnya dari organisasi. Tujuan ini 
mencerminkan mengenai apa yang organisasi lakukan atau 
ingin lakukan, terlepas dari apa yang secara resmi diakui 
sebagai bisnisnya.  

c) Tujuan operasional adalah tujuan yang telah memiliki 
kriteria yang telah disepakati sebagai dasar untuk menilai 
seberapa besar kontribusi kinerja organisasi terhadap 
pencapaian tujuan organisasi. (Engkoswara, 2011) 
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3.6.2 Titik organisasi 
Jika tujuan organisasi secara formal dirumuskan dalam 

tujuan yang terperinci, maka kita berbicara tentang strategi 
organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, strategi 
yang ditetapkan masih membutuhkan kerjasama dalam taktik 
organisasi. Titik organisasi adalah tindakan yang terpaksa atau 
harus dilakukan dalam situasi tertentu untuk kepentingan 
organisasi. Jadi perbedaan dari strategi adalah bahwa strategi 
adalah penentuan yang lebih tepat didefinisikan dan 
didasarkan pada tujuan formal, sedangkan taktik adalah 
tindakan yang tidak pernah ditentukan. Taktik organisasi 
ditentukan oleh isu-isu yang ada, terutama ketika mereka 
menanggapi tantangan mendesak.   

 

3.7 Dinamika Organisasi  
3.7.1 Perubahan Dalam Organisasi 

Perubahan yang terjadi dalam organisasi sebagai akibat 
dari masalah dan tantangan dapat dikenali dengan: 
a) Mengubah struktur, menambah satuan, mengurangi 

satuan, mengubah kedudukan satuan, menggabung 
beberapa satuan menjadi satuan yang lebih besar, 
mengubah luas sempitnya rentangan kontrol, memerinci 
kembali kegiatan atau tugas, menambah atau mengurangi 
pegawai.  

b) Mengubah tata kerja mencakup prosedur, prosedur, aturan 
dan ketentuan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

c) Mengubah peralatan kerja.  
d) Penggunaan teknologi yang lebih maju. 
e) Mengubah orang, dalam arti mengubah sikap dan perilaku, 

memperluas pengetahuan dan keterampilan pegawai. 
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3.7.2 Organisasi Adalah Dinamis 
Organisasi dalam arti dinamis berarti melihat organisasi 

sebagai organisme yang hidup. Melihat organisasi sebagai 
organisme yang dinamis berarti melihat organisasi tidak hanya 
dalam bentuk dan bentuk, tetapi juga dalam isinya. Isi suatu 
organisasi adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan 
untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, 
pengorganisasian dalam arti dinamis berarti menekankan pada 
fungsi atau kegiatan yang ada dalam organisasi dan aspek-
aspek yang berkaitan dengan pencapaian semua tujuan yang 
dapat dicapai. Organisasi selalu bergerak menuju pelaksanaan 
pembagian kerja atau pembagian kerja menurut sistem yang 
telah ditetapkan dan sesuai dengan ruang lingkup organisasi. 
Pikirkan sebuah organisasi dalam hal konten, yaitu sekelompok 
orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 
Organisasi dalam pengertian dinamis karenanya menekankan 
unsur manusia di dalamnya. Orang adalah elemen terpenting 
dari semua elemen organisasi karena hanya orang yang 
memiliki dinamisme. 

 
3.7.3 Konflik Dalam Organisasi  

Konflik adalah segala jenis interaksi yang saling 
bertentangan atau berlawanan antara dua pihak atau lebih. 
Konflik dalam arti negatif dikaitkan dengan sifat binatang, 
kekejaman, kekerasan, perusakan, irasionalisme, kerusuhan 
dan lain-lain. Konflik dalam arti positif dikaitkan dengan 
peristiwa petualangan, hal baru, inovasi, pemurnian, 
pembaruan, introspeksi, perubahan, dan sebagainya. Jenis-jenis 
konflik antara lain:  
a) Konflik peranan dalam diri seseorang, orang tersebut tidak 

dapat menerima aturan, sehingga memutuskan untuk tidak 
melaksanakan tugas sesuai aturan. 
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b) Konflik peran, seseorang menghadapi masalah karena 
memiliki dua atau lebih peran yang saling bertentangan 
seperti anggota serikat pekerja yang juga manajer 
perusahaan. 

c) Konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi 
harapan beberapa orang, misalnya saja dekan suatu 
fakultas harus memenuhi permintaan yang berlainan para 
ketua jurusan.  

d) Konflik yang timbul dari penyampaian informasi yang 
bertentangan.  

 
Konflik tidak selamanya menyusahkan akan tetapi 

memiliki segi-segi positif, seperti: 
a) Konflik dalam organisasi 

 Perubahan kepemimpinan yang lebih signifikan, penuh 
ide-ide baru dan semangat baru. 

 Perubahan tujuan organisasi yang lebih mencerminkan 
nilai-nilai yang disesuaikan dengan perubahan situasi 
dan keadaan. 

b) Konflik dengan organisasi lain 
 Lebih mempersatukan para anggota organisasi. 
 Menghidupkan tujuan dan nilai organisasi. 
 Membuat anggota menyadari strategi dan taktik lawan. 

 

3.8 Kekuasaan Dalam Organisasi  
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi 

individu, kelompok, keputusan atau peristiwa. Posisi pemimpin 
memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain karena 
pemimpin adalah penggerak satu atau lebih kelompok. Di sisi 
lain, kekuasaan umumnya dianggap sebagai potensi untuk 
mempengaruhi orang lain atau kemampuan untuk bertindak 
atau memiliki pengaruh. Dalam hal ini, Weber mengklaim 
bahwa kekuasaan adalah kemungkinan bagi para aktor untuk 
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menggunakan pengaruhnya dalam kelompok sosial untuk 
menggerakkan orang lain ke arah yang diinginkan. Etzioni 
berpendapat sama, kekuasaan sebagai kemampuan aktor untuk 
mempengaruhi aktor lain sehingga mereka dapat dibuat untuk 
mengikuti arahan atau sarannya. (Arikunto, 1990). 
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BAB 4 
KEPEMIMPINAN DALAM 
PENDIDIKAN 
 
Oleh Hairidah 
 
4.1 Penafsiran Kepemimpinan 

Sebutan bahasa Inggris "kepemimpinan" mengacu pada 
jadi seseorang pemimpin, kekuatan mengetuai, serta mutu 
pemimpin, yang menyiratkan kalau kekuatan ataupun mutu 
seseorang pemimpin pula memusatkan orang-orang yang 
dipimpinnya buat menggapai tujuan tertentu. Pemimpin diucap 
selaku pangeran, perintis, pelatih, panutan, pengurus, 
penggerak, kepala, pembimbing, raja, serta sebagainya dalam 
bahasa Indonesia. Berikan arahan, memusatkan, mengetuai, 
serta bergerak maju merupakan pemakaian kata pemimpin. 

Dengan kata lain, kepemimpinan merupakan keahlian 
buat pengaruhi orang lain. Dalam konteks ini, kepemimpinan 
merupakan kapasitas seseorang pemimpin buat membujuk 
orang lain buat menjajaki keinginannya. (Makawimbang, 2012, 
p. 3) Kepemimpinan pula ditatap selaku bagian dari sifat 
ataupun karakter seorang, serta manusia diberi wewenang 
buat mengetuai; sesungguhnya, telah jadi watak mereka buat 
jadi pemimpin semenjak lahir. Kepemimpinan ialah sesuatu 
proses yang hendak membagikan makna kerjasama serta pula 
dihasilkan oleh kemauan seseorang pemimpin buat menggapai 
tujuan. Kepemimpinan ataupun berperan dalam kapasitas 
kepemimpinan merupakan kegiatan manusia. Kepemimpinan 
berasal dari kata bawah "mengetuai", yang bila digabungkan 
dengan awalan "me", berarti membimbing, menampilkan jalur. 
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(Wijaswanto, 2015, p. 769) Sebutan yang sama mencakup 
mengetuai, mengetuai, mengetuai, serta melatih. Dengan kata 
lain, mendidik serta mengajar supaya dapat bekerja sendiri 
mengacu pada perihal yang sama orang yang mengepalai 
ataupun mengetuai merupakan pemimpin sebaliknya 
kepemimpinan menampilkan seluruh suatu tentang mengetuai, 
tercantum aksi yang diambil. 

Sebab watak kepemimpinan itu sendiri sangat 
komprehensif serta lingkungan, mendefinisikan kepemimpinan 
merupakan permasalahan yang susah serta lingkungan. Uraian 
tentang kepemimpinan, di sisi lain, jadi lebih sistematis serta 
objektif selaku hasil dari pertumbuhan terakhir. 
Kepemimpinan semacam ini mengaitkan ikatan pengaruh 
dengan orang- orang yang menginginkan pergantian besar. 
Pergantian yang diartikan merupakan pergantian tujuan yang 
dipunyai oleh pemimpin serta pengikut ataupun bawahannya. 
Sesungguhnya kepemimpinan ini ialah subbidang ilmu 
administrasi, spesialnya ilmu ketatanegaraan (Abnisa, 2016, p. 
33). Pokok bahasan ini merupakan ilmu administrasi, 
subbidang ilmu sosial yang ialah salah satu pertumbuhan 
filsafat. sebaliknya manajemen merupakan inti dari 
administrasi. Keberhasilan sesuatu organisasi ataupun 
kelompok dalam menggapai sesuatu tujuan yang di idamkan 
bergantung pada kepemimpinan orang (Kartono, 1998, p. 11). 
Oleh sebab itu, kepemimpinan memainkan kedudukan berarti 
dalam konteks ini serta pula berarti buat manajemen, 
administrasi, serta organisasi. Para pakar tentang 
kepemimpinan berkata kalau terdapat sebagian di antara lain, 
antara lain: 
1. Bagi komentar Seokarto Indrafachrudi, kepemimpinan 

merupakan kapasitas ataupun kesiapan seorang buat 
pengaruhi, memusatkan, mengajak, mendesak, serta 
menggerakkan orang lain buat menerima pengaruhnya 
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serta setelah itu mengambil Aksi yang bisa menolong 
mereka dalam menggapai tujuan mereka. (Indfachrudi, 
1983, p. 23) 

2. Tidak hanya itu, bagi Nanang Fattah, pemimpin pada 
hakekatnya merupakan orang yang mempunyai kekuatan 
buat pengaruhi ataupun mengajak sikap orang lain dalam 
pekerjaannya (Fattah, 1996, p. 88). 

3. Seseorang pemimpin, bagi Kartini Kartono, merupakan 
seorang yang mempunyai kelebihan, paling utama 
kemampuan serta kelebihan dalam bidang tertentu, sampai 
sanggup mengajak orang lain buat melaksanakan perihal 
tertentu secara bertepatan guna menggapai sebagian 
tujuan yang diinginkannya. 

4. Soetopo Hendyat mendefinisikan kepemimpinan selaku 
proses mengetuai ataupun memusatkan sesuatu kelompok 
buat menggapai tujuan bersama secara serentak. 

5. Mochammad Teguh berkata kalau kepemimpinan 
mempunyai 3 kata kunci: 
a. Kepemimpinan merupakan ilham ikatan, yang 

maksudnya cuma terdapat dalam ikatan dengan orang 
lain. Bila tidak terdapat bawahan ataupun pengikut, 
hingga tidak hendak terdapat pemimpin. 

b. Kepemimpinan merupakan sesuatu proses, maksudnya 
lebih dari semata- mata mempunyai wewenang 
ataupun jabatan. Tetapi, kepemimpinan ditatap tidak 
lumayan buat menjadikan seseorang pemimpin, 
sehingga seseorang pemimpin wajib melaksanakan 
suatu. 

c. Kepemimpinan pula dimengerti berarti membuat 
orang lain melaksanakan suatu. Ini berarti kalau 
seseorang pemimpin wajib berupaya membuat 
pengikut ataupun bawahannya melaksanakan suatu 
dengan memakai otoritas yang legal, menetapkan 
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tujuan, menghasilkan model ataupun jadi panutan, 
mengendalikan ulang industri, membagikan 
penghargaan serta hukuman, serta mengomunikasikan 
visi. apa yang mau Kamu capai. Dampaknya, bila 
seseorang pemimpin sanggup membujuk pengikut 
ataupun bawahannya buat mempertaruhkan 
kepentingan pribadinya demi keberhasilan sesuatu 
organisasi, ia dikira efisien. (Tegu, 2001, p. 69). 

 
Definisi tersebut di atas bisa membagikan cerminan 

merata tentang kepemimpinan. Berikut merupakan sebagian 
sudut pandang bonus yang bisa ditarik dari definisi di atas: 
1) Kepemimpinan, meliputi seluruh suatu yang dicoba oleh 

orang ataupun kelompok buat mengkoordinasikan serta 
membagikan tutorial kepada orang lain guna menggapai 
tujuan yang sudah diresmikan. 

2) Mengetuai berarti mengetuai, menginstruksikan, serta 
membujuk sekelompok pekerja ataupun orang lain buat 
menggapai tujuan tertentu dengan metode yang efektif 
serta efisien. 

3) Mengkoordinasikan serta memusatkan anggota kelompok 
buat menggapai tujuan tertentu pula bisa ditafsirkan 
selaku seni daripada ilmu. (Supriyatno, 2008, p. 30). 

4) Mengetuai berarti mengambil inisiatif dalam suasana social 
(tidak sendiri) buat menimbulkan ilham baru, menyusun 
prosedur, merancang aksi, serta memakai ilham kreatif 
yang lain. Ini hendak menolong organisasi menggapai 
tujuannya. 

5) Pemimpin senantiasa muncul dalam suasana sosial sebab 
kepemimpinan pada hakekatnya merupakan ikatan antara 
2 orang ataupun lebih bersama- sama dengan orang 
ataupun kelompok lain. Seseorang pemimpin serta 
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bawahan merupakan 2 sebutan yang bisa digunakan buat 
menggambarkan orang ataupun kelompok yang sama. 

6) Pemimpin hendak senantiasa jadi bagian dari kelompok. 
Pemimpin pula bisa bekerjasama dengan orang lain, 
memfasilitasi orang lain, ataupun melaksanakan keduanya. 
(Danim, 2004, p. 55–56) 

 
Kepemimpinan pula ialah perlengkapan organisasi serta 

motor ataupun penggerak seluruh sumber. Pembelajaran 
merupakan usaha terencana serta terencana buat mewujudkan 
area belajar dan proses pendidikan supaya partisipan didik 
secara aktif meningkatkan kemampuan dirinya supaya 
mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, 
karakter, akhlak mulia, pengendalian diri, serta keahlian. 
mereka butuhkan sendiri, negeri, bangsa, serta masyarakat. 

UU Sisdiknas tertuang dalam UU 20 Tahun 2003. Tiap 
orang menyadari berartinya ilmu pengetahuan selaku 
pedoman, perlengkapan, ataupun pedoman buat mengetuai 
umat manusia yang terus menjadi bermacam- macam serta 
bermasalah. Proses belajar mengharuskan seluruh orang buat 
mencari ilmu sebab terdapatnya pemahaman serta relevansi 
tersebut. Dampaknya, usaha ini tidak lepas dari apa yang 
diucap dengan pembelajaran. Tidak hanya itu, tujuan 
pembelajaran tidak hendak tercapai secara maksimal bila tidak 
terdapat pengelolaan ataupun pengelolaan pembelajaran. 
Dampaknya, dibutuhkan pula pemimpin yang mempunyai 
kemampuan buat jadi pemimpin dalam aktivitas pengelolaan 
pembelajaran (Leadership). 

Bermacam Negeri sudah berupaya merevitalisasi 
pembelajaran buat menanggapi tantangan arus globalisasi yang 
kerapkali diisyarati dengan persaingan global yang ketat serta 
kompetitif. Paradigma kepemimpinan pembelajaran pula 
direvitalisasi, paling utama dalam perihal pola ikatan antara 
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atasan serta bawahan, yang lebih dahulu berbasis perintah 
serta hierarkis, menuju pada kemitraan bersama. Kala atasan 
serta bawahan mempunyai ikatan memerintah serta hierarkis, 
mereka kerap memandang bawahan mereka selaku objek yang 
tidak berdaya. Ini merupakan ciri kepemimpinan komando, 
birokratis, serta hierarkis yang kerapkali mengaitkan 
penegakan kehendak mereka serta berlagak pragmatis. Pada 
kesimpulannya, sikap tersebut hendak berdampak parah, ialah 
terbelenggunya perilaku inovatif serta kreatif tiap bawahan. 
(Jaja Jahari, 2020, p. 1) 

Bersumber pada penjelasan di atas serta pendapat- 
pendapat di atas bisa ditarik kesimpulan kalau salah satu 
kecakapan yang dibutuhkan buat mendesak, memusatkan, 
ataupun pengaruhi penggerakan penyelenggaraan 
pembelajaran supaya tercapai tujuan pembelajaran secara 
efisien serta efektif merupakan kepemimpinan dalam 
pembelajaran. Dalam kegiatannya, pemimpin memiliki 
wewenang buat memusatkan serta pengaruhi bawahannya 
menimpa tugas- tugas yang wajib dituntaskan serta kapan 
waktunya. Sepanjang fase penugasan, pemimpin butuh 
membagikan contoh yang baik serta membagikan arahan yang 
jelas kepada bawahan supaya mereka bisa melakukan tugas 
dengan gampang serta menggapai hasil yang di idamkan. 

Guru di sekolah, orangtua di rumah, kepala 
pembelajaran di sekolah, ataupun kepala sekolah, dan 
pengawas pembelajaran di dinas pengembangan pembelajaran 
serta di daerah-semuanya merasa terpanggil buat mengemban 
tanggung jawab selaku pemimpin yang baik dibidang 
pembelajaran. Dalam dunia pembelajaran, dibutuhkan 
kepemimpinan yang absolut Ikatan serta pengaruh antara 
pemimpin serta bawahan dalam sebuah kepemimpinan. 

Interaksi otomatis antara orang yang dipandu serta 
pemimpin inilah yang menimbulkan serta membentuk 
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kepemimpinan tersebut. Tipe kepemimpinan ini pula bisa 
mengandalkan keahlian pemimpin buat memotivasi orang lain 
buat mengambil aksi guna menggapai hasil yang di idamkan. 
Dampaknya, pemimpin muncul tiap kali terdapat satu 
kelompok ataupun organisasi. 

 

4.2 Berartinya Kepemimpinan Pendidikan 
Lembaga pembelajaran merupakan sesuatu organisasi 

yang memiliki guna administrasi serta guna kerja buat 
kepentingan pembelajaran. Peraturan dibutuhkan buat 
mendesak manajemen serta administrasi yang efisien, 
pendidikan yang efektif, serta sumber energi manusia yang 
harmonis serta bersinergi buat menggapai tujuan 
pembelajaran. Kepala sekolah merupakan pemimpin yang 
kerap bertugas di sekolah. Dia tidak cuma memusatkan 
jalannya pembelajaran namun pula menyusun strategi supaya 
senantiasa sejalan dengan tujuan pembelajaran. Kepemimpinan 
dibutuhkan buat menggapai apa yang di idamkan. Keahlian 
seseorang pemimpin buat melakukan tanggung jawabnya 
selaku pemimpin berakibat pada tiap sumber energi dalam 
pembelajaran yang ia awasi, menampilkan keberhasilan 
kepemimpinan tersebut. 

Dalam lembaga pembelajaran, pemimpin wajib 
mempunyai otoritas serta kekuasaan, ciri, keahlian, serta 
keahlian menyesuaikan diri. Tujuannya merupakan: tingkatkan 
sumber energi manusia, sarana, anggaran belanja, serta ikatan 
dengan warga. Pemimpin di lembaga pembelajaran hendak 
bisa menggapai tujuannya bila terus mengetuai secara efisien. 
Buat mempraktikkan pengembangan pembelajaran serta 
pengajaran supaya berjalan efektif serta efisien dalam proses 
pencapaian tujuan pembelajaran, pemimpin wajib mempunyai 
keahlian semacam proses menganjurkan, berikan tutorial, 
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berikan dorongan, serta berikan arahan, dan keahlian 
menggerakkan orang lain. (Fanisa, 2020, p. 8). 

Dalam mangulas kepribadian seseorang pemimpin, 
Islam memakai Nabi Muhammad SAW selaku contoh gimana 
sepatutnya seseorang pemimpin dalam watak, kepribadian, 
serta perilakunya. Rasulullah SAW merupakan seseorang 
pemimpin besar sebab ia pula seseorang pemimpin negeri 
serta pemimpin agama dalam Islam. Kepemimpinan Rasulullah 
antara lain didasarkan pada tokoh ataupun tokoh utama: 
Amanah, Sidiq, Tabliq, serta Fatonah. Mutu Sidiq, Amanah, 
Tabliq, serta Fatonah sangat berarti buat kepemimpinan. 

Pemimpin juga memiliki tanggung jawab yang 
mencakup organisasi dan pemeliharaan. Selain berusaha 
menjaga agar situasi kelembagaan tetap pada jalurnya, 
pemimpin harus mampu menyelesaikan konflik yang tak 
terhindarkan di setiap lembaga. Menurut Richard H. Hall, 
Wahjosumidjo, ada empat jenis tugas pemimpin: 
a. Menjlaskan misi dan peran organisasi. 
b. Menunjukkan tujuan organisasi. 
c. Memastikan bahwa kebutuhan dan integritas organisasi 

terpenuhi. 
d. Mampu mengendalikan isu-isu internal yang pasti muncul 

dalam organisasi. 
 
Menurut Richard, seorang pemimpin dianggap mampu 

jika ia dapat mengatur dan melaksanakan tanggung jawabnya 
sebagai seorang pemimpin, serta dapat mendelegasikan tugas-
tugas yang sesuai kepada bawahannya atau orang-orang yang 
dipimpinnya. Lain cerita bila suatu organisasi atau lembaga 
memiliki pemimpin yang tidak berwibawa, tidak memimpin 
dengan keteladanan, tidak memiliki sifat yang membantu 
organisasi, dan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. 
Jika hal ini terjadi, organisasi atau lembaga tersebut pada 
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akhirnya akan mengalami masalah yang akan 
menghancurkannya. organisasi. Karena keadaan masa depan 
masyarakat akan bergantung pada siapa pemimpinnya dan 
bagaimana mereka memimpinnya, kepemimpinan ini memiliki 
pengaruh yang sangat besar terhadap tatanan sosial 
masyarakat. 

 

4.3 Jenis-Jenis Kepemimpinan  
Isjoni mengidentifikasi jenis-jenis kepemimpinan 

berikut dalam bukunya Manajemen Kepemimpinan dalam 
Pendidikan: (Mulyadi, 2010, p.36)  
1. Inisiatif 

Jika ternyata proses mempengaruhi kelompok atau 
jika kelompok (bawahan) dapat berperan berperan dalam 
pengambilan keputusan, atasan tidak hanya memberikan 
kesempatan kepada mereka untuk berinisiatif tetapi juga 
membantu mereka dalam menyelesaikan beberapa tugas 
bawahan, seperti menyediakan fasilitas. Partisipatif 
Kepemimpinan partisipatif adalah metode memimpin yang 
memungkinkan bawahan untuk berpartisipasi dalam 
proses pengambilan keputusan yang sedang berlangsung. 
Meskipun pada akhirnya merupakan tanggung jawab 
pemimpin untuk mengambil keputusan, namun proses 
pengambilan keputusan tetap dilakukan secara bersama-
sama antar anggota kelompok, sehingga pemimpin yang 
dimaksud disini bertanggung jawab mengembangkan 
tanggung jawab bawahan untuk mencapai tujuan 
kelompok, organisasi, atau lembaga dengan menggunakan 
berbagai metode, seperti menawarkan pujian atau kritik 
konstruktif kepada bawahan mereka. (Isjoni, 2007 p.57-
58). 
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2. Laisser faire  
Maksudnya membiarkan bawahan mengambil kendali 

penuh atas keputusan ataupun tanggung jawab pemimpin. 
Dalam suasana ini, seseorang pemimpin membagikan 
sedikit ataupun tidak terdapat arahan sama sekali. Secara 
natural, pemimpin memandang bawahannya selaku orang 
berusia, kompeten, serta sadar hendak tanggung jawab 
mereka dengan metode ini. Dampaknya, sangat sedikit 
komunikasi antara pemimpin serta bawahannya. 

 
Berbeda dari satu pemimpin ke pemimpin selanjutnya, 

tiap pemimpin mempunyai serangkaian watak, ciri, ataupun 
style kepemimpinan mereka sendiri. Penafsiran kepemimpinan 
serta kekuasaan seseorang pemimpin pembelajaran lebih 
bertabiat proyeksi diri dalam wujud sikap, watak, serta 
kegiatan kepemimpinan yang dibesarkan dalam sesuatu 
lembaga pembelajaran yang menuju pada pengaruh keluaran 
lembaga tersebut. 

Orang kerap menciptakan tipe kepemimpinan ini dalam 
hidup mereka. Tetapi, terdapat banyak tipe kepemimpinan di 
sekolah. selaku pemimpin pembelajaran formal yang aplikasi 
kerja serta sosialnya bisa dipaparkan serta bisa mendesak 
partisipasi dalam aktivitas yang berguna untuk orang secara 
individu. 

Seokarto mengatakan kalau terdapat 3 tipe 
kepemimpinan utama, bersumber pada watak, perilaku, serta 
konsep kepemimpinan: varietas demokratis, laissez- faire, serta 
otoriter. 
a. Tipe Otoriter  

Dalam gaya kepemimpinan otoriter, pemimpin pada 
hakekatnya akan menetapkan semua kebijakan dan 
mendelegasikan pelaksanaannya kepada bawahannya. 
Perintah dan tugas apa pun dilakukannya tanpa terlebih 
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dahulu berkonsultasi dengan bawahannya. Pemimpin 
otoriter ini berpendapat bahwa dia sendiri yang 
bertanggung jawab atas pertumbuhan atau kemunduran 
organisasi. (Mulyadi, 2010, p. 45). 

b. Tipe Laissez-faire 
Dalam jenis ini, seseorang pemimpin membagikan 
bawahan kebebasan sebanyak bisa jadi menimpa prosedur 
ataupun apa yang wajib mereka jalani buat melakukan 
tanggung jawab pekerjaan mereka. Dengan siapa juga ia 
mau bekerja sama, mereka membuat seluruh keputusan. 
Segala hak anggota kelompok ataupun bawahan lembaga 
pembelajaran dalam penetapannya. Bila Kamu berjumpa 
mereka di sekolah, bila Kamu mau mengadakan pertemuan 
guru, Kamu secara otomatis melaksanakannya tanpa wajib 
berdialog dengan kepala pembelajaran. Tetapi, itu dapat 
diadakan tanpa kegiatan. Anggota sekolah ataupun guru 
bisa memperpanjang durasi pertemuan ini. 

c. Tipe Demokratis: Dalam tipe ini, pemimpin selalu 
melibatkan semua orang dalam kelompok saat membuat 
keputusan. Dalam konteks pengembangan sekolah, kepala 
pendidikan memang seperti itu dan akan selalu 
menghargai pendapat anggota atau guru. Temuan 
penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan 
demokratis mensyaratkan bahwa tindakan pemimpin 
harus demokratis. 
1. Membuat interaksi kelompok dan perencanaan 

kooperatif menjadi lebih umum. 
2. Mengidentifikasi pemimpin potensial dan membina 

lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan individu. 
Hasil ini dimungkinkan jika semua anggota kelompok 
berpartisipasi aktif dan memiliki kesempatan untuk 
mendistribusikan kekuasaan dan tanggung jawab 
secara demokratis. Seorang pemimpin yang 
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demokratis tidak melakukan segalanya sendiri. Dia 
membagi pekerjaan atau tanggung jawab dan tugas 
dengan bijak. Kewajiban ini dimiliki bersama oleh 
semua anggota dewan guru, termasuk seorang 
administrator sekolah. Dia ramah dan selalu bersedia 
menawarkan bantuan dan instruksi kepada 
bawahannya bila diperlukan. 

 
Maman Ukas mengutip G. R. Terry yang mengatakan 

bahwa ada enam tipe kepemimpinan, antara lain: 
a) Dalam kepemimpinan pribadi semacam ini, semua 

keputusan dibuat dengan berbicara kepada orang-orang 
secara langsung. Perintah diberikan baik secara lisan 
maupun langsung oleh pimpinan yang bersangkutan. 

b) Dalam kepemimpinan nonpersonal tipe ini, semua 
kebijakan, termasuk perintah, rencana, dan pengawasan, 
dilakukan oleh bawahan atau media nonpersonal; 

c) Otoriter 
Seorang pemimpin otoriter biasanya berusaha keras, teliti, 
teratur, dan tulus. Dia bekerja dengan ketat sesuai aturan, 
dan instruksi yang diberikan harus diikuti (Abnisa, 2016, p. 
24). 

d) Demokratis 
Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai 
anggota kelompoknya, selalu bekerja dengan kelompoknya, 
dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. 
Semua anggota harus berpartisipasi dalam semua kegiatan, 
termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 
evaluasi, agar semua orang berbagi tanggung jawab. Setiap 
anggota dianggap memiliki potensi berharga untuk 
mencapai tujuan; 

e) Paternalistik  
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Gaya kepemimpinan paternalistik ditandai dengan adanya 
pengaruh kebapakan dalam hubungan antara pemimpin dan 
kelompok. Tujuan ini bertujuan untuk menjaga dan 
membimbing, seperti yang dilakukan seorang ayah kepada 
anaknya. 

f) Kepemimpinan berbasis bakat, juga dikenal sebagai 
kepemimpinan indogenious, biasanya berasal dari 
sekelompok orang informal yang mungkin 
mempraktikkannya melalui sistem kompetisi. Hal ini dapat 
menyebabkan klik dalam kelompok, dan biasanya seorang 
pemimpin dengan kelemahan muncul di antara anggota 
kelompok berdasarkan bidang keahlian yang dia ikuti. 
(Fanisa, 2020, p. 25) Secara umum dapat ditarik kesimpulan 
mengenai jenis-jenis kepemimpinan sebagai berikut: 
• Gaya kepemimpinan yang menekankan pentingnya 

penyelesaian tugas,  
• Gaya kepemimpinan yang menekankan pada 

pengembangan hubungan kerja sama, dan 
• Gaya kepemimpinan yang menekankan pentingnya hasil 

yang harus dicapai. 
 

4.4 Sifat-Sifat Kepemimpinan Pendidikan 
Secara umum, siapa pun yang terpilih menjadi 

pemimpin dapat dikatakan memiliki kelebihan. Karena kualitas 
yang baik diperlukan untuk kepemimpinan. (Purwanto, 2001, 
p.40). 

Menurut Mujami Qomar, ada beberapa ciri 
kepemimpinan lembaga pendidikan, antara lain: 
1. Memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. 

Institusi yang diawasinya dikelola dan dikendalikan 
dengan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan ini. 

2. Biarkan hak istimewa dinikmati dibandingkan dengan 
orang lain.  
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3. Kenali rutinitas bawahan Bersikaplah penuh kasih sayang 
dan lembut dengan bawahan Anda. 

4. Saat menghadapi keputusan yang sulit, selalu 
konsultasikan dengan bawahan dan minta pendapat 
mereka. Mampu mempengaruhi dan mengarahkan orang 
lain. 

5. Selalu siap mendengarkan dan menerima nasehat dan 
selalu tidak egois kepada siapapun. 

6. Memiliki daya dan moksi yang tidak diragukan lagi (Qomar, 
2007, p. 50) 

 
Atribut-atribut ini akan berhasil dicapai jika perintis 

memiliki kualitas yang menyertainya: 
a. Adil 
b. Sederhana untuk menerima 
c. Memiliki pengetahuan yang hebat 
d. Selalu dapat diprediksi 
e. Memiliki hati yang bersih dan jernih 
f. Baik terhadap orang lain dan lihai dalam setiap 

menghadapi suatu persoalan (Sutrisno, 2009, p. 70) 
 
Sementara itu, Sharplin berpendapat bahwa otoritas 

besar memiliki beberapa aturan, antara lain: 
1) Visioner, yaitu terus melihat ke depan 
2) Membangkitkan, khususnya memiliki timbunan pikiran 

dan pikiran 
3) Selamanya yakin. 

 
Sentimen yang berbeda juga mengungkap kualitas 

otoritas pendidikan, termasuk: 
a) Wahyu diri Alasan pengungkapan diri adalah cara seorang 

perintis dapat mencapai tujuan yang menggembirakan. 
b) Memiliki pemahaman (informasi) 
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c) Memiliki perasaan kewajiban 
d) Pemberi pengaruh 
e) Desainer 

 
Dari sebagian pernyataan di atas, cenderung dapat 

disimpulkan bahwa menjadi pionir harus memiliki kualitas 
yang baru dan lebih jauh lagi memiliki pilihan untuk 
menyesuaikan diri dengan masyarakat atau diri sendiri, 
sehingga kualitas tersebut berdampak pada mentalitas dan 
kualitas serta strategi yang diambil. (Jannah, 2021, p. 10) 

 

4.5 Kemampuan Administrasi Instruktif 
Pemimpin 

Dalam kehidupan hirarkis, kemampuan administrasi 
dalam pelatihan penting untuk tugas pokok yang harus 
diselesaikan. James F. Stoner berpendapat, agar pertemuan 
dapat: 
1. Kemampuan Berkaitan dengan Tugas/Berpikir Kritis, 

dalam kemampuan ini seorang perintis memberikan 
petunjuk dalam menangani suatu masalah dan 
memberikan kontribusi data dan anggapan. 

2. Kemampuan Dukungan Kelompok/Kemampuan Sosial, 
dalam kemampuan ini pemimpin membantu kelompok 
dengan melakukan siklus agar berjalan lebih mudah, 
pemimpin memberikan dukungan/pelengkap kepada 
anggota kelompok lain, misalnya mengisolasi kelompok 
yang sedang berkonflik, memusatkan perhatian pada 
banyak percakapan. Pionir yang menarik adalah pionir 
yang secara jelas dapat menunjukkan dua kemampuan di 
atas. 

 
Prof. Dr. H. Dailami Firdaus berpendapat, pelaksanaan 

pokok administrasi adalah dengan menyampaikan, 
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mengumpulkan, mengarahkan, mengajar, memberi pedoman, 
dan lain-lain, hal ini agar bawahan tetap dalam langkah pelopor 
untuk mencapai tujuan hirarki, dapat dilakukan tepat dengan 
asumsi perintis melengkapi kemampuannya dengan tepat. Di 
antara kemampuan inisiatif meliputi: (Abnisa, 2016, p. 41). 
a. Mengatur Kemampuan 

Seorang perintis dapat membuat pengaturan umum untuk 
setiap asosiasi dan lebih jauh lagi untuk dirinya sendiri 
sebagai individu yang memegang kendali sehingga tujuan 
dari sebuah asosiasi tercapai. Keunggulan tersebut antara 
lain: 
1) Penataan merupakan konsekuensi penalaran dan 

penguraian kondisi dalam pekerjaan untuk 
menyimpulkan latihan apa yang akan dilakukan, 

2) Mengatur, khususnya penalaran jauh ke depan yang 
digabungkan dengan pilihan berdasarkan realitas yang 
mapan, 

3) Arranging, khususnya proyeksi diri/pengaturan 
keadaan pekerjaan yang akan dilakukan dan 
tujuan/fokus yang akan dicapai. Rencana ini 
menggabungkan dua hal, antara lain: 
 Pengaturan tidak tertulis akan digunakan 

sementara, ini selesai dalam krisis, dan latihannya 
tidak henti-hentinya 

 Penyusunan yang tersusun akan digunakan untuk 
menentukan latihan yang akan diselesaikan dalam 
waktu yang cukup lama dan menentukan 
metodologi dasar. 

b. Kemampuan Melihat ke Depan 
Seorang perintis umumnya melihat ke depan, artinya 

seorang perintis dapat mendorong apapun yang akan 
terjadi dan selanjutnya selalu menyadari hasil yang 
mungkin terjadi. Untuk situasi ini, dipastikan bahwa jalan 
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siklus kerja menuju jalur yang akan dikoordinasikan dapat 
terjadi secara konsisten dan tanpa henti tanpa mengalami 
hambatan atau rintangan dan penyimpangan yang tidak 
bersahabat. Oleh karena itu, para perintis harus peka 
terhadap kemajuan kondisi baik di dalam maupun di luar 
organisasi sehingga dapat membedakan hambatan yang 
muncul, baik kecil maupun besar. 

c. Kemampuan kemajuan kesetiaan 
Peningkatan kepercayaan di antara para pengikutnya, 

namun juga untuk pelopor level rendah dan level tengah 
dalam suatu organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, 
seorang perintis sendiri harus memberikan teladan atau 
contoh yang baik dalam pertimbangan dan perkataan serta 
tingkah laku sehari-hari yang menunjukkan bawahan atau 
anak buahnya, seorang perintis tidak pernah mengingkari 
dan selanjutnya membelok dari keteguhan semua itu dan 
tidak dapat menjalankannya. seperti yang diharapkan. 
sebagaimana mestinya. (Abnisa, 2016, p. 42). 

d. Kemampuan pengawasan 
Kemampuan pengawasan adalah kemampuan 

seorang perintis untuk terus-menerus memeriksa 
kapasitas untuk melaksanakan rencana. Dengan 
pengawasan ini, halangan dapat segera ditemukan, untuk 
ditangani sehingga pergerakan dari segala jenis kunjungan 
ulang terjadi sesuai dengan jalur yang ditetapkan dalam 
pengaturan. 

e. Kemampuan dinamis 
Arah mandiri adalah kemampuan inisiatif yang 

merepotkan dan tidak mudah dilakukan. Oleh karena itu, 
banyak perintis menunda pilihan. Bahkan ada satu perintis 
yang meleset dari keberanian untuk menentukan pilihan. 
Strategi dinamis ini dapat diselesaikan secara eksklusif, 
dalam pertemuan kelompok atau dewan pengawas, 
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mandat, kamar, komisi, menyajikan rekomendasi tertulis 
dan lain-lain. 

f. Kemampuan yang menginspirasi 
Pionir harus memperhatikan bawahan/bawahan 

mereka. Pionir harus mampu memberdayakan, memberi 
semangat, membimbing, mempengaruhi bawahannya 
sehingga mereka berusaha dengan sungguh-sungguh dan 
harus menunjukkan penampilan terbaik dalam organisasi 
yang dipimpinnya. Pemberian hadiah, hadiah, pengakuan 
atau ucapan terima kasih diperlukan oleh bawahan karena 
mereka merasa bahwa hasil dari usaha mereka terlihat dan 
selanjutnya dihargai oleh atasan mereka. Selain itu, 
seorang pemimpin juga harus gagah berani dan mampu 
menindak bawahan yang cuek, lesu dan melakukan 
kesalahan yang merugikan suatu organisasi, dengan 
catatan memberikan teguran dan teguran serta disiplin 
yang setara dengan kesalahan yang dilakukan. oleh 
bawahan. (Abnisa, 2016, p. 43). 

 

4.6 Otoritas (Pemimpin) dalam Perspektif Islam 
Terdapat sebagian sebutan otoritas dalam Islam, 

spesialnya: khilafah, imarah, lokal, imamah, penguasa, mulk 
serta riasah. Sebutan ini menampilkan otoritas secara totalitas. 
Bagaimanapun, sebutan yang banyak digunakan dalam 
pemerintahan serta penyelenggaraan negeri merupakan 
Khilafah serta Imamah serta Imarah. Khilafah berasal dari kata 
khalafa- yakhlifu-khalfun yang memiliki makna al- aud ataupun 
al- balad yang maksudnya mengambil alih, serta ke arah dini 
merupakan punggung. Yang bersalah merupakan orang yang 
menggantikannya, diucap pula khalifah dalam wujud jamak 
khulafa yang memiliki makna agen, pengganti serta penguasa. 
(Ardiansyah, 2016, p. 15- 16). 
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Kata khalifah kerap dimaksud selaku pengganti, sebab 
orang yang menggantikannya tiba sehabis orang yang 
digantikan serta pula mempunyai peran serta peran orang 
tersebut. Khalifah pula bisa dimaksud selaku seorang yang 
diberi kekuasaan/ kekuasaan dalam berperan tanpa henti 
cocok dengan pengaturan orang pemberi kekuasaan. Dalam 
penafsiran mengambil alih memiliki kata khalifah yang berarti 
melaksanakan suatu buat orang yang digantikan, terlepas dari 
apakah orang yang digantikan itu bersama- sama. Sebutan ini 
dikira selaku kepala negeri dalam pemerintahan serta kerajaan 
Islam lebih dahulu, makna kerajaan setara dengan kata 
penguasa, serta pula diucap selaku agen Tuhan di saaat ini, 
yang mempunyai 2 implikasi. Pertama-tama, agen Tuhan 
timbul mengambil alih penguasa ataupun kepala negeri. Kedua, 
keahlian manusia itu sendiri di muka bumi merupakan selaku 
ciptaan Tuhan yang sangat sempurna. (Abnisa, 2016, p. 45) 

Meter Dawam Rahardjo memperhitungkan sebutan 
khalifah dalam Al-Qur’an mempunyai 3 implikasi. Awal, Nabi 
Adam merupakan citra manusia sehingga bisa memastikan 
keahlian manusia selaku khalifah dalam kehidupan tiap hari. 
Kedua, khalifah berimplikasi pada masa yang hendak tiba/ 
pengganti era, keahlian khalifah diawasi secara merata oleh 
era. Ketiga, khalifah merupakan kepala negeri ataupun 
pemerintahan. (Rahardjo, 2006, p. 362) 

Administrasi Islam merupakan otoritas (pemimpin) 
dalam cerah peraturan Islam ataupun peraturan Tuhan. 
Berikutnya, perintis haruslah orang yang sangat menguasai 
ketentuan surgawi. Sehabis imam ataupun khalifah wafat, 
inisiatif wajib dipegang oleh seseorang faqih yang penuhi 
ketentuan syariat. Bila tidak terdapat faqih yang penuhi 
kebutuhan, hingga wajib dibangun majelis pakar hukum. 

Pada realitasnya, seluruh orang merupakan pionir, pada 
dasarnya pionir itu sendiri. Serta seluruh perintis hendak 
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dikira bertanggung jawab atas seluruh administrasi. Perihal ini 
ditegaskan dalam ungkapan Rasulullah SAW, serta yang 
mengimplikasikan penyertaan. (Abnisa, 2016, p. 46) “Ingat! 
Setiap dari kalian adalah pelopor dan akan dianggap 
bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, pasangan adalah 
pelopor dalam keluarga dan dia akan dianggap bertanggung 
jawab atas otoritasnya, seorang wanita adalah pelopor 
keberadaan pasangannya. dan anak-anak, dan dia akan 
dianggap bertanggung jawab atas inisiatifnya. Ingat! Bahwa 
Anda adalah perintis dan akan dianggap bertanggung jawab 
atas inisiatif Anda." Kemudian, dalam Islam pelopor yang baik 
adalah pelopor yang memiliki 4 (empat) sifat dalam 
menyelesaikan pemerintahannya, yang sering disebut dengan 
“STAFF”, yaitu: 
1. Siddiq mengandung arti sah sehingga dapat diandalkan; 
2. Tabligh berarti lulus atau kemampuan untuk 

menyampaikan dan selanjutnya mengatur; 
3. Amanah mengandung arti berhati-hati dalam menjalankan 

kewajibannya; 
4. Fathanah mengandung arti cerdas dalam menyusun, visi 

dan misi serta metodologi dan pelaksanaannya. 
 
Keterkaitan antara STAF dalam setting yang sedang 

berjalan adalah jika pelopor mengatakan yang sebenarnya 
maka tidak ada yang namanya KPK karena tidak ada kekotoran 
lagi dan berterus terang membawa kerukunan dan kedamaian, 
kami juga dimohon menjadi orang yang lugas meskipun 
faktanya itu merugikan. Tabligh mengandung arti 
menyampaikan, menyampaikan apa yang diharapkan bisa 
berupa data maupun hal yang berbeda. Selain itu, para perintis 
juga tidak boleh menutup diri pada saat orang 
membutuhkannya karena Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah 
seorang perintis atau suatu pemerintahan yang menutup jalan 
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bagi kebutuhan, kebutuhan dan kemelaratan kecuali jika Allah 
menutup pintu surga bagi kebutuhan, keperluan dan 
kemelaratan mereka. Amanah mengandung arti dapat 
diandalkan. Rasulullah SAW bersabda, “bila seorang perintis 
menyebarkan keragu-raguan di mata masyarakat, maka ia akan 
melenyapkannya.” (Abnisa, 2016, hp. 36). 

Itulah sebabnya para pemimpin harus jadilah ahli agar 
bisa diandalkan Fatonah mengandung arti cerdas Seorang 
pelopor itu bukan hanya adil, tapi bisa diandalkan, dan siap 
menyampaikan tapi juga harus pintar Karena, seandainya 
seorang pelopor tidak cerdas maka dia bisa 't menangani 
masalah untuk kerabatnya dan dia tidak bisa mendorong apa 
yang dia kendarai. 
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BAB 5 
PEMBIAYAAN DALAM PENDIDIKAN 
 
Oleh Sugito 
 
5.1 Pendahuluan  

Biaya Pendidikan merupakan salah  satu dari komponen 
instrumental input  yang merupakan satu kesatuan yang sangat 
penting dalam proses penyelenggaraan  pendidikan di sekolah. 
Untuk mencapai tujuan Pendidikan baik yang bersifat kuntitatif 
maupun kualitatif. Dalam konsep biaya Pendidikan, sedikitnya 
ada  tiga pertanyaan yang berkaitan dengan biaya Pendidikan, 
pertama bagaimana uang diperoleh untuk membiayai 
Pendidikan, kedua dari mana sumber biaya Pendidikan 
tersebut diperoleh, ketiga dan untuk apa/siapa dibelanjakan. 
Hal tersebut merupakan manajemen bisnis Lembaga 
Pendidikan. ada tiga hal penting dalam biaya Pendidikan yaitu 
ilmu ekonomi yang terkait dengan alokasi dan pembiayaan 
yang terkait dengan distribusi, tetapi yang ketiga terkait 
dengan manajemen yang di dalamnya mencangkup fungsi dari 
komponen perencanaan, implementasi, dan evaluasi. (Thomas 
John, 1985) 

Dalam peneyelenggaraan pendidikan, keuangan dan 
pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian 
manajemen pembiayaan pendidikan. Komponen keuangan dan 
pembiayaan pada satu sekolah merupakan komponen produksi 
konsumtif yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan 
proses belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain setiap 
kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya atau dana. 
Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang penting 
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dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses 
belajar-mengajar di sekolah. Dalam rangka pembentukan 
potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran 
atau pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien dapat 
menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil. Salah satu 
kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak 
pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia 
dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas 
program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara 
bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan 
program yang ingin dicapai. Biaya pendidikan ditentukan oleh 
berbagai faktor, antara lain: besar kecilnya sebuah institusi 
pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru atau dosen yang 
disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, ratio 
siswa berbanding guru/ dosen, kualifikasi guru, tingkat 
pertumbuhan penduduk (khususnya di negara berkembang), 
perubahan kebijakan dari penggajian/pendapatan (revenue 
theory of cost). Pembiayaan pendidikan tidak hanya 
menyangkut sumber-sumber dana, tetapi juga meliputi 
penggunaan dana secara efisien. Semakin efisien sistem 
pendidikan, maka semakin berkurang biaya yang diperlukan 
untuk mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan. 
 

5.2 Pembiayaan 
Pembiayaan yaitu modal yang dikeluarkan oleh 

seseorang untuk mendukung investasi yang telah 
direncanakan, baik dilakukan Individu maupun lembaga. 
Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang 
dikorbankan untuk mendukung investasi yang telah 
direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara 
langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi 
pengelolaan pendidikan. (Sudarmono dkk, 2021). 
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Fungsi dari pembiayaan adalah memberikan fasilitas 
pembiayaan, seperti : 
1. untuk meningkatkan daya guna uang 

Dana yang disimpan dirumah tidak akan dapat 
memberikan manfaat apapun, kadang uang yang disimpan 
dirumah akan memberikan dampak yang tidak aman bagi 
sipemilik dana tersebut seperti tingkat keselamatan. 
Dengan adanya pembiayaan, maka uang akan berguna 
untuk dapat menghasilkan barang dan jasa oleh penerima 
kredit serta memberikan manfaat bagi pemilik  

2. Untuk meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang 
Pembiayaan akan menimbulkan suatu peredaran uang dari 
wilayah atau pihak yang kelebihan dana kepada wilayah 
atau pihak yang kekurangan dana. Dari sinilah dapat 
dikatakan bahwa pembiayaan meningkatkan peredaran 
lalu lintas uang 

3. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi 
Salah satu faktor meningkatnya jumlah barang yang 
digunakan oleh masyarakat adalah dengan adanya 
pembiayaan. 

4. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 
Semakin banyak pembiayaan yang beredar maka semakin 
baik pula pemerataan pendapatan masyarakat. 

 
5.2.1 Unsur-Unsur, Pembiayaan 

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan 
seperti perbankan haruslah berdasarkan atas kepercayaan, 
dengan demikian pada dasarnya pemberian pembiayaan 
merupakan pemberian kepercayaan kepada pihak yang 
dipercaya dalam menerima pembiayaan tersebut. Adapun 
unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas 
pembiayaan adalah:  
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1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan 
bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang, 
atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa 
tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh 
bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian 
penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun 
ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa 
lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.  

3. Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan didalam 
pemberian pembiayaan/kredit juga mengandung unsur 
kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima 
kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian 
di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan 
kewajibannya masing-masing.  

4. Jangka waktu, setiap pembiayaan atau kredit yang 
diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini 
mencakup jangka waktu pengembalian kredit yang telah 
disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka 
pendek, jangka menengah atau jangka panjang.  

5. Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan 
menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet 
pemberian kredit. Semakin panjang pembiayaan/kredit 
semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko 
ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja 
oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak 
disengaja. Misalnya terjadi bencana atau bangkrutnya 
usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.  

6. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu 
pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan 
nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya 
administrasi  (Kasmir, 2013) 
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5.2.2 Tujuan Pembiayaan 
Setiap kegiatan pemberian pembiayaan menurut 

(Muhamad,2011) memliki tujuan yang tentunya memiliki 
tujuan yang berbeda setiap pihak. Tujuan pemberian 
pembiayaan juga mengacu pada visi dan misi setiap pihak. 
Berikut penjelasan tentang tujuan pemberian pembiayaan 
secara umum, yaitu :  
1. Mencari Keuntungan  

Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk 
mencari keuntungan. Keuntungan didapat dari silpa yang 
diterima oleh lembaga atas jasa yang telah diberikan serta 
biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada 
orang tua siswa.  

2. Membantu Usaha Bank 
Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu nasabah yang 
memerlukan modal untuk keberlangsungan usahanya. 
Dalam hal ini nasabah dan bank sama-sama mendapat 
keuntungan. Nasabah dapat memperlancar usahanya 
sedangka pihak bank mendapatkan keuntungan dari 
transaksi pemberian pembiayaan tersebut.  

3. Membantu Pemerintah 
Dalam sebuah pemerintahan, semakin banyak pembiayaan 
yang disalurkan, akan semakin baik. Hal ini disebabkan 
karena semakin banyak pembiayaanberarti kucuran dana 
untuk pembangunan mengalami peningkatan.  

 

5.3 Pembiayaan Pendidikan 
Pembiayaan pendidikan salah satu bagian proses yang 

dimana penerimaan dan sumber daya yang dapat digunakan 
untuk menjalankan program kegiatan sekolah yang telah 
tersusun.  
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Pembiayaan pendidikan adalah proses dimana 
pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk 
menyusun dan menjalankan sekolah di berbagai wilayah 
dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. (Levin,1987)  

Biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang 
dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan 
penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, 
peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan 
buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan 
ekstrakulikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan 
supervisi pendidikan. (Nanang Fattah, 2008)  

Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi 
tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi 
geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, 
hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan 
pemerintah dan administrasi sekolah. Sementara itu terdapat 
beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui 
sesuai tidaknya sistem dengan kondisi negara.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan 
adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk 
memfasilitasi setiap kegiatan proses pembelajaran di sekolah, 
dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Pada amandemen IV Undang-undang Dasar 1945 
menyatakan bahwa setiap warga negara  berhak mendapatkan 
Pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan 
dasar dan pemerintah wajib membiayainya, Pemerintah harus 
mengusahakan dan menyelenggarakan  satu system 
Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran 
Pendidikan sekurang-kurangnya 20%  dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  serta dari anggaran 
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pendapatan dan belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional  

Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya 
kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor 
Pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Sedangkan partisipasi 
masyarakat  dalam Pendidikan berbasis masyarakat dengan 
berperan serta dalam mengembangkan, pelaksanaan 
kurikulum, dan evaluasi Pendidikan, serta manajemen serta 
pendanaan sesuai dengan standar nasional Pendidikan. dana 
tersebut dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, 
Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan atau sumber lainnya 
yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 
tentang system Pendidikan nasional pada pasal 11 ayat 2 
mengatakan bahawa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan 
bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas 
tahun. Pada pasal 12 ayat 1 berbunyi; Setiap peserta didik pada 
setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi 
yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai 
pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi 
mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai 
pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut 
menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi 
peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kemudian Bab VIII tentang Wajib Belajar pada pasal 34 
disebutkan; Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun 
dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar 
minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, 
wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang 
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diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, 
Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dana pendidikan selain 
gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan 
minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 
20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh 
Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD. 

 Selain UU No 20 tahun 2003 tentang Sikdiknas yang 
berkaitan dengan dana pendidikan sedangkan UU Nomor 14 
Tahun 2005 tetang guru dan dosen, pada undang-undang guru 
dan dosen tersebut ada pasal yang menjelaskan tentang 
Peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyangkut 
anggaran Pendidikan. pada pasal 13  UU No 14 Tahun 2005 
tentang guru dan dosen, pasal tersebut  menjelaskan;  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan 
anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan 
sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik 
dan sertifikasi pendidik diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan pada Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX 
Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar 
pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan 
pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur 
komponen dan besarnya “biaya operasi” satuan pendidikan 
yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup 
“biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal”. Pada Bab 
IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa: 1) 
Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya 
operasi, dan biaya personal. 2) Biaya investasi satuan 
pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi 
biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan 
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sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. 3) Biaya personal 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya 
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk 
bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan 
berkelanjutan. 4) Biaya operasi satuan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a). Gaji 
pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang 
melekat pada gaji. b). Bahan atau peralatan pendidikan habis 
pakai, dan c). Biaya Operasi Pendidikan tak langsung berupa 
daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan 
prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, 
asuransi, dan sebagainya. 5). Standar biaya operasional satuan 
Pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan 
usulan BSNP. 

 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republi 

Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 19 Tahun 2016 pada 
pasal 4 ayat 1 tentang Program Indonesia Pintar (PIP). PIP 
diperuntukan bagi anak usia 6 tahun sampai 21 tahun dengan 
prioritas  sebagai berikut : 
1. Peserta didik Pemilik kartu PIP 
2. Peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin/rentan 

miskin atau dengan pertimbangan khusus seperti : 
1) Peserta didik dari keluarga peserta PKH 
2) Peserta didik dari keluarga pemegang KKS 
3) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu 

dari sekolah/panti sosial/panti asuhan 
4) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam 
5) Peserta  didik yang tidak bersekolah (Drop – out)  yang 

diharapkan akan Kembali ke sekolah 
6) Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban 

musibah dari orang tua PKH, di daerah konflik, dari 



 

96 

keluarga terpidana, memiliki lebih dari 3 bersaudara 
yang tinggal satu rumah. 

3. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian 
kelompok bidang: pertanian, perikanan, peternakan, 
kehutanan dan pelayanan/kemaritiman. 

 
5.3.1 Komponen Biaya Pendidikan 
Pada dasarnya, biaya Pendidikan terdiri dari : 
1. Biaya Langsung (direct cost) 

Biaya langsung merupakan pengeluaran dana yang secara 
langsung membiayai operasional penyelenggaraan 
Pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarkat atau sering disebut TRI DHARMA.  Biaya 
langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung 
menyentuh aspek dan proses pendidikan. Sebagai contoh 
biaya untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar-
mengajar. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan 
pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik 
berupa pembelian alatalat pelajaran, sarana belajar, biaya 
transportasi, dan gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri. 
Berikut ini jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari 
biaya langsung (direct cost), yaitu: Biaya rutin (recurrent 
cost). Biaya rutin (recurrent cost) merupakan biaya yang 
digunakan untuk membiayai kegiatan operasional 
pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini 
digunakan untuk menunjang pelaksanan program 
pengajaran, pembayaran gaji guru, dan personil sekolah, 
administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana 
dan prasarana, dan lain-lain (Anwar, 1991). 

 



 

97 

Ada beberapa komponen pembiayaan dalam 
Pendidikan (Hallak, 185). Komponen-komponen yang 
dimaksud antara lain: 
1) Peningkatan KBM. 

Kegiatan Belajar Mengajar atau sering sekolah 
menyebutkan KBM terutama di kalangan para tenaga 
pendidik. Kegiatan ini menjadi rutinitas di sekolah, 
karena KBM menjadi tolak ukur apakah Lembaga 
Pendidikan itu baik atau tidak dilihat dari kegiatan 
KBM nya berjalan dengan bai kapa tidaknya. Kegiatan 
KBM merupakan proses dimana guru dan siswa 
berinteraksi (dikelas) timbal balik satu sama lain yang 
bersifat mempengaruhi dan dipengaruhi. Keberhasilan 
suatu KBM ditentukan dari banyak faktor terutama 
dari dalam guru dan siswa itu sendiri. 

Intinya dari kegiatan proses belajar mengajar 
adalah tingkat keefektifan dari pelaksanaan KBM 
tersebut. Tingkat efektivitas pembelajaran dipengaruhi 
oleh perilaku guru dan siswa.  Perilaku guru yang 
efektif antara lain mengajar dengan jelas, 
menggunakan variasi metode pembelajaran, 
memperdayakan peserta didik dan lain sebagainya. 
Sedangkan perilaku siswa anatara lain disiplin belajar, 
semangat belajar, kemandirian belajar, aktif belajar 
dan sikap belajar yang positif. Salah satu indikator 
tingkat keefektifan dan keberhasilan suatu KBM dapat 
dilihat dari besar kecilnya prestasi belajar siswa. 
(Karwati, 2014) 
 

2) Peningkatan Pembinaan Kegiatan Siswa 
Pembinaan Kegiatan siswa yang pada umum lazim di 
lakukan di Lembaga Pendidikan khususnya Pendidikan 
formal yaitu kegiatan akademik dan kegiatan non 
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akademi. Kegiatan yang bersifat akdemik meliputi 
pembinaan peningkatkan prestasi belajar peserta 
didik/siswa, pembinaan sastra dan budaya, pembinaan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi, pembinaan 
Bahasa Inggris dan Pembinaan Skill dibidang 
kompetensi keahlian (Khusus SMK). Sedangkan 
pembinaan dibidang non akademik meliputi 
pembinaan Imtaq peserta didik kepada Tuhan yang 
maha Esa seperti (shalat secara berjama’ah, mengaji, 
memperingati hari-hari besar Islam),  pembinaan 
akhlak peserta didik, pembinaan kepribadian peserta 
didik, pembinaan kewirausahaan dan pembinaan 
Kesehatan jasmani. 
 

3) Pembinaan Tenaga Kependidikan 
Agar Pelaksanaan Tugas tenaga Pendidikan bisa 
berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan 
pembinaan secara terarah, dengan demikian 
pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan 
professional. Professional pelaksanaan pekerjaan 
dapat tercapai jika pembinaan dimulai dari saat 
seseorang pegawai diterima di instansi dimana ia 
bekerja. Oleh karena itu  system pembinaan tenaga 
kependidikan berkaitan erat dengan system 
pengangkatan pegawai. 
 

4) Rumah Tangga Sekolah 
Pendidikan Dimulai di dalam Rumah Tangga. Di dalam 
rumah tanggalah pendidikan anak harus dimulai. Di 
sinilah sekolahnya yang pertama. Di sini, dengan orang 
tua sebagai guru, ia harus mempelajari 
pelajaranpelajaran yang harus menuntun dia 
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sepanjang umur hidupnya—pelajaran tentang sikap 
hormat, penurutan, dan pengendalian diri.  

 
5) Pengadaan Alat-alat Belajar 

Pengadaan alat-alat belajar seperti pengadaan alat 
praktek dan peraga siswa bertujuan untuk memenuhi 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, 
khususnya Prasarana penunjang pembelajaran. 

 
6) Kesejahteraan 

Kesejahteraan guru adalah pemberian kemakmuran 
hidup kepada orang yang bekerja di lingkungan 
pendidikan, baik berupa material maupun spiritual 
sehingga terpenuhi kehidupan yang layak dan lebih 
baik sebagai timbal balik atau balas jasa dari tanggung 
jawabnya.  

7) Sarana Kelas 
Untuk menunjuk kegiatan belajar mengajar di kelas, 
maka kelas tersebut harus dilengkapi dengan saran 
yang sesuai dengan standar Pendidikan seperti kursi 
peserta didik, meja peserta didik, kursi guru, meja 
guru, lemari, rak hasil karya peserta didik,  papan tulis, 
alat peraga, tempat sampah, tempat cuci tangan, jam 
dinding, rak buku siswa dan lain-lain. 

8) Saran Sekolah 
Pentingnya sarana dan prasarana sekolah, maka setiap 
satuan Pendidikan wajib memiliki sarana seperti 
Gedung, perabot, peralatan pendidikan, media 
pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. 

9) Pembinaan tenaga kependidikan 
 Pembinaan tenaga kependidikan atau pengembangan 

tenaga kependidikan merupakan usaha untuk 
mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan 
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produktifitas kerja setiap tenaga kependidikan yang 
ada di seluruh tingkat manajemen organisasi dan 
jenjang Pendidikan (sekolah). 

 
10) Biaya Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan 

pelaporan. 
   Biaya Pembinaan diperuntukan bagi tenaga pendidik 

dan kependidikan dalam rangka meningkatkan 
kompetensi tenaga Pendidikan dan kependidikan. 
Sedangkan pemantau, pengawasan tenaga pendidik 
dan kependidikan dengan melaksanakan program 
supervise kepala sekolah, tim supervisi dan tim Sistem 
Penjaminan mutu internal sekolah sebagai bentuk 
pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja guru 
dan tenaga kependidikan.  

 
2. Biaya Tidak Langsung (Indirect cost) 
 Biaya tidak langsung dapat dimaknai sebagai biaya yang 

umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik 
karena sedang mengikuti pendidikan (earning foregone by 
students), bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang 
tidak mencari laba (cost of tax exemption), bebasnya sewa 
perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung 
dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin 
pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama 
dipergunakan (implicit rent and depreciation). Berikut 
contoh biaya tidak langsung (indirect cost), yaitu: a) Biaya 
pribadi (private cost), adalah biaya yang dikeluarkan 
keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk 
di dalamnya forgone opportunities. Dengan kata lain, biaya 
pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga 
atau individu; b) Biaya masyarakat (social cost), adalah 
biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai 
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sekolah (di dalamnya termasuk biaya pribadi). Dengan kata 
lain, biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar 
oleh masyarakat. 

 
3. Monetary   Cost 
 Monetary cost ialah seluruh jenis pengeluaran dalam 

bentuk uang, baik secara langsung  ataupun tidak langsung 
yang semuanya itu dikeluarkan untuk aktifitas Pendidikan. 

 
4. Non Monetary   Cost 
 Non Monetary   Cost ialah seluruh jenis pengeluaran yang 

tidak dalam wujud uang, walaupun dapat dinilai dalam 
wujud uang, baik secara langsung maupun tidak langsung 
yang dikeluarkan untuk aktifitas Pendidikan seperti 
tenaga, materi, waktu dan lain sebagainya.  

 
5.3.2 Sumber Pembiayaan 

Ada beberapa sumber pembiayaan Pendidikan di 
antaranya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biaya yang 
dikeluarkan oleh masyarakat yaitu orang tua/wali siswa, biaya 
yang dikeluarkan masyarakat bukan orang tua/wali siswa dan 
Lembaga Pendidikan itu sendiri. Untuk biaya Pendidikan pada 
tingkat sekolah, berasal dari : 
1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Pembiayaan Pendidikan nasional di susun dengan mengacu 
pada aturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 
system Pendidikan Nasional. Pembiayaan Pendidikan yang 
bersumber dari Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Bantuan tersebut berupa: 
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1) Dana BOSP 
Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 
adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung 
biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan 
Pendidikan. BOSP bertujuan untuk mengurangi beban 
masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Dana BOSP 
merupakan program Pemerintah pusat berupa 
pemberian bantuan dana yang langsung ke Lembaga 
Pendidikan baik Sekolah Pemerintah maupun Sekolah 
di bawah naungan masyarakat dalam bentuk Yayasan 
yang berbadan hukum. Dimana dana BOSP yang 
diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah 
siswa yang ada di Satuan Pendidikan. 
Secara umum Program BOSP merupakan dana subsidi 
umum, hal ini terjadi karena program BOSP memiliki 
cangkupan yang sangat luas dan merata baik dilihat 
dari segi jumlah sekolah maupun jumlah siswa. Untuk 
sekolah-sekolah yang menolak BOSP hanya Sebagian 
kecil saja, rata-rata sekolah yang menolak BOSP adalah 
sekolah-sekolah melik masyarakat/Yayasan yang 
sudah mandiri. 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset 
dan Teknologi (Permendikbud Riset Dikti) Nomor 63  
tahun 2022, tentang petunjuk teknis Pengelolaan 
Bantuan Operasional Satuan Pendidikan disebutkan 
bahwa besaran dana BOSP  disesuaikan dengan jenjang 
tingkatan satuan Pendidikan; 1). Untuk sekolah 
setingkat SD Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) 
per 1 (satu) orang peserta didik/tahun. 2). SMP 
sebesar Rp 1.100.000,- (Satu Juta serratus ribu rupiah) 
per 1 (satu) orang peserta didik untuk pertahunnya. 3). 
SMA sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus ribu 
rupiah) per 1 (satu)  orang peserta didik setiap 1 (satu) 
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tahun. 4). SMK sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam 
ratus ribu rupiah) per peserta didik untuk 1 (satu) 
tahun. dan 5). SMPLB, SMALB dan SLB sebesar Rp 
2.000.000,- (dua juta rupiah) per siswa untuk 1 (satu) 
tahun. 

 
2) Dana Program Indonesia Pintar atau PIP 

Dana PIP merupakan dana yang diberikan kepada 
siswa yang kurang mampu, termasuk dari keluar 
miskin atau rentan miskin yang sudah memiliki Kartu 
Indonesia Pintar (KIP). Dana KIP/PIP diberikan sesuai 
dengan jenjang, untuk jenjang SD akan diberikan 
bantuan sebesar Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima 
Puluh Ribu Rupiah) per semester, untuk  jendang SMP 
sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu 
rupiah) per semester, sedangkan untuk jenjang SMA 
sebesar Rp 1.000.000,-  (satu juta rupiah) per 
semester.  

 
2. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) 

Bosda merupakan program pemerintah Kabupaten/kota 
dan propinsi, yang besaran dana diberikan bervariasi 
sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing 
 

3. Masyarakat 
Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-
sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara 
perorangan maupun secara lembaga, baik di dalam 
maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat 
globalisasi. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu 
perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya 
kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. 
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Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, 
pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-
kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana 
anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).  

 
4. Orang Tua/ Wali Siswa  

Selain pembiayaan pendidikan yang bersumber dari 
pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan masyarakat, 
sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari 
orang tua / wali siswa atau yang biasa disebut dengan 
pengeluaran keluarga atau bisa di sebut dengan infak dan 
SPP bulanan. Pengeluaran keluarga untuk pendidikan 
dasar dan menengah itu banyak sekali jenisnya. Berikut ini 
ditunjukkan komponen-komponen biaya yang ditanggung 
oleh orang tua/wali siswa, meskipun tidak semua 
komponen berlaku untuk semua sekolah, namun data ini 
mampu memberikan gambaran tentang banyaknya 
pengeluaran orang tua siswa, bahkan untuk hal-hal yang 
menurut aturan “tidak lagi dibenarkan” dipungut di 
sekolah.  

 
Jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk 

pendidikan antara lain: 1) Uang Pangkal. 2). Uang Sekolah 
Bulanan/SPP. 3). Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler. 4). Biaya 
Kegiatan Praktikum. 5). Pembelian Buku Pelajaran/LKS. 6). 
Pembelian Pakaian Seragam Sekolah. 7). Biaya Karyawisata / 
Bina Mental/Retret. 7). Sumbangan Sosial. 8) Biaya-biaya 
lainnya.  

Peran serta orang tua/wali siswa dalam pendidikan 
bertujuan untuk ikut serta memelihara, menumbuhkan, 
meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan. Dengan 
demikian terjalinya kerja sama yang baik antara orang tua 
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murid/siswa dengan guru agar terlaksananya pendidikan 
sesuai yang di harapkan (W.P. Ferdi. 2013) 
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BAB 6 
BIDANG KESISWAAN 
 
Oleh Al Ahadid Wahyu Putra 
 
6.1 Pendahuluan 

Manusia menjunjung tinggi pendidikan, yang bertujuan 
untuk menghasilkan generasi muda yang berkualitas dan 
unggul agar mampu bersaing dengan bangsa lain di era 
pembangunan yang begitu cepat berubah. Pendidikan juga 
memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan 
ekonomi suatu bangsa, menjadikannya elemen terbesar dalam 
seberapa cepat Sumber Daya Manusia (SDM) dapat memahami 
dan mempersiapkan perubahan di tempat kerja. Untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan, organisasi pemerintah 
dan swasta dari setiap negara bertujuan untuk melibatkan 
setiap anggota organisasi mereka dalam operasi yang 
dilakukan.  

Dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu 
menangani peran, tanggung jawab, dan tugas yang telah 
diberikan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini juga berlaku 
untuk sistem pendidikan di sekolah, karena elemen internal 
dan eksternal berkontribusi pada keberhasilan pendidikan. 
Variabel internal biasanya berbentuk bagaimana administrasi 
dikelola dalam lingkungan pendidikan. Variabel luar apa yang 
ada untuk sementara? lembaga pendidikan untuk memenuhi 
perkembangan zaman dan lingkungan sekitar. 

Administrasi tidak dapat diisolasi dari pendidikan. 
Unsur-unsur pendukung proses pendidikan di sekolah, seperti 
peserta didik, pendidik, guru, kurikulum, dan sarana prasarana, 
sangat penting bagi efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 
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Agar berhasil menyelenggarakan pengajaran di sekolah, semua 
elemen ini harus saling melengkapi. 

Administrasi melibatkan semua operasi, mulai dari 
manajemen hingga penyutradaraan, hingga pengaturan dibuat 
untuk fasilitas, organisasi, atau bisnis untuk mencapai tujuan 
bersama. Oleh karena itu, administrasi sangat penting untuk 
dieksekusi. Administrasi membutuhkan kerja sama dua orang 
atau lebih dan tidak dapat diselesaikan oleh satu orang. Tujuan 
lembaga, kelompok, atau bisnis akan segera menjadi jelas. Ini 
dimungkinkan jika prinsip-prinsip yang ditetapkan atau 
ditentukan dimasukkan dalam proses implementasi 
administratif.  

Sekolah suatu lembaga pendidikan seringkali terdiri dari 
tugas administrasi kepegawaian, administrasi kurikulum, 
administrasi kesiswaan, administrasi keuangan sekolah, 
administrasi perlengkapannya, dan administrasi hubungan 
sekolah dengan masyarakat setempat. Pengelola administrasi 
sekolah harus ahli dan terampil dalam segala bidang yang 
digelutinya guna mengelola kewajiban dan tanggung jawabnya. 
Setiap pengelola bidang administrasi harus bekerjasama erat 
dengan pengelola bidang administrasi lainnya agar berhasil 
menyelenggarakan pendidikan dan mencapai tujuan yang 
diinginkan. Oleh karena itu, konsep dari masing-masing ranah 
tersebut harus dipahami, dikuasai, dan diterapkan sepenuhnya 
oleh pengelola administrasi di sekolah. 

 

6.2 Pengertian Administrasi Bidang Kesiswaan 
Dari bahasa latin ad and minitrate yang artinya 

melayani, muncul kata administrasi. Administrasi, administrasi, 
dan to admininter memiliki arti yang sama dengan mengaduk 
dan mengarahkan dalam bahasa Inggris. Dari penjelasan 
bahasa Latin dan Inggris dapat disimpulkan bahwa 
administrasi adalah kebijakan yang membantu melayani, 
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mengatur, dan memimpin hal-hal tertentu atau beberapa orang 
untuk mencapai tujuan tertentu. Ada beberapa cara untuk 
melaksanakan tugas administrasi, misalnya dalam bidang 
pendidikan yang meliputi sekolah. 

Administrasi kesiswaan adalah tugas yang menyangkut 
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengelolaan semua 
kegiatan siswa agar dapat belajar secara efisien dan sering. 
Menurut Asnawir (2005), administrasi kesiswaan merupakan 
komponen tugas administrasi yang dilakukan di sekolah. Tugas 
tersebut antara lain mendorong para pendidik untuk bekerja 
sama untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar 
dilakukan dengan cara yang relevan, efektif, dan efisien serta 
tercapainya tujuan pendidikan. Pengelolaan penerimaan siswa 
baru, pengelolaan layanan Bimbingan dan Konseling (BP) yang 
sekarang dikenal dengan Bimbingan dan Konseling (BK), 
pengelolaan data tentang siswa, pengelolaan kelas, dan 
pengelolaan Organisasi Siswa Intra Sekolah semuanya masuk 
dalam administrasi kesiswaan ini. bagian kegiatan administrasi 
pendidikan (OSIS). 

Dalam rangka memaksimalkan potensi siswa untuk 
mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, 
administrasi dalam pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu 
yang menganalisa usaha dan bekerja disana dengan melibatkan 
seluruh usaha dan sumber daya yang ada di sekolah (Suhardan, 
2010). Memanfaatkan semua sumber daya, termasuk orang dan 
bahan, yang dapat diakses dan tepat untuk berhasil dan efisien 
mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan merupakan 
administrasi dalam mengejar tujuan pendidikan (Suharsaputra, 
2010). Administrasi kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan 
pendidikan juga bersumber dari kegiatan administrasi 
kemahasiswaan. 

Bagi siswa, administrasi adalah kumpulan dari semua 
tindakan proses yang direncanakan dan dilaksanakan secara 
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sadar. Selain itu, pelatihan tambahan diperlukan untuk tugas-
tugas administratif. Hal ini dilakukan agar guru atau anggota 
staf lain dari anak yang terkena dampak dapat secara efektif 
dan efisien melakukan sejumlah prosedur belajar mengajar 
kepada siswa. Hal itu dilakukan dalam rangka memenuhi 
tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Gunawan, 1996: 80). 
A. Gaffer MS selanjutnya mengklasifikasikan administrasi 
kemahasiswaan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu sebagai berikut: 
1. Pupil Inventoru adalah untuk mengetahui situasi siswa 

yang akan masuk sekolah, Pupil Inventoru menyediakan 
rangkuman data siswa dari semua lembaga pendidikan. 
Selain itu, untuk melacak pertumbuhan jumlah anak yang 
bersekolah. Informasi tersebut digunakan untuk membuat 
fasilitas, merencanakan infrastruktur, merencanakan guru, 
dan menganggarkan keuangan sekolah. Justifikasi ini 
mengarah pada kesimpulan bahwa data inventarisasi siswa 
dapat digunakan sebagai pedoman dalam membuat 
strategi jangka pendek dan jangka panjang (data harus ada 
di pihak pengelola pendidikan atau sekolah). 

2. Pupil Accounting adalah tugas termasuk informasi tentang 
perilaku siswa di kelas, terutama dalam kaitannya dengan 
masalah kehadiran. Misalnya, merekam guru jika siswa 
datang terlambat atau gagal muncul ke kelas Untuk 
membantu menyelesaikan masalah ini, instruktur 
menyadari akar penyebabnya. 

3. Pupil Personel Service adalah Upaya sekolah untuk 
meningkatkan prestasi siswa. Bantuan tersebut dapat 
berupa bimbingan atau konseling. Secara khusus, melalui 
menawarkan bimbingan kepada siswa sehingga mereka 
menyadari kemungkinan minat dan bakat mereka. 
Keterampilan yang dimiliki siswa harus sejalan dengan 
kesadaran mereka tentang bagaimana menerapkan apa 
yang telah mereka pelajari di kelas ke situasi dunia nyata. 
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A. Gaffer MS mengklaim bahwa di antara semua tugas 
administrasi siswa, Kesimpulan: Administrasi kesiswaan 
adalah kegiatan pembelajaran atau kegiatan pencatatan siswa. 
Saat merekam administrasi siswa, itu dilakukan sejak siswa 
atau siswa bergabung dengan sekolah sampai mereka lulus. 
Kegiatan Tugas-tugas berikut membentuk administrasi siswa: 
1) Penerimaan Peserta Didik Baru 

Panitia penerimaan siswa baru mengelola tugas sebagai 
komite, dengan kepala sekolah menunjuk banyak guru 
untuk melaksanakan tugas tersebut. Hal ini dilakukan 
melalui Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PPDB). 
Setelah menerima mahasiswa baru, pengelompokan akan 
dilakukan, diikuti dengan orientasi fisik, mental, dan 
emosional. Untuk memastikan bahwa siswa siap untuk 
sekolah, ini dilakukan. 

2) Pencatatan Peserta Didik 
Setelah siswa baru melalui prosedur seleksi masuk dan 
dinyatakan memenuhi syarat, guru atau panitia akan 
memulai proses pencatatan siswa. Selain itu, guru harus 
melakukan tugas pencatatan untuk mendokumentasikan 
setiap siswa baru yang mendaftar di fasilitas pendidikan 
yang disebutkan di atas atau di sekolah. Berikut ini adalah 
kegiatan perekamannya: 
a) Rekaman buku induk atau buku induk yang berisi 

informasi tentang semua siswa yang pernah atau sedang 
terdaftar di sekolah tersebut. Informasi lengkap harus 
dicantumkan dalam buku induk ini, antara lain nomor 
urut, nomor orang tua, data siswa, dan informasi 
identitas diri dari formulir pendaftaran. Buku Induk 
adalah kompilasi dari catatan akademik setiap siswa di 
lembaga itu. Selain itu, statistik pencapaian siswa dari 
waktu ke waktu disertakan dalam buku induk ini. 
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Catatan di dalam Buku induk ini harus teratur, rapi, dan 
transparan. 

b) Rekaman dari buku clapper adalah rekaman yang berisi 
informasi tentang siswa dalam bentuk barang-barang 
yang sangat penting. Dimungkinkan untuk menyalin 
informasi dari buku induk ke dalam buku clapper, tetapi 
tidak akan selengkap buku master. Fungsi utama buku 
clapper adalah untuk memudahkan penemuan data 
siswa, terutama ketika nomor induk belum diketahui. 

c) Ada atau tidaknya siswa harus dicatat dalam buku 
kehadiran kelas, yang kemudian akan digunakan untuk 
menghitung persentase kehadiran pada akhir setiap 
bulan. 

d) Dalam buku catatan Bimbingan dan Konseling 
dicantumkan siswa atau mahasiswa baru yang meminta 
bimbingan. Dalam rangka membantu peserta didik 
memahami dan mengarahkan diri, bertindak dan 
berperilaku sesuai dengan tuntutan dan situasi 
lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, 
bimbingan adalah proses perhatian terhadap 
kemungkinan dan fakta tentang kesulitan yang dihadapi 
dalam konteks optimal. perkembangan. 

e) Guru menggunakan buku catatan prestasi belajar siswa 
untuk melacak berbagai metrik selain hasil tes mentah 
dari ujian harian atau umum. Selain itu, buku legger 
dibuat yang mencakup semua nilai untuk semua topik 
selama periode waktu tertentu. Seorang wali kelas 
mengisi buku besar menggunakan nilai dari guru lain 
yang mengajar di kelas tempat dia berada. 

f) Buku laporan merupakan dokumen yang memuat 
laporan hasil belajar siswa terkait mengikuti 
pembelajaran berbasis sekolah. 
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g) Buku Mutasi adalah buku catatan yang digunakan untuk 
melacak keberadaan siswa pindahan. 
 
Tujuan administrasi kesiswaan adalah untuk membantu 

mahasiswa dalam mencapai tujuan lembaga. Selain itu, 
administrasi kesiswaan membantu dalam mendidik peserta 
tentang pelaksanaan semua administrasi di sekolah. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa kegiatan administrasi kemahasiswaan 
dapat memberikan manfaat bagi siswa atau mahasiswa dalam 
hal administrasi. Instruktur atau anggota lain dari staf sekolah 
menangani tugas-tugas seperti administrasi siswa. Tugas itu 
diselesaikan untuk membantu kepala sekolah mengelola 
sekolah. Selain itu, ini akan membantu sekolah dalam mencapai 
tujuan mereka. 

Untuk melakukan pelacakan kegiatan siswa atau peserta 
didik sejak diterima sampai keluar sekolah, administrasi 
kesiswaan memiliki tujuan dan kegunaan. Selain itu, tugas 
administrasi akan mempengaruhi proses pembelajaran 
berkelanjutan secara konsisten dan dapat mendukung tujuan 
pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah. Kegiatan 
administrasi kesiswaan di sekolah akan menentukan jumlah 
siswa dan sekolah. Selain itu, Anda dapat belajar tentang 
keunggulan sekolah. Akibatnya, operasi administrasi siswa 
dilakukan dengan memetakan asal-usul siswa, yang berasal 
dari wilayah asli sekolah atau institusi aslinya. Pemerintah 
harus dapat memetakan sebaran siswa atau siswi yang telah 
lulus sebelum guru atau karyawan sekolah melakukan 
kegiatan. 

Kehadiran di sekolah dapat mempengaruhi seberapa 
tenang dan nyamannya iklim sekolah untuk kegiatan belajar 
mengajar. Hal ini karena peraturan yang dibuat oleh guru atau 
tenaga administrasi sekolah lainnya dan diterbitkan secara 
tertulis dan pengumuman yang ditujukan dan diikuti oleh 
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siswa atau peserta didik lain yang terdaftar di lembaga 
tersebut. 

 

6.3 Tujuan dan Manfaat Dari Administrasi Bidang 
Kesiswaan 

Berdasarkan tujuan dan keunggulannya, administrasi 
kesiswaan dapat dikategorikan ke dalam sejumlah kategori 
yang berbeda, antara lain: 
1) Untuk memastikan bahwa proses pembelajaran efisien, 

terorganisir dengan baik, dan berkontribusi pada tujuan 
pendidikan, penting untuk melacak siswa dari saat mereka 
mendaftar hingga mereka meninggalkan institusi. 

2) Dapat mempelajari berapa banyak dan jenis murid apa 
yang sudah terdaftar. 

3) Dapat memetakan asal siswa, termasuk kota asal atau 
sekolah mereka, serta distribusi lulusan siswa ini setelah 
mereka lulus. 

4) Dapat menghasilkan suasana belajar yang menyenangkan 
karena kerangka kerja yang sehat dan terorganisir dengan 
baik. 
 

6.4 Ruang Lingkup Administrasi Bidang 
Kesiswaan 

Administrasi siswa adalah praktik melacak tindakan 
siswa sejak mereka pertama kali mendaftar di sekolah sampai 
mereka pergi untuk lulus atau alasan lain. Sebagai seorang 
pemimpin, kepala sekolah atau lembaga pendidikan harus 
dapat mengatur atau mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 
administrasi siswa. Tindakan yang sedang dibahas adalah : 
A. Pendaftaran Peserta Didik 

Ini harus dipersiapkan dengan hati-hati sebelum 
menerima murid baru agar penerimaan murid baru dapat 
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berjalan sesuai antisipasi. Untuk menghindari tabrakan 
dengan pendaftaran siswa sebelumnya, Anda juga harus 
mengetahui liburan sekolah atau hari Minggu dalam situasi 
ini. 

Kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan 
mahasiswa baru biasanya diawasi oleh panitia penerimaan 
mahasiswa baru atau panitia penerimaan mahasiswa baru 
(PSB) (PMB). Kepala Sekolah akan membentuk panitia atau 
menyeleksi sejumlah Guru untuk melaksanakan kegiatan 
ini. Setelah diterima, pengelompokan dan orientasi 
dilakukan untuk membuat siswa siap secara fisik, 
psikologis, dan emosional untuk bersekolah. 

Pada tahap penerimaan, setiap orang memiliki 
kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam 
pelajaran di sekolah atau pendidikan lembaga lain. Untuk 
menarik calon siswa, lembaga pendidikan harus 
mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan. 
Berkenaan dengan penerimaan Peserta didik harus fokus 
pada hal-hal berikut. 

B. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik 
Sesuai dengan kondisi lembaga pendidikan, seperti 

daya tampung, kriteria penerimaan, sarana prasarana, 
tenaga kependidikan yang ada, jumlah siswa yang tinggal 
di kelas, dll., kebijakan penerimaan siswa baru menetapkan 
jumlah maksimal siswa yang dapat diterima di institusi. 
Kebijakan penerimaan siswa baru juga memuat informasi 
tentang prosedur penerimaan, tenggat waktu, dan 
karyawan yang akan mengikuti proses penerimaan. 

C. Sistem Penerimaan Peserta Didik 
Berbicara tentang prosedur penerimaan, ada dua jenis 

prosedur penerimaan yang berbeda untuk siswa: prosedur 
promosi dan prosedur seleksi. Sistem promosi adalah 
prosedur penerimaan yang tidak menggunakan seleksi saat 
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menerima mahasiswa baru. Agar setiap pelamar segera 
disetujui sebagai siswa baru oleh lembaga pendidikan 
tersebut. 

Sistem seleksi adalah metode baru untuk menerima 
siswa yang menggunakan penyaringan atau pemilihan 
siswa terdaftar. Ada tiga proses seleksi yang berbeda: 
seleksi melalui DANEM, seleksi melalui Minat dan 
Pencarian Bakat (PMDK), dan seleksi berdasarkan hasil 
ujian masuk. 

Ketika calon siswa masuk ke pemeringkatan yang 
ditetapkan oleh institusi dan dinyatakan memenuhi syarat 
melalui DANEM, mereka dianggap terpilih. Dalam metode 
ini, sekolah terlebih dahulu menentukan siswa mana yang 
memiliki kapasitas untuk diterima. 

Seleksi PMDK mengacu pada seleksi melalui 
penelusuran prestasi yang dilakukan oleh calon 
mahasiswa, yang dapat memeriksa nilai rapor atau 
penghargaan yang telah mereka terima melalui piagam 
mereka. Seleksi ini menawarkan peserta kesempatan bagi 
siswa yang berprestasi di sekolah sebelumnya untuk maju 
ke tingkat yang paling sesuai dengan keterampilan dan 
minat mereka. 

Sistem seleksi tes masuk, yang mengharuskan calon 
siswa untuk melalui seleksi dengan ujian atau tes masuk 
untuk mendaftar masuk ke sekolah atau lembaga 
pendidikan tersebut. Calon mahasiswa akan diterima 
setelah mampu lulus ujian dan memenuhi standar yang 
telah ditetapkan. Di sisi lain, jika calon siswa tidak mampu 
menyelesaikan, ia dianggap gagal. 

D. Kriteria Penerimaan Peserta Didik 
Kriteria adalah standar yang menentukan seseorang 

dapat diterima sebagai siswa atau tidak. Ada tiga jenis 
kriteria untuk menerima siswa: kriteria kapasitas sekolah, 
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kriteria referensi norma, dan kriteria standar yang dikutip. 
Penerimaan berdasarkan syarat atau kriteria tertentu 
disebut sebagai tolok ukur kriteria. Sedangkan acceptance 
ditentukan dengan acceptance berdasarkan pencapaian 
kumulatif yang telah dijumlahkan dan dirata-ratakan. 
Persyaratan penerimaan untuk sekolah didasarkan pada 
kapasitas saat ini yang telah dinilai untuk memenuhi 
kriteria ketika berada dalam kisaran daya dukung. 

Sebagai hasil dari ketersediaan kriteria ini, calon siswa 
yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 
akan dianggap tidak berhasil atau tidak diterima. Teknik 
yang disebutkan di atas dijelaskan secara singkat dalam 
paragraf berikutnya. 
a) Pembentukan panitia penerimaan mahasiswa baru 

diperlukan sebagai salah satu cara pengorganisasian 
dan pembagian tugas agar pelaksanaan penerimaan 
mahasiswa baru berjalan efektif dan efisien sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan. berkaitan dengan 
format Seperti komite lainnya, komite terdiri dari ketua, 
sekretaris, dan bendahara selain bagian untuk 
pendaftaran, publikasi, pekerjaan kesekretariatan, 
pengawasan, dll., masing-masing dengan tugas tertentu. 

b) Komite tentang Ketentuan Penerimaan Peserta Didik 
Baru akan bertemu untuk memutuskan siswa baru, dan 
hasilnya akan dipublikasikan sebagai strategi 
pemasaran atau pengenalan untuk sekolah atau lembaga 
pendidikan lainnya. Untuk mencatat apa yang dibahas 
dalam rapat dan memperjelas apa hasilnya, hasil rapat 
dicatat dalam buku notulen rapat. Pilihan yang dibuat 
selama pertemuan 

c) Pembuatan promosi atau pemberitahuan mengenai 
penerimaan mahasiswa baru ke masyarakat 
memerlukan desain, instalasi, atau penyampaian 
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pengumuman. Konten promosi atau notifikasi dapat 
berupa : Deskripsi visi, misi, prasarana, sarana, prestasi, 
dll dapat ditemukan di profil atau foto sekolah. Calon 
siswa dapat mempelajari lebih lanjut tentang 
keunggulan sekolah dengan membaca deskripsinya. 
Pengumuman tersebut memuat persyaratan atau 
ketentuan yang harus dipenuhi oleh bakal calon. 
Persyaratan atau ketentuan tersebut dapat berupa 
persyaratan dokumentasi, persyaratan gambar, atau 
persyaratan lainnya. Dengan rekomendasi aturan dari 
Kemendikbud, Kanwil Kemendikbud mengatur 
persyaratan penerimaan mahasiswa baru. Misalnya, 
syarat usia yayasan untuk masuk sekolah adalah tujuh 
tahun. Anak-anak berusia 8, 9, 10, 11, 12, dan 6 memiliki 
preferensi untuk masuk jika semua anak berusia 7 tahun 
telah diakomodasi. 

d) Penting untuk sepenuhnya menggambarkan proses 
pendaftaran apakah itu dilakukan secara online atau 
secara langsung di sekolah. untuk menyederhanakan 
persiapan berbagai hal terkait untuk pendaftaran bagi 
calon siswa. 

e) Waktu dan lokasi pendaftaran, seleksi, dan 
pengumuman harus mencakup informasi tentang waktu 
dan lokasi pendaftaran, seleksi, dan pengumuman. 

f) Biaya pendaftaran harus mencakup informasi tentang 
biaya pendaftar dan kepada siapa harus membayarnya 
(bank atau langsung ke sekolah). 

E. Pencatatan Peserta Didik 
Siswa yang dinyatakan lulus harus terdaftar sebagai 

mahasiswa baru di sekolah atau lembaga pendidikan 
tersebut setelah menyelesaikan proses seleksi masuk. 
Dokumen yang bersangkutan adalah : 
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a) Buku induk atau buku induk digunakan untuk melacak 
informasi tentang semua siswa yang telah atau sedang 
terdaftar di sekolah. Buku besar biasanya digunakan 
untuk mencatat buku induk. Nomor urut, nomor induk, 
data, dan identitas siswa yang diperoleh dari formulir 
pendaftaran semuanya harus dicantumkan dalam buku 
induk ini secara lengkap. Buku utama adalah kompilasi 
informasi siswa dari periode waktu di sekolah. Data 
prestasi siswa dari tahun ke tahun juga dimuat dalam 
buku primer ini. Catatan dalam buku induk ini harus 
jelas, teratur, dan bersih. 

b) Buku Klapper ini membantu dalam menguasai teks-
teks yang memiliki informasi penting bagi siswa. Buku 
induk dapat digunakan sebagai isian, namun tidak 
selengkap buku ibu. Buku Claper terutama digunakan 
untuk memudahkan menemukan data siswa, terutama 
ketika nomor orang tua belum diketahui. 

c) Buku Kehadiran Kelas yang diisi setiap hari untuk 
mencatat siswa yang hadir atau tidak kehadiran, 
selanjutnya dihitung persentase kehadiran pada akhir 
setiap bulan 

d) Untuk siswa yang telah mencari terapi dan saran serta 
mereka yang telah mematuhi, ada buku catatan 
bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses 
membantu peserta didik dengan memperhatikan 
kemungkinan dan realitas adanya kesulitan yang 
dihadapi dalam rangka pengembangan yang optimal, 
sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri 
serta bertindak dan berperilaku sesuai dengan 
persyaratan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, 
dan masyarakat. 

e) Guru melacak banyak nilai, termasuk hasil mentah dari 
replay harian atau replay umum, dalam sebuah buku 
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berjudul Buku Catatan Prestasi Belajar Siswa. Selain 
itu, buku legger dibuat yang memiliki semua nilai 
untuk semua mata pelajaran selama periode waktu 
tertentu. Seorang instruktur wali kelas yang menerima 
nilai dari guru lain yang mengajar kelas yang sama 
dengannya mengisi buku legger. 

f) Buku rapor yang memuat laporan kemajuan akademik 
peserta didik yang mengikuti pembelajaran berbasis 
sekolah 

g) Keberadaan siswa pindahan dicatat dalam Buku 
Mutasi. 
 

6.5 Peran Guru Dalam Administrasi Bidang 
Kesiswaan 

Keterlibatan langsung guru dalam mengelola 
administrasi siswa kurang signifikan dibandingkan 
keterlibatan tidak langsung mereka ketika mereka mengajar. 
Beberapa fungsi yang dimainkan guru dalam administrasi 
siswa tercantum di bawah ini: 
1) Guru dipilih oleh kepala sekolah untuk berfungsi sebagai 

panitia penerimaan siswa baru ketika penerimaan murid 
baru dilaksanakan. Mereka akan menyelesaikan tugas. 
tugas seperti melacak penerimaan siswa dan melaporkan 
kepada kepala sekolah tentang penyelesaian tugas. 

2) Peran guru sangat penting selama orientasi siswa baru 
karena guru seharusnya membantu siswa dengan cepat 
beradaptasi dengan lingkungan sekolah baru. 

3) Kemampuan untuk mengelola kehadiran siswa di kelas 
adalah tanggung jawab lain dari guru. Untuk menilai siswa 
dan menaikkan nilai mereka, guru diharuskan untuk 
mencatat kehadiran siswa. 
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4) Guru harus menginspirasi siswa untuk melakukannya 
dengan baik setiap saat dan mampu menumbuhkan 
lingkungan yang mendorong hal ini. 

 
Administrasi siswa adalah seperangkat tindakan yang 

merupakan bagian dari proses penuh dan berasal dari semua 
tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja. 
Selain itu, semua guru atau staf yang terlibat dalam kegiatan 
administrasi kesiswaan dibina secara berkala dan diberikan 
tindak lanjut. Hal ini dilakukan untuk membantu siswa yang 
terkena dampak mengikuti proses belajar mengajar di kelas 
secara efektif dan efisien, serta membantu sekolah mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Dalam hal pendataan siswa sejak diterima sebagai siswa 
baru sampai lulus SMA, administrasi kesiswaan memiliki 
tujuan dan kelebihan. Selain itu, dalam hal tujuan dan manfaat 
administrasi siswa, Anda dapat membantu pembelajaran agar 
sering terjadi, tanpa hambatan, dan efektif untuk memajukan 
tujuan pendidikan. Akibatnya, mahasiswa administrasi akan 
memfokuskan pekerjaan mereka pada jumlah dan kualitas 
siswa yang sudah terdaftar di institusi tersebut. 

Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola setiap 
kegiatan siswa agar dapat belajar dengan sukses sering disebut 
dengan administrasi kesiswaan. Tujuan administrasi Tujuan 
kemahasiswaan adalah untuk merencanakan, mengarahkan, 
dan mengkoordinasikan semua kegiatan siswa untuk 
memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar berjalan lancar 
dan teratur di ruang kelas. Administrator berpartisipasi dalam 
tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi 
kemahasiswaan termasuk manajemen layanan dan manajemen 
penerimaan siswa baru. Bimbingan dan Konseling (BP) 
sekarang dikenal dengan Bimbingan dan Konseling (BK), 
bersama dengan administrasi informasi kelas, pengelolaan 
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organisasi kemahasiswaan, dan pengelolaan data siswa (OSIS). 
Guru harus terlibat dalam pelaksanaan administrasi siswa, 
tetapi mereka tidak memiliki pengaruh langsung. Di antara 
fungsi yang dimainkan guru dalam administrasi kesiswaan 
adalah sebagai panitia penerimaan siswa baru, yang menangani 
segala sesuatu mulai dari mencatat penerimaan hingga 
menginformasikan kepada kepala sekolah tentang pelaksanaan 
penerimaan siswa baru. Ketika siswa hadir di kelas, guru harus 
mencatat dan menginspirasi siswa untuk melakukan yang 
terbaik sambil membina lingkungan yang mendukung. 

Kegiatan administrasi kesiswaan adalah kegiatan 
disekolah yang paling signifikan, sesuai dengan seluruh rantai 
proses yang membentuk kegiatan tersebut. Hal ini agar 
pengajaran dapat terlaksana karena administrasi kesiswaan 
sudah menjadi praktik di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, 
elemen yang paling krusial dalam mencapai tujuan sekolah 
adalah dalam melaksanakan kegiatan administrasi siswa. 
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BAB 7 
BIDANG PERSONALIA PENDIDIKAN 
 
Oleh Heru Susanto 
 
7.1 Konsep Dasar Personalia 

Personalia pendidikan adalah semua orang yang terlibat 
dalam tugas-tugas pendidikan, yaitu para guru/ dosen sebagai 
pemegang peranan utama, manajer/ administrator, para 
supervisor, dan para pegawai.  

Bagian personalia adalah bagian yang spesialis 
mengatur atau mengelola sumber daya manusia dalam 
perusahaan termasuk proses penerimaan pegawai. Dalam 
melakukan kerjanya, bagian personalia dibagi dalam empat 
bagian, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, 
penerimaan pegawai, manajemen SDM. 

Administarai personal merupakan seluruh proses 
kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan 
bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu para 
pegawai di sekolah, sehingga mereka dapat membantu/ 
menunjang kegitan-kegiatan sekolah (khususnya PBM) secara 
efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang 
telah ditetapkan. Para personal harus diadministrasikan/ 
dikelola dengan baik agar mereka senantiasa aktif dalam 
menjalankan tugasnya sehari-hari. 

Pembahasan tenaga personal kependidikan difokuskan 
pada tiga tingkat kriteria: 1) kemampuan akademik, 2) 
kemampuan untuk melakukan keterampilan dan perilaku yang 
dianggap penting untuk mengajar, dan 3) kemampuan untuk 
menghasilkan perubahan perilaku murid.  
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Keberhasilan sistem sekolah, seperti organisasi lainnya, 
bergantung pada pembentukan lingkungan kerja yang kondusif 
yang diarahkan pada peningkatan kapasitas manusia produktif 
di tempat kerja. Kapasitas ini dalam mengejar pencapaian 
tujuan pendidikan serta memuaskan kebutuhan individu staf. 
Tujuan utama manajemen personalia sekolah adalah untuk 
mengamankan kecukupan jumlah dan kategori guru yang 
cocok dan staf pendukung untuk melakukan tugas mendidik 
siswa dengan standar yang diharapkan oleh siswa, orang tua 
dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, kualitas 
dari pendidikan yang diberikan di sekolah tergantung langsung 
pada kemampuan, komitmen dan motivasi siswa guru bersama 
dengan sejumlah besar staf non-pengajar dipekerjakan dalam 
berbagai dukungan peran. Menurut O'Neill (1994), sumber 
daya manusia yang tersedia untuk sekolah merupakan yang 
aset paling berharga dan tantangan manajemen terbesar 
mereka.  

Dengan demikian, mengingat bahwa pembelajaran yang 
berkualitas tergantung pada rekrutmen, retensi dan 
pengembangan guru profesional, prosedur manajemen 
personalia yang efektif merupakan prasyarat penting untuk 
ketenagakerjaan dan pengembangan berkelanjutan dari staf 
yang berkualifikasi dan berdedikasi secara memadai yang akan 
mempromosikan tingkat kinerja yang optimal menuju 
penyediaan pendidikan yang berkualitas. Di sekolah sistem, 
pekerjaan manajer personalia dilakukan oleh kepala sekolah 
(Kepala sekolah, Kepala Sekolah, Rektor, Rektor, Wakil Rektor) 
dengan berkonsultasi dengan Dewan Sekolah atau Komisi 
sebagai kasusnya mungkin. Sebagai pengelola personalia 
sekolah, kepala sekolah memiliki jawab sebgai berikut: 
1. perencanaan kurikulum terhadap kebutuhan siswa 
2. memahami teori pendidikan dan perkembangan terkini; 
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3. menjamin dan memberikan kontribusi bagi pengembangan 
profesi guru di bawah kepemimpinannya; 

4. mengkoordinasikan semua program pendidikan yang ada 
di sekolah; 

5. memotivasi stafnya; Dan 
6. memberikan kepemimpinan yang efektif dalam berbagai 

bidang manajemen sekolah. 
 

Kepala juga sama-sama terlibat dalam proses 
manajemen staf seperti: 

1. Meningkatkan performance instansi; 
2. pengangkatan staf; 
3. Pembagian tugas; 
4. pemeliharaan, promosi dan disiplin staf; Dan 
5. Kesehatan dan keselamatan. 

 
Kompetensi kepala sekolah dalam kegiatan 

kepegawaian ditambah dengan dukungan dari Dewan Sekolah 
atau Komisi dalam perumusan kebijakan personalia yang 
efektif sangat membantu menuju tercapainya tujuan 
pendidikan serta potensi dan tujuan individu personil. Konsep 
Manajemen Personalia. 

Manajemen personalia adalah fungsi manajemen 
penting yang berkaitan dengan memperoleh, pengembangkan 
dan memotivasi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh 
organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Armstrong (1991), 
manajemen personalia mendorong penggunaan yang terbaik 
keterampilan dan kemampuan semua orang yang dipekerjakan 
dalam organisasi dengan maksud untuk mencapai potensi 
karyawan individu dan tujuan dan sasaran organisasi. Personil 
manajemen juga dapat dipandang sebagai bidang tugas dalam 
manajemen yang berhubungan dengan sumber daya manusia 
disediakan dan dikelola. Ini adalah manajemen orang di tempat 
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kerja. Dengan demikian, itu disebut sebaliknya sebagai 
manajemen sumber daya manusia, berkaitan dengan fungsi-
fungsi yang berkaitan dengan penanganan hubungan kerja dan 
semua kegiatan yang berpusat pada karyawan. 

Ogunsaju (1990) mendefinisikan manajemen personalia 
sebagai mobilisasi yang efektif dari sumber daya manusia 
berdasarkan rekrutmen, seleksi, pelatihan dan penempatan 
yang tepat staf yang ditunjuk untuk mencapai tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan. Senada dengan itu, Cole (1996). 
Manajemen personalia disebut sebagai fungsi spesialis 
manajemen yang memiliki keunggulan tanggung jawab untuk 
hal-hal berikut: 
1. Merumuskan, mengusulkan dan mendapatkan penerimaan 

untuk kebijakan dan strategi personalia dari organisasi. 
Tanggung jawab ini dilakukan oleh manajer personalia 
senior. Kebijakan personalia dimaksudkan untuk memandu 
manajer organisasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan 
manajemen sumber daya manusia. 
Kebijakan personalia mungkin termasuk: 
 Rekrutmen dan seleksi; 
 Gaji dan tunjangan; 
 Pelatihan dan pengembangan; 
 Hubungan dengan serikat pekerja (Guru-Dosen) atau 

staf yang diakui 
 Asosiasi (hubungan industrial); 
 Penilaian staf; Dan, 
 Motivasi staf, keselamatan dan kesehatan 

2. Menasihati dan membimbing pimpinan organisasi dalam 
pelaksanaan kebijakan dan strategi personalia. Nasihat 
strategis tentang masalah personel diarahkan menuju 
pemenuhan rencana organisasi dan mencakup isu-isu 
tentang rencana tenaga kerja, pengembangan hubungan 
yang harmonis dan saling menghormati dengan serikat 
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pekerja, pemeliharaan motivasi karyawan melalui 
remunerasi yang adil dan peluang pengembangan karir. 

3. Menyediakan layanan personel yang memadai bagi 
organisasi untuk memfasilitasi perekrutan, motivasi dan 
pengembangan karyawan yang memadai dan sesuai di 
semua tingkatan. 
Layanan personel meliputi: 
a) layanan rekrutmen-mengiklankan, menyiapkan 

analisis pekerjaan, kandidat daftar pendek, 
b) melakukan seleksi wawancara, dll; 
c) prosedur penilaian -formulir penilaian, tabel waktu 

untuk penilaian, pemeliharaan catatan; 
d) hubungan karyawan-mengorganisir manajemen-rapat 

serikat pekerja, mencatat, memberikan informasi yang 
relevan tentang tingkat pembayaran, memantau 
keluhan dan Prosedur disipliner; 

e) layanan pelatihan untuk kinerja pekerjaan dan 
pengembangan staf yang lebih baik; Dan 

f) layanan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan 
melalui penyediaan fasilitas kesejahteraan dan karir, 
dan memelihara catatan keselamatan. 

4. Menasihati manajer organisasi tentang konsekuensi 
manusia dari perubahan.  
Kegiatan ini diharapkan dapat membekali staf untuk 
beradaptasi dengan perubahan organisasi. Personel ini 
fungsi, disebut sebagai Pengembangan Organisasi (OD) 
mempersiapkan karyawan untuk pengakuan dan 
penerimaan perubahan dengan menjelaskan kemungkinan 
implikasi perubahan organisasi dan juga kepada karyawan. 
Misalnya, pengenalan Computer Aided Pembelajaran (CAI) 
di sekolah-sekolah tentunya membutuhkan pelatihan 
khusus dari guru-guru baru ini teknologi. Teknologi baru 
ini dapat menimbulkan masalah pada peluang pelatihan, 
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redudansi, penghematan, pengaturan gaji baru, dan 
masalah personel lainnya. Personel di lingkungan sekolah 
mengacu pada semua orang yang berkepentingan dengan 
sekolah di satu bentuk tanggung jawab atau lainnya. 
Personel sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 
staf pengajar dan staf non-pengajar. Tenaga pengajar 
adalah guru-guru, sedangkan tenaga non-pengajar meliputi 
tenaga administrasi sekolah seperti bendaharawan, juru 
tulis, petugas juru tulis, asisten kantor, pengemudi, tukang 
kebun, penjaga gerbang dan penjaga keamanan. Tugas 
utama mereka (terutama para guru) adalah untuk 
membawa perubahan yang diinginkan pada siswa. Sejak 
kualitas pendidikan tergantung pada jumlah dan kualitas 
personelnya, manajer personalia sekolah dihadapkan 
dengan tanggung jawab menempatkan orang yang tepat 
pada pekerjaan yang tepat. 

 
Fungsi personel sekolah seperti yang diidentifikasi oleh 

Adesina (1980), antara lain merekrut secara memadai dan staf 
yang berkualitas, mengembangkan dan mempertahankan staf 
sehingga mereka mampu dan mau untuk memberikan layanan 
pendidikan yang efektif dan efisien kepada siswa dalam sistem 
sekolah. 

Secara khusus, fungsi tersebut meliputi rekrutmen, 
seleksi, induksi, kompensasi, penilaian, pengembangan, 
disiplin, motivasi, konseling dan promosi personil di sistem 
sekolah. Oleh karena itu, agar setiap sekolah dapat berfungsi 
secara efektif, ada kebutuhan akan personel departemen 
dibebankan dengan tanggung jawab melakukan fungsi-fungsi 
personil yang disebutkan. 
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7.2 Layanan Manajemen Personalia dalam Sistem 
Sekolah 

Untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah, personel 
yang tepat harus diamankan, dipertahankan dan 
dikembangkan. Agar hal ini terjadi, prosedur dan langkah-
langkah tertentu harus diambilmenyediakan layanan yang 
diperlukan di sekolah. Layanan ini meliputi: 
1. Perekrutan dan seleksi staf; 
2. Program pelatihan dan pengembangan staf; 
3. Kompensasi dan kesejahteraan staf; 
4. Penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk tujuan 

sebagai berikut: 
(a) Promosi; 
(b) Penurunan pangkat; 
(c) Transfer; 
(d) Disiplin; 
(e) Penghentian; 
(f) Pemberhentian staf; atau 
(g) Pensiun. 

 

7.3 Rekrutmen dan Seleksi 
Rekrutmen mengacu pada kegiatan atau operasi yang 

dilakukan oleh administrator sekolah melakukan dengan 
maksud untuk menarik dan mengamankan personel dengan 
kualitas yang diinginkan dan dalam kuantitas yang diinginkan 
untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Perekrutan, menurut 
Ogunsaju (1990), adalah proses penjaringan pelamar/kandidat 
yang memenuhi syarat untuk mengisi kekosongan posisi dalam 
suatu organisasi, Rekrutmen biasanya didahului dengan 
penentuan-tenaga kerja persyaratan yang menunjukkan posisi 
kosong dan analisis pekerjaan yang menunjukkan kualifikasi, 
kompetensi dan karakteristik lain dari pelamar yang 



 

132 

diperlukan untuk kinerja yang efektif oleh para calon 
karyawan. 
Ada dua sumber perekrutan, yaitu: 
a) Sumber internal - terbatas hanya pada orang-orang di 

dalam organisasi (biasanya melalui promosi); dan 
b) Sumber eksternal - melalui iklan untuk posisi kosong 

kepada orang-orang di dalamnya dan di luar organisasi 
 
Sumber eksternal tersebut meliputi: 
3. Media-radio, televisi dan surat kabar; 
4. Agen tenaga kerja, mis. Kementerian Tenaga Kerja dan 

Produktivitas/Dinas Tenaga Kerja; Kantor Penempatan 
Perguruan Tinggi (mirip dengan Kantor Kemahasiswaan) 
di mana hasil finalis disimpan dan organisasi menghubungi 
kantor jika terjadi setiap lowongan; 

5. Kedutaan Besar - untuk posisi eksekutif atau jabatan tinggi. 
Kedutaan dapat melakukan wawancara seleksi dan kirim 
daftar pelamar yang berhasil ke luar negeri atau atur untuk 
wawancara yang akan dilakukan oleh negara. 

7. Referensi dan walk-in — referral adalah pelamar yang 
diarahkan oleh orang lain ke mana lowongan ada 
sementara walk-in adalah pencari kerja putus asa yang, 
dengan sertifikat di tangan, pergi dari satu kantor ke 
kantor lain untuk mencari pekerjaan. Agar iklan pekerjaan 
menjadi efektif (mis. menarik calon yang tepat dalam 
jumlah yang cukup), itu harus dapat: 
(a) Memberikan perincian tentang posisi yang kosong dan 

organisasi tempatnya bekerja; 
(b) Memberikan informasi tentang semua kebutuhan 

pribadi yang penting dan diinginkan dari 
Pelamar; 
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(c) Aku aku aku. Sebutkan kondisi utama pekerjaan 
(terutama gaji) dan siapa yang harus diarahkan 
aplikasi 

 
Kemudian, formulir aplikasi yang komprehensif dan 

terperinci disiapkan, cukup rinci untuk membuat penilaian 
objektif pada pelamar kecuali pada penampilan fisik. Namun, 
aplikasi 4. surat mungkin diperlukan dari pelamar. Melihat 
melalui aplikasi, itu daftar kandidat yang cocok ditarik dan 
diundang untuk wawancara seleksi. Proses ini diketahui 
sebagai daftar pendek. 

Seleksi adalah proses membuat perbandingan di antara 
pelamar dan memutuskannya yang akhirnya dibutuhkan oleh 
pekerjaan. Tujuan utama dari seleksi/oleh karena itu, adalah 
untuk dapat membuat tawaran yang dapat diterima untuk 
pelamar yang tampaknya paling cocok untuk pekerjaan yang 
diiklankan.  

Metode seleksi setelah evaluasi formulir aplikasi 
meliputi wawancara, psikologis pengujian dan tes kinerja, 
sesuai tuntutan situasi. Penerimaan penawaran dari pekerjaan 
diikuti oleh penempatan - menempatkan karyawan baru pada 
pekerjaan. 
 

7.4 Program Pelatihan dan Pengembangan Staf 
Ini adalah kegiatan pengembangan profesional yang 

dilakukan oleh personel sekolah untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka untuk mendidik 
anak secara lebih efektif. Segera tujuan pengembangan staf-
adalah untuk meningkatkan kinerja mereka dengan mengajar 
dan tanggung jawab manajemen, sedangkan tujuan akhir 
adalah peningkatan pengajaran dan pembelajaran. Adesina 
(1988) mengidentifikasi empat jenis program pengembangan 
tersebut dalam sistem pendidikan. 
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Ini adalah: 
1. Program yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan 

staf pada saat pengangkatan. 
Awal pengembangan staf adalah induksi atau orientasi. Ini 
adalah jenis pelatihan diberikan kepada karyawan baru 
untuk memberi mereka awal yang baik. Staf baru perlu 
diperkenalkan secara formal ke dalam sistem sekolah 
untuk meminimalkan, masalah awal penyesuaian yang 
biasanya menghadapi anggota staf baru. Program induksi 
terbagi dalam dua kategori, yaitu program penyesuaian 
informasional dan pribadi. Program informasi terkait 
dengan materi seperti gaji dan jadwal kerja, fasilitas 
khusus, waktu istirahat dan lainnya informasi tentang 
sekolah dan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan program 
penyesuaian pribadi untuk memastikan interaksi yang 
bermakna antara staf baru dan orang lain (rekan kerja, 
siswa, orang tua, dll) untuk siapa dan dengan siapa dia 
akan bekerja. Program induksi bisa bertahan selama antara 
satu hari dan satu minggu dan melibatkan kegiatan seperti 
kunjungan, seminar dan pertemuan. 

2. Program yang memungkinkan staf pengajar menghadapi 
tantangan yang timbul dari inovasi di 
kurikulum sekolah. 
Program-program ini disesuaikan dengan sifat dinamis 
harapan masyarakat dari pendidikan. Misalnya, 
permintaan masyarakat akan kemajuan teknologi 
menyebabkan pengenalan sistem pendidikan 6-3-3^1 di 
Nigeria. Tingkat sekolah menengah pertama dari sistem 
pendidikan membutuhkan penggunaan peralatan dan 
mesin ilmiah, teknis dan teknologi yang berbeda. 
Guru dan teknisi yang relevan harus dilatih dan masih 
dilatih di bidang ini. Dalam nada yang sama, pengenalan 
sistem penilaian berkelanjutan siswa bersama 6-3-3-4 
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sistem yang diperlukan-pelatihan guru mata pelajaran dan 
konselor sekolah dalam tekniknya. Itu Pengenalan program 
Pendidikan Dasar Universal (UBE) baru-baru ini akan 
sama-sama mensyaratkan hal itu lebih banyak guru dilatih 
terutama di bidang penggunaan peralatan ilmiah dan 
teknis. 
Selain itu, penekanan global yang sedang berlangsung pada 
teknologi informasi telah mengakibatkan masuknya 
pendidikan komputer dalam kurikulum sekolah beberapa 
sekolah seperti Perguruan tinggi Negeri dan beberapa 
sekolah swasta. Mudah-mudahan, pada saat pendidikan 
komputer termasuk dalam kurikulum semua sekolah 
menengah (dan mungkin sekolah dasar), guru harus 
demikian terlatih dalam teknologi computer 

3. Program yang memungkinkan non-profesional menjadi 
profesional. 
Pengajaran bersifat teknis karena pelatihan khusus 
diperlukan di bidang perkembangan anak, psikologi anak, 
teori pembelajaran, metodologi pengajaran, prosedur 
evaluasi murid dan  prinsip umum dan praktik pendidikan. 
Guru yang tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam 
hal ini daerah tidak memiliki keterampilan yang diperlukan 
untuk mengajar. Untuk memperbaiki kekurangan ini, 
misalnya, sebagian besar universitas menjalankan 
Postgraduate Diploma in Education (PGDE) untuk lulusan 
guru non-profesional. 
Program yang memungkinkan perolehan kualifikasi yang 
lebih tinggi. 
Ini melibatkan studi di institusi pembelajaran yang lebih 
tinggi untuk sertifikat / gelar seperti Gelar sarjana. Gelar 
Magister dan Doktor." Kualifikasi yang lebih tinggi adalah 
untuk tanggung jawab dan status yang lebih besar. Bidang 
utama program pengembangan untuk administrator 
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sekolah meliputi keterampilan instruksional, keterampilan 
manajemen, kemampuan hubungan manusia dan 
keterampilan kepemimpinan. Staf pendukung juga 
diberikan pelatihan dan pengembangan staf melalui on-the-
job training dan off-the-job training seperti seminar, 
lokakarya dan kuliah yang diberikan di sekolah-sekolah 
dan pusat-pusat khusus. 

 

7.5 Kompensasi dan Kesejahteraan Staf 
Kompensasi berkonotasi totalitas imbalan atas tugas 

yang dilakukan oleh seorang karyawan. Yaitu mencakup 
imbalan finansial dan nonfinansial dan berhubungan langsung 
dengan pengakuan yang diberikan tenaga kerja dan penyediaan 
sarana penghidupan. Layanan kesejahteraan staf termasuk, 
sebagai tambahan administrasi gaji, tunjangan lain seperti 
promosi, masa kerja, cuti, kesempatan pengembangan, dan 
langkah-langkah kesehatan dan keselamatan yang tepat. 

Sekolah modern adalah institusi yang sangat kompleks. 
Oleh karena itu, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan 
semua orang yang berpartisipasi dalam kehidupan sekolah 
harus menjadi perhatian besar administrator sekolah. 
Langkah-langkah kesehatan dan keselamatan meliputi: 
a) keamanan tempat kerja yang wajar; 
b) sarana akses yang aman untuk bekerja; Dan 
c) sistem kerja yang aman dalam hal sesama pekerja, dan 

penanganan, penyimpanan dan  pengangkutan barang dan 
bahan. Penyediaan yang memadai dari layanan ini 
membantu dalam memotivasi staf menuju kinerja 
maksimum dan tujuan akhir pencapaian. 
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7.6 Penilaian Kinerja 
Ini adalah proses di mana atasan langsung karyawan 

menilai tingkat efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan 
tugas yang diberikan kepada mereka menuju tujuan 
perusahaan. Itu penilaian kinerja karyawan dilakukan secara 
sistematis dan terencana melalui penggunaan formulir 
penilaian diisi oleh atasan. Setelah itu, atasan membahasnya 
evaluasi dengan bawahan untuk mengatasi ketidaksepakatan 
dalam peringkat danrekomendasi, setelah itu bawahan 
menandatangani formulir. 

Karena keterbukaan dan partisipasi bawahan yang 
terpengaruh, penilaian lebih mungkin dilakukan 
menjadi urusan pemecahan masalah bersama, bukan 
'panggilan untuk bertanggung jawab' oleh atasan. penilaian 
staf, oleh karena itu, izinkan staf untuk mengetahui kekurangan 
mereka, dan untuk mengidentifikasi perusahaan pendidikan 
kebutuhan pelatihan dan pengembangan staf: 
Tujuan penilaian antara lain: 
a) Mengidentifikasi tingkat kinerja pekerjaan individu saat 

ini; 
b) Mengidentifikasi tingkat kekuatan dan kelemahan individu 

saat ini; 
c) Memungkinkan karyawan untuk meningkatkan kinerja 

mereka; 
d) Memberikan dasar untuk memberi penghargaan kepada 

karyawan sehubungan dengan kontribusi mereka terhadap 
organisasi 

e) Sasaran; 
f) Memotivasi individu (misalnya melalui promosi); 
g) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan; 
h) Mengidentifikasi potensi kinerja; dan 
i) Memberikan informasi untuk perencanaan suksesi. 
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Penilaian dapat digunakan untuk tujuan berikut: 
(a) Promosi/penurunan; 
(b) Pemindahan; 
(c) Disiplin; 
(d) Pensiun. 
 

Promosi mengacu pada mobilitas ke atas dari seorang 
karyawan yang disertai dengan lebih besar tanggung jawab dan 
status yang lebih tinggi, keterampilan yang lebih besar dan 
peningkatan gaji. Padahal tugas yang diberikan kepada staf 
yang dipromosikan dalam pendidikan tidak boleh berubah, 
gelar dan mungkin tingkat tugasnyadilakukan perubahan. 
Promosi adalah sistem penghargaan positif yang meningkatkan 
moral karyawan dan memotivasi "mereka untuk bekerja lebih 
keras menuju pencapaian tujuan  pendidikan. 

Demosi, di sisi lain, adalah mobilitas ke bawah. Hal ini 
disertai dengan hilangnya tugas, kehilangan hak istimewa dan 
pengurangan pendapatan dan pangkat. Misalnya kepala 
sekolah yang diangkat untuk mengambil status dan tanggung 
jawab guru kelas diturunkan. Biasanya penurunan pangkat 
adalah setelah tindakan disipliner. Tindakan yang dapat 
menyebabkan penurunan pangkat dan jabatan sebagaia 
hukuman pendidikan 

Transfer mengacu pada perpindahan staf dari satu 
area/unit dalam lingkungan pendidikan dengan tugas dan 
pangkat yang sama. Biasanya tujuan transfer adalah untuk 
memperkuat beberapa unit kekurangan staf dalam organisasi 
atau untuk menyuntikkan darah baru ke unit untuk 
ditingkatkan pertunjukan. Staf yang dipindahkan biasanya 
membawa status yang sama ke pos baru dan melakukan tugas 
yang sama. Transfer juga dapat dilakukan sebagai tindakan 
hukuman. 
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Aspek penting dari setiap kebijakan personalia adalah 
menetapkan standar yang sesuai perilaku manajerial 
sehubungan dengan perilaku yang tidak dapat diterima dari 
pihak karyawan (yaitu masalah disiplin). Agar tujuan 
pendidikan tercapai, sekolah tempat Anda beroperasi 
lingkungan yang disiplin. Tindakan ketidakdisiplinan berkisar 
dari pelanggaran ringan seperti keterlambatan hingga 
pelanggaran yang lebih berat seperti; malpraktik ujian dan 
perbuatan asusila dengan siswa. Hukuman itu untuk 
pelanggaran ini juga berkisar dari peringatan lisan sederhana, 
pertanyaan, penangguhan, penurunan pangkat untuk 
pemecatan.  

Pemutusan mengacu pada situasi di mana penunjukan 
karyawan dibawa ke akhir. Hal ini dapat terjadi akibat 
berakhirnya kontrak kerja, redundansi, atau pelanggaran 
ketentuan kontrak. Karyawan seperti itu mungkin masih 
mendapatkan janji temu di pendidikan perusahaan, jika dia 
menginginkannya. 

Pemberhentian adalah situasi di mana seorang 
karyawan dibebaskan dari pekerjaannya dan mungkin tidak 
dipekerjakan kembali di dalam perusahaan pendidikan. Staf 
yang diberhentikan kehilangan semua hak seperti persen dan 
pensiun. Pensiun mengacu pada waktu setelah masa kerja 
seorang karyawan. Itu adalah waktu wajib seseorang harus 
berhenti bekerja (setelah mencapai usia 60 tahun atau 35 
tahun dalam pelayanan, di Layanan Publik Nigeria, misalnya). 
Untuk institusi Tinggi di Indonesia, usia pensiun wajib adalah 
65 tahun. Karyawan juga dapat secara sukarela pensiun setelah 
memasukkan masa kerja. Sistem pensiun, menurut ukeje 
(1991), memberikan institusi sebuah sarana tertib dimana 
layanan anggota staf dapat dihentikan ketika mereka tidak ada 
lagi mampu memberikan layanan yang efektif. Salah satu 
keuntungan penting dari ini kemungkinannya rekrutmen staf 
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yang kompeten dan promosi personel muda yang layak. Itu 
adalah, pension bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 
staf, stabilitas, moral dan kepuasan masyarakat. Dinatara 
manfaat pension adalah pension bagi karyawan dengan masa 
kerja minimal 10 tahun pelayanan dan 45 tahun, dan gratifikasi 
bagi karyawan yang telah bekerja minimal lima tahun. 
 

7.7 Langkah-Langkah Menuju Manajemen 
Personalia Sekolah yang Efektif 

Praktik manajemen personalia yang efektif penting jika 
tujuan sekolah dan tujuan yang ingin dicapai. Salah satu 
langkah untuk mengabadikan personel praktik yang efektif di 
sekolah adalah keterlibatan aktif kepala sekolah dalam 
rekrutmen dan seleksi latihan staf ke sekolah mereka. Padahal 
Dewan Sekolah atau Komisi memutuskan jurusan kebijakan 
dan prosedur seleksi, kepala sekolah sebagai anggota panitia 
seleksi seharusnya', terlibat dalam proses pembuatan 
spesifikasi pekerjaan dan pekerjaan yang tepat deskripsi untuk 
mendapatkan personel yang tepat. Kepala sekolah juga harus 
terlibat aktif dalam menemukan calon yang memenuhi syarat, 
melalui penilaian calon kandidat dan evaluasi pekerjaan 
mereka yang membutuhkan persiapan dan pengalaman yang 
setara. Insentif perbedaan di antara kelas gaji (misalnya 
Sarjana, Magister dan pemegang gelar Doktor) harus cukup 
menarik untuk mendorong kemajuan pendidikan. Peluang juga 
harus disediakan bagi pribadi untuk mendapatkan 
ketidakseimbangan keuangan terus menerus untuk kinerja 
yang memuaskan, selama seluruh periode layanan. 

Selain itu, administrator sekolah harus mendapat 
informasi tentang hal-hal lain yang relevan fungsi seperti 
penilaian kinerja staf yang dapat digunakan untuk berbagai 
tujuan seperti promosi, pelatihan dan pengembangan staf, dan 
disiplin. Layanan personel ini seharusnya berdasarkan 
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penilaian yang adil atas kinerja dan perilaku staf. Selain itu, 
personel yang efektif manajemen mewajibkan kepala sekolah 
untuk memahami kewajiban kontrak staf mereka dan untuk 
mencari nasihat hukum dari otoritas yang tepat ketika ada 
keraguan tentang hal itu bentuk tindakan yang tepat untuk 
menerima sehubungan dengan kondisi layanan untuk staf. 
 

7.8 Kesimpulan 
Sebuah sekolah harus bekerja dengan sumber daya 

manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. 
Sumber daya manusia ini beroperasi dengan kebijakan dan 
praktik pribadi yang pasti. Oleh karena itu, yang terpenting 
adalah program personel yang adil dan memadai akan tekanan 
hukuman dan pengangkatan personel berbakat, pelatihan dan 
pengembangan tenaga tersebut dan menyediakan kondisi kerja 
yang menarik dan kondusif serta aman kepemimpinan yang 
meningkatkan moral pribadi yang terlibat untuk bersalah dan 
ingin tetap bertahanpekerjaan. Secara khusus, dalam upaya 
untuk menarik pemuda dan pemudi berbakat ke dalam 
pengajaran profesi, kondisi kerja guru perlu ditingkatkan, 
misalnya melalui peningkatan gaji, prestise dan lingkungan 
pengajaran yang memotivasi untuk memastikan kesuksesan 
guru dari standar budaya hidup. Secara khusus, jadwal gaji 
personel sekolah harus menawarkan stimulasi profesional 
melalui insentif untuk peningkatan persiapan. 

Selanjutnya, perlakuan yang adil harus diberikan kepada 
guru-guru yang memiliki kualifikasi dan pengalaman. 
Penghasilan guru juga harus bersaing dengan pekerjaan lain 
kelompok spesifikasi. Di mana ini sulit (seperti kebanyakan 
kasus di primer dan sekolah menengah), kepala sekolah harus 
meminta personil dari spesialisasi tertentu dan pengalaman 
untuk kebutuhan khusus di sekolah dan Dewan Sekolah harus 
mengirimkan secara memadai staf yang berkualitas dan 
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berpengalaman tepat ke sekolah-sekolah seperti yang 
diperlukan. 

Setelah mengangkat pegawai, perlu adanya penempatan 
yang tepat, yaitu penugasan pekerjaan. Dalam melaksanakan 
penempatan kerja, pertimbangan harus diberikan kepada 
bidang(-bidang) spesialisasi staf untuk memastikan efektivitas 
dalam kinerja pekerjaan yang ditugaskan. Selama induksi, 
selain sosialisasi fisik, berlaku undang-undang pendidikan yang 
menjabarkan kebijakan dan praktik manajemen personalia 
sekolah harus tersedia atau setidaknya menjelaskan kepada 
pegawai baru tersebut. Seorang profesional berhenti menjadi 
efektif jika dia berhenti belajar. Oleh karena itu, program 
pelatihan dan pengembangan in-service harus menjadi fitur 
reguler dari lembaga pendidikan. 

Program tersebut harus mencakup kursus pelatihan 
penyegaran, pendidikan lanjutan dan ulang. Ini program 
memungkinkan personel sekolah untuk memperbarui 
pengetahuan mereka dan mengikuti perkembangan terkini 
temuan penelitian di bidang pendidikan. 
Pertanyaan Tutorial 
1. (a) Apakah manajemen personalia itu? 

(b) Mendiskusikan pentingnya manajemen personalia 
dalam sistem sekolah. 

2. (a) Bagaimana Anda mendefinisikan program 
pengembangan staf 
(b) dalam pengaturan sekolah? (b) Diskusikan tiga 
program tersebut. 

3. (a) Apakah penilaian kinerja itu? 
(b) Jelaskan lima kegunaan penilaian kinerja pada personel 
sekolah. 

4. Diskusikan lima langkah yang mampu memastikan sekolah 
yang efektif manajemen personalia. 
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5. Diskusikan secara singkat empat dari kebijakan personalia 
berikut: 
a. Rekrutmen dan seleksi 
b. Gaji dan tunjangan 
c. Pelatihan dan pengembangan 
d. Hubungan industrial 
e. Motivasi staf. 
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DAFTAR PUSTAKA 
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BAB 8 
BIDANG KURIKULUM 
 
Oleh Rinovian Rais 
 
8.1 Pendahuluan 

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan 
program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga 
penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran 
yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu 
periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata 
pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan 
kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan 
pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja. Lama 
waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan 
maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. 
Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan 
pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam 
kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. 

Kurikukulum adalah perangkat mata pelajaran dan 
program pendidikan yang di berikanoleh suatu lembaga 
penyelenggara pendidikan yang berisikan rancangan pelajaran 
yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu 
periode jenjang pendidikan. Adanya rancangan kurikulum 
merupakan ciri utama pendidikan di sekolah. Kurikulum juga 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan atau 
pengajaran. Dapat kita bayangkan, bagaimana bentuk 
pelaksanaan suatu pendidikan atau pengajaran di sekolah yang 
tidak memiliki kurikulum. Perubahan kurikulum dari waktu ke 
waktu bukan tanpa alasan dan landasan yang jelas, sebab 
perubahan ini disemangati oleh keinginan untuk terus 
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memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas 
sistem pendidikan nasional. Persekolahan sebagai ujung 
tombak dalam implementasi kurikulum dituntut untuk 
memahami dan mengaplikasikannya secara optimal dan penuh 
kesungguhan, sebab mutu penyelenggaraan proses pendidikan 
salah satunya dilihat dari hal tersebut. 
Rumusan Masalah: 
1. Apakah Pengertian kurikulum? 
2. Apa peran kurikulum?  
3. Apa Fungsi dan Tujuan Kurikulum?  
4. Jelaskan Pengembangan Kurikulum?  
5. Jelaskan Manajemen Terhadap Kurikulum ? 

 

8.2 Pembahasan 
Banyak orang yang menganggap kurikulum berkaitan 

dengan bahan ajar atau buku-buku pelajaran yang harus 
dimiliki anak didik, sehingga perubahan kurikulum identik 
dengan perubahan buku pelajaran. Persoalan kurikulum bukan 
hanya persoalan buku ajar, akan tetapi banyak persoalan 
lainnya termasuk persoalan arah dan tujuan pendidikan, 
persoalan materi pelajaran, serta persoalan-persoalan lainnya 
yang terkait dengan hal itu. Istilah kurikulum digunakan 
pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani Kuno 
yang berasal dari kata curir dan curere. Selanjutnya istilah 
kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli 
pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang 
kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda 
itu, ada juga kesamaan. kesamaan tersebut adalah, bahwa 
kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan 
peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. (Sanjaya, 
2008:3) Secara tminologi, istilah kurikulum digunakan dalam 
dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau 
kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna 
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mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat 
dipertanggung jawabkan. Menurut UU No.20 tahun 2003 
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah 
pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar dan cara 
yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggara 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan 
pendidikan nasional. Prof. DR. S. Nasution, M. A. Kurikulum 
sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses 
kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan dan 
tanggung jawab sekolah/lembaga pendidikan. George A. 
Beaucham (1976) Kurikulum diartikan sebagai dokumen 
tertulis yang berisikan seluruh mata pelajaran yang akan 
diajarkan kepada peserta didik melalui pilihan berbagai 
disiplin ilmu dan rumusan masalah dalam kehidupan sehari-
hari. 
5. Kurikulum Sebagai Suatu Program Kegiatan Yang 

Terencana. Berdasarkan pandangan komprehensif 
terhadap setiap kegiatan yang direncanakan untuk dialami 
seluruh siswa, kurikulum berupaya menggabungkan ruang 
lingkup, rangkaian, interpretasi, keseimbangan subject 
matter, teknik mengajar, dan hal lain yang dapat 
direncanakan sebelumnya (Saylor, Alexander, dan Lewis, 
1986). (Hamalik, 2007:5)  

6. Kurikulum Sebagai Hasil Belajar Yang Diharapkan. 
Beberapa penulis kurikulum (Johnson, 1977 dan Posner, 
1982) menyatakan bahwa kurikulum seharusnya tidak 
dipandang sebagai aktivitas, tetapi difokuskan secara 
langsung pada berbagai hasil belajar yang diharapkan 
(intended learning outcomes). Kajian ini menekankan 
perubahan cara pandang kurikulum, dari kurikulum 
sebagai alat (means) menjadi kurikulum srbagai tujuan 
atau akhir yang akan dicapai (ends). Salah satu alasan 
utama adalah karena hasil belajar yang diharapkan 
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merupakan dasar bagi perencanaan dan perumusan 
berbagai tujuan kegiatan pembelajaran. (Hamalik, 2007:6)  

5. Kurikulum Sebagai Reproduksi Kultural (Cultural 
Reproduction). Sekolah bertugas memproduksi 
pengetahuan dan nilai-nilai yang penting bagi generasi 
penerus. Masyarakat, negara atau bangsa bertanggung 
jawab mengidentifikasi keterampilan (skill), pengetahuan 
(knowledge), dan berbagai apresiasi yang akan diajarkan. 
Sementara itu, pihak pendidik profesional bertanggung 
jawab untuk melihat apakah skill, knowledge, dan apresiasi 
tersebut sudah diinformasikan ke dalam kurikulum yang 
dapat disampaikan kepada anakanak dan generasi muda. 
Beberapa contoh dari pandangan kurikulum sebagai 
reproduksi kultural ini adalah berbagai peristiwa patriotik 
dalam sejarah nasional, sistem ekonomi yang dominan 
(komunistik atau kapitalistik), berbagai konvensi 
kebudayaan, kebiasaan, dan aturan adat istiadat (lore dan 
folkways), serta nilai-nilai agama yang ada di berbagai 
sekolah yang bernaung di bawah lembaga keagamaan 
seperti parochial school dan sekolah-sekolah umumnya. 
(Hamalik, 2007:6)  

6. Kurikulum Sebagai Kumpulan Tugas dan Konsep Diskrit. 
Pandangan ini berpendapat bahwa kurikuum merupakan 
satu kumpulan tugas dan konsep (discrete tasks and 
concept) yang harus dikuasai siswa. Dalam hal ini, 
diasumsikan bahwa penguasaan tugas-tugas yang saling 
bersifat diskrit (berdiri sendiri) tersebut adalah untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Biasanya, tujuan yang dimaksud memiliki interpretasi 
behavioral yang spesifik, misalnya mempelajari suatu tugas 
baru atau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. 
Pendekatan ini berkembang dari programprogram training 
dalam bisnis, industri, dan kemiliteran. (Hamalik, 2007:7)  
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7. Kurikulum Sebagai Agenda Rekonstruksi Sosial. Sejauh 
mana keberanian sekolah membangun suatu tatanan sosial 
yang baru (Dare the school build a new social order)? 
Pertanyaan ini merupakan judul karya George S. Counts 
(1932) yang dipandang sebagai salah seorang perintis 
rekonstruksionisme sosial dalam pendidikan. Ide Counts 
tersebut banyak diperjuangkan oleh Theodore Brameld 
dalam dekade 1940-an dan 1950-an, yang banyak 
terispirasi pemikiran Dewey. Pandangan ini berpendapat 
bahwa sekolah harus mempersiapkan suatu agenda 
pengetahuan dan nilai-nilai yang diyakini dapat menuntun 
siswa memperbaiki masyarakat dan institusi kebudayaan, 
serta berbagai keyakinan dan kegiatan praktik yang 
mendukungnya. (Hamalik, 2007:8)  

8. Kurikulum Sebagai Currere. Saalah satu pandangan yang 
paling mutakhir terhadap dimensi kurikulum adalah yang 
pandangan yang menekankan pada bentuk kata kerja 
kurikulum itu sendiri, yaitu currere. Sebagai pengganti 
interpretasi dari etimologi arena pacu atau lomba (race 
course) kurikulum, currere merunjuk pada jalannya lomba 
dan menekankan masing-masing kapasitas individu untuk 
merekonseptualisasi otobiografinya sendiri. Dengan 
demikian, karakter kurikulum membentuk dan dibentuk 
oleh berbagai hubungan eksternal dengan pengetahuan, 
perspektif, dan prakti-praktik dalam domain kependidikan 
lainnya seperti administrasi, supervisi, dasar-dasar 
pendidikan (sejarah dan filsafat pendidikan, termasuk 
sosiologi, politik, ekonomi, antropologi bahkan perspektif 
sastra), studi kebijakan, evaluasi, metodologi penelitian, 
subject areas, jenjang dan tingkatan pendidikan, 
pengajaran, pendidikan khusus, psikologi pendidikan, dan 
sebagainya. Oleh karena beberapa di antara bidang diatas 
memiliki relevansi langsung dengan kurikulum jika 
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dibandingkan dengan bidang lainnya, maka bidang-bidang 
yang lebih relevan tersebut perlu dianalisis secara lebih 
luas dan mendalam. (Hamalik, 2007:8)  
 

8.3 Peran Kurikulum.  
Sebagai program pendidikan yang telah direncanakan 

secara sistematis, kurikulum mengemban peranan yang sangat 
penting bagi pendidikan siswa. Apabila dianalisis sifat dari 
masyarakat dan kebudayaan, dengan sekolah sebagai institusi 
sosial dalam melaksanakan operasinya, maka dapat ditentukan 
paling tidak tiga peranan kurikulum yang sangat penting, yakni 
peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan peranan 
kreatif. Ketiga peranan ini sama penting dan perlu 
dilaksanakan secara seimbang.  
1. Peranan Konservatif. Salah satu tanggung jawab kurikulum 

adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial 
pada generasi muda. Dengan demikian, sekolah sebagai 
suatu lembaga sosial dapat memengaruhi dan membina 
tingkah laku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang 
ada dalam masyarakat,sejalan dengan peranan pendidikan 
sebagai suatu proses sosial. Ini seiring dengan hakikat 
pendidikan itu sendiri, yang berfungsi sebagai sebagai 
jembatan antara para siswa selaku anak didik dengan 
orang dewasa, dalam suatu proses pembudayaan yang 
semakin berkembang menjadi lebih kompleks. Oleh 
karenanya, dalam kerangka ini fungsi kurikulum menjadi 
teramat penting, karena ikut membantu proses tersebut. 
Dengan adanya peranan konservatif ini, maka 
sesungguhnya kurikulum itu berorientasi pada masa 
lampau. Meskipun demikian, peranan ini sangat mendasar 
sifatnya. (Hamalik, 2007:12)  

2. Peranan Kritis atau Evaluatif. Kebudayaan senantiasa 
berubah dan bertambah. Sekolah tidak hanya mewariskan 
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kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih 
berbagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam 
hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol 
sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. 
Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan di 
masa mendatang dihilangkan, serta diadakan modifikasi 
dan perbaikan. Dengan demikian, kurikulum harus 
merupakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu. 
(Hamalik, 2007:12)  

3. Peranan Kreatif. Kurikulum berperan dalam melakukan 
berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif, dalam artian 
menciptakan dan menyususn suatu hal yang baru sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan masa 
mendatang. Untuk membantu setiap individu dalam 
mengembangkan semua potensi yang ada padanya, maka 
kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara 
berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru, yang 
memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga peran 
kurikulum tersebut harus berjalan secara seimbang, atau 
dengan kata lain terdapat keharminisan di antara 
ketiganya. Dengan demikian, kurikulum dapat memenuhi 
tuntutan waktu dan keadaan dalam membawa siswa 
menuju kebudayaan masa depan. (Hamalik, 2007:12) C. 
Fungsi dan Tujuan Kurikulum. Disamping memiliki 
peranan, kurikulum juga mengemban fungsi tertentu. 
Sesuai dengan peran yang haru “dimainkan” kurikulum 
sebagai alat dan pedoman pendidikan, maka isi kurikulum 
harus sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. 
Mengapa demikian? Sebab tujuan yang harus di capai oleh 
pendidikan pada dasarnya mengkristal dalam pelaksanaan 
perannya itu sendiri. Dilihat dari cakupan dan tujuannya 
menurut McNeil (1990) isi kurikulum memiliki empat 
fungsi, yaitu (1) fungsi pendidikan umum (common and 
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general education), (2) Suplementasi (suplementation), (3) 
eksplorasi (exploration), dan (4) Keahlian (specialization). 
(Sanjaya, 2008:12 )  
a. Fungsi Pendidikan Umum (common and general 

education). Fungsi pendidikan umum (common and 
general education), yaitu fungsi kurikulum untuk 
mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi 
anggota masyarakat yang bertanggung jawab. 
Kurikulum harus memberikan pengalaman belajar 
kepada setiap peserta didik agar mampu 
menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan, 
memahami setiap hak dan kewajiban sebagai anggota 
masyarakat dan makhluk sosial. Dengan demikian, 
fungsi kurikulum ini harus diikuti oleh setiap siswa 
pada jenjang dan level atau jenis pendidikan manapun.  

b. (suplementation) Setiap peserta didik memiliki 
perbedaan baik dilihat dari perbedaan kemampuan, 
perbedaan minat, maupun perbedaan bakat. 
Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat 
memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai 
dengan perbedaan tersebut. Dengan demikian, setiap 
anak memiliki kesempatan untuk menambah 
kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai 
dengan minat dan bakatnya. Artinya, peserta didik 
yang memiliki kemampuan di atas rata-rata harus 
terlayani untuk mengembangkan kemampuannya 
secara optimal; sebaliknya siswa yang memiliki 
kemampuan di bawah rata-rata juga harus terlayani 
sesuai dengan kemampuannya.  

c. Eksplorasi (exploration) Fungsi eksplorasi memiliki 
makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan 
mengembangkan minat dan bakat masing-masing 
siswa. Melalui fungsi ini siswa diharapkan dapat 
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belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga 
memungkinkan mereka akan belajar tanpa adanya 
paksaan. Namun demikian, proses eksplorasi terhadap 
minat dan bakat siswa bukan pekerjaan yang mudah. 
Adakalanya terjadi pemaksaan dari pihak luar, 
misalnya para orangtua, yang sebenarnya anak tidak 
memiliki bakat dan minat terhadap bidang tertentu, 
mereka dipaksa untuk memilihnya hanya karena 
alasan-alasan tertentu yang sebenarnya tidak rasional. 
Oleh sebab itu para pengembang kurikulum mesti 
dapat menggali rahasia keberbakatan anak yang 
kadang-kadang tersembunyi. (Sanjaya, 2008:13)  

d. Keahlian (spesialization) Kurikulum berfungsi untuk 
mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan 
keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat 
siswa. Dengan demikian, kurikulum harus memberikan 
pilihan berbagai bidang keahlian, misalnya 
perdagangan, pertanian, industri atau disiplin 
akademik. Bidangbidang semacam itu yang diberikan 
sebagai pilihan, yang pada akhirnya setiap peserta 
didik memiliki keterampilan-keterampilan sesuai 
dengan bidang spesialisasinya. Untuk itu 
pengembangan kurikulum harus melibatkan para 
spesialis untuk menentukan kemampuan apa yang 
harus dimiliki setiap siswa sesuai dengan bidang 
keahliannya. (Sanjaya, 2008:13)  

 

8.4 Pengembangan Kurikulum.  
1. Hakikat Pengembangan Kurikulum Kurikulum merupakan 

salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam 
sistem pendidikan, sebab dalam kurikulum bukan hanya 
dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga 
memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga 
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memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang 
harus dimiliki setiap siswa. Oleh karena begitu pentingnya 
fungsi dan peran kurikulum, maka setiap pengembangan 
kurikulum pada jenjang mana pun harus didasarkan pada 
asas-asas tertentu. Fungsi asas atau landasan 
pengembangan kurikulum adalah seperti pondasi sebuah 
bangunan. Layaknya membangun sebuah gedung, maka 
menyusun sebuah kurikulum juga harus didasarkan pada 
pondasi yang kuat. Kesalahan menentukan dan menysun 
fondasi kurikulum berarti kesalahan dalam menentukan 
kebijakan dan implementasi pendidikan. Apa yang akan 
terjadi seandainya terdapat kekeliruan dalam menentukan 
kebijakan dan mengimplementasikan sistem pendidikan. 
Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses 
penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang 
harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. 
Namun demikian, persoalan mengembangkan isi dan 
bahan pelajaran serta bagimana cara belajar siswa 
bukanlah suatu proses yang sederhana, sebab menentukan 
isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi, misi, 
serta tujuan yang ingin dicapai; sedangkan menentukan 
tujuan erat kaitannya dengan persoalan sistem nilai dan 
kebutuhan masyarakat. Persoalan inilah yang kemudian 
membawa kita pada persoalan menentukan hal-hal yang 
mendasar dalam proses pengembangan kurikulum yang 
kemudian kita namakan asas-asas atau landasan 
pengembangan kurikulum. (Sanjaya, 2008:30-31)  

2. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum. Agar kurikulum 
dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah 
prinsip dalam proses pengembangannya. Di bawah ini akan 
diuraikan sejumlah prinsip yang dianggap penting.  
a. Prinsip Relevasi Kurikulum merupakan rel-nya 

pendidikan untuk membawa siswa agar dapat hidup 
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sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat serta 
membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, 
sikap maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan 
dan harapan masyarakat. Inilah disebut dengan prinsip 
relevasi. Ada dua macam relevasi, yaitu relevasi 
internal dan relevasi eksternal. Relevasi internal 
adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki 
keserasian antara komponen-komponennya, yaitu 
keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi 
atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, 
strategi atau metode yang digunkan serta alat 
penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevasi 
internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. 
Relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian 
anatara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang 
tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan 
tuntutan masyarakat. Ada tiga macam relevansi 
eksternal dalam pengembangan kurikulum yaitu 
relevan dengan lingkungan hidup peserta didik, 
relevan dengan perkembangan zaman baik sekarang 
maupun dengan yang akan datang dan relevan dengan 
tuntutan dunia pekerjaan.(Sanjaya, 2008:39-40)  

b. Prinsip Fleksibilitas Apa yang diharapkan dalam 
kurikulum ideal kadang-kadang tidak sesuai dengan 
kondisi kenyataan yang ada. Bisa saja ketidaksesuaian 
itu ditunjukkan oleh kemampuan guru yang kurang, 
latar belakang atau kemampuan dasar siswa yang 
rendah, atau mungkin sarana dan prasarana yang ada 
di sekolah tidak memadai. Kurikulum harus bersifat 
lentur atau fleksibel. Artinya, kurikulum itu harus bisa 
dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. 
Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit 
dsiterapkan. Prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi: 
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Pertama, fleksibel bagi guru, yang artinya kurikulum 
harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk 
mengembangkan program pengajarannya sesuai 
dengan kondisi yang ada. Kedua, fleksibel bagi siswa, 
artinya kurikulum harus menyediakan berbagai 
kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakaat 
dan minat siswa.(Sanjaya, 2008:40-41)  

c. Prinsip Kontinuitas Prinsip ini mengandung pengertian 
bahwa perlu di jaga saling keterkaitan dan 
kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai 
jenjang dan jenis program pendidikan. Dalam 
penyusunan materi pelajaran perlu dijaga agar apa 
yang diperlukan untuk mempelajari suatu materi 
pelajaran pada jenjang yang lebig tinggi telah diberikan 
dan dikuasai oleh siswa pada waktu mereka berada 
pada jenjang sebelumnya. Prinsip ini sangat penting 
bukan hanya untuk menjaga agar tidak terjadi 
pengulanganpengulangan materi pelajaran yang 
memungkinkan program pengajaran tidak efektif dan 
efisien, akan tetapi juga untuk keberhasilan siswa 
dalam menguasai materi pelajaran pada jenjang 
pendidikan tertentu. Untuk menjaga agar prinsip 
kontinuitas itu berjalan, maka perlu ada kerja sama 
antara pengembang kurikulum pada setiap jenjang 
pendidikan, misalkan para pengembang pendidikan 
pada jrnjang sekolah dasar, jenjang SLTP, jenjang 
SLTA, dan bahkan dengan para pengembang 
kurikulum di perguruan tinggi. (Sanjaya, 2008:41)  

d. Efektifitas Prinsip efektivitas berkenaan dengan 
rencana dalam suatu kurikulum dapaat dilaksanakan 
dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. 
Terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu 
pengembangan kurikulum. Pertama, efektivitas 
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berhubungan dengan kegiatan guru dalam 
melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum 
di dalam kelas. Kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam 
melaksanakan kegiatan belajar. Efektivitas kegiatan 
guru berhubungan dengan keberhasilan 
mengimplementasikan program sesuai dengan 
perencanaan yang telah disusun. Sebagai contoh, 
apabila guru menetapkan dalam satu caturwulan atau 
satu semester harus menyelesaikan 12 program 
pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum, 
ternyata dalam jangka waktu tersebut hanya dapat 
menyelesaikan 4 atau 5 program saja, berarti dapat 
dikatakan bahwa pelaksanaan program itu tidak 
efektif. Efektivitas kegiatan siswa berhubungan dengan 
sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan yang telah 
ditentukan sesuai dengan jangka waktu tertentu. 
Sebagai contoh apabila ditetapkan dalam satu 
caturwulan siswa harus dapat mencapai sejunlah 
tujuan pembelajaran, ternyata hanya sebagiansaja 
dapat dicapai siswa, maka dapat dikatakan bahwa, 
proses pembelajaran siswa tidak efektif. (Sanjaya, 
2008:41-42)  

e. Efesiensi Prinsip rfesiensi berhubungan dengan 
perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya 
yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. 
Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efesiensi yang 
tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal dan 
waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang 
maksimal. Betapa pun bagus dan idealnya suatu 
kurikulum, manakala menuntut peralatan, sarana dan 
prasarana yang sangat khusus serta mahal pula 
harganya, maka kurikulum itu tidak praktis dan sukar 
untuk dilaksanakan. Kurikulum harus dirancang untuk 
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dapat digunakan dalam segalaa keterbatasan. (Sanjaya, 
2008:42)  

3. Landasan Pengembangan Kurikulum. Ada tiga landasan 
pengembangan kurikulum, yakni landasan filosofis, 
psikologis, dan landasan sosiologis-teknologis. Ketuga 
landasan tersebut diuraikan di bawah ini.  
a. Landasan Filosofis dalam pengembangan kurikulum. 

Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari 
kata “philos” dan “sophia”. Philos artinya cinta yang 
mendalam. Dan sophia adalah kearifan atau 
kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat secara harfiah 
dapat diartikan sebagai pandangan hidup suatu 
masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. 
Sebagai suatulandasan fundamental, filsafat memegang 
peranan penting dalam proses peengembangan 
kurikulum.  
Pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan 
pendidikan. Dengan filsafat sebagai pandangan hidup 
atau value system, maka dapat ditentukan mau dibawa 
ke mana siswa yang kita didik itu.  
Kedua, filsafat dapat menentukan isi atau materi 
pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuam 
yang ingin dicapai.  
Ketiga, filsafat dapat menentukan strategi atau cara 
pencapaian tujuan. Fillsafat sebagai sistem nilai dapat 
dijadikan pedoman dalam merancang kegiatan 
pembelajaran.  
Keempat, melalui filsafat dapat ditentukan bagaimana 
menentukan tolak ukur keberhasilan proses 
pendidikan. (Sanjaya, 2008:42-43)  

b. Landasan Psikologis dalam Pengembangan Kurikulum. 
Kurikulum merupakan pedoman bagi guru dalam 
mengantar anak didik sesuai dengan harapan dan 
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tujuan pendidikan. Secara psikologis, anak didik 
memiliki keunikan dan perbedaan-perbedaan baik 
perbedaan minat, bakat, maupun potensi yang 
dimilikinya sesuai dengan tahapan perkembangannya. 
Dengan alasan itulah, kurikulum harus memerhatikan 
kondisi psikologi perkembangan dan psikologi belajar 
anak. Pemahaman tentang anak bagi seorang 
pengembang kurikulum sangatlah penting. Kesalahan 
persepsi atau kedangkalan pemahaman tentang anak, 
dapat menyebabkan kesalahan arah dan kesalahan 
praktik pendidikan. (Sanjaya, 2008:48)  

c. Landasan Sosiologis-Teknologis dalam Pengembangan 
Kurikulum. Sekolah berfungsi untuk mempersiapkan 
anak didik agar mereka dapat berperan aktif di 
masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum sebagai alat 
dan pedoman dalam proses pendidikan di sekolah 
harus relevan dengan kebutuhan dan tuntutan 
masyarakat. Dengan demikian dalam konteks ini 
sekolah bukan hanya berfungsi untuk mewariskan 
kebudayaan dan nilai-nilai suatu masyarakat, akan 
tetapi juga sekolah berfungsi untuk mempersiapkan 
anak didik dalam kehidupan masyarakat. Oleh 
karenanya, kurikulum bukan hanya berisi berbagai 
nilai suatu masyarakat akan tetapi bermuatan segala 
sesuatu yang dibutuhkan masyarakatnya. Sehubungan 
dengan penentuan asas sosiologis-teknologis inilah, 
kita perlu mengkaji berbagai hal yang harus 
dipertimbangkan dalam proses menyusun dan 
mengembangkan suatu kurikulum sesuai dengan 
kebutuhan dan tuntutan masyarakat. (Sanjaya, 
2008:55)  
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8.5 Manajemen Dalam Kurikulum.  
1. Pengertian Manajemen Kurikulum Manajemen adalah 

proses bekerja sama antara individudan kelompok serta 
sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi 
adalah sebagai aktivitas majerial (Harsey, 1988:3) 
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 
mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta bahan yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 
(Rusman, 2009:3) Manajemen kurikulum adalah sebuah 
bentuk usaha atau upaya bersama untuk memperlancar 
pencapaian tujuan pengajaran khususnya usaha 
meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Dalam 
upayaupaya tersebut doperlukan adanya evaluasi, 
perencanaan dan pelaksanaan yang merupakan satuan 
rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan 
manajemen pembelajaran ialah suatu sistem dengan 
komponen-komponen yang saling berkaitan. Komponen-
komponen pembelajaran meliputi: peserta didik, guru, 
bahan ajar, kurikulum, srana prasarana, serta strategi 
pembelajaran. Dengan demikian manajemen kurikulum 
dan pembelajaran saling berkaitan satu sama lain dalam 
suatu pendidikan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

2. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum. Manajemen 
kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum 
tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan manajemen berbasis 
sekolah (MBS). Ruang lingkup manajemen kurikulum 
meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan 
kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk 
merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum 
nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan 
kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, 
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sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang 
integritas dengan peserta didik maupun dengan 
lingkungan sekolah. (rusman, 2009:4).  

4. Prinsip Manajemen Kurikulum. Terdapat 5 prinsip yang 
harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen 
kurikulum, yaitu:  
a. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam 

kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus 
dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. 
Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat 
mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum 
harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.  

b. Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum 
harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan 
pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang 
seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh 
tanggung jawab untuk mencapi tujuan kurikulum.  

c. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan 
dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya 
kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang 
terlibat.  

d. Efektivitas dan efesiensi, rangkaian kegiatan 
manajemen kurikulum harus mempertimbangkan 
efektivitas dan efesiensi untuk mencapai tujuan 
kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum 
tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, 
tenaga, dan waktu yang relatif singkat.  

e. Mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan 
dalam kurikulum,proses manajemen kurikulum harus 
dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi dan 
tujuan kurikulum. Selain prinsip-prinsip tersebut juga 
perlu dipertimbangkan kebijaksanaan pemerintah 
maupun departemen pendidikan nasional, seperti 
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USPN No.20 tahun 2003, kurikulum pola nasional 
pedoman penyelenggaraan program kebijaksanaan 
penerapan manajemen berbasis sekolah, 
kebijaksanaan penerapan manajemen kurikulum 
tingkat satuan pendidikan (KTSP), keputusan dan 
peraturan pemerintah yang berhubungan dengan 
lembaga pendidikan atau jenjang/jenis sekolah yang 
bersangkutan. Dalam proses pendidikan perlu 
dilaksanakan manajemen kurikulum agar 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum 
berjalan lebih efektif, efesien dan optimal dalam 
memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman 
belajar, maupun komponen krikulum. (Rusman, 
2009:4)  

5. Fungsi manajmen Kurikulum.  
a. Meningkatkan efesiensi pemanfaatan sumber daya 

kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen 
kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan 
yang terencana dan efektif.  

b. Meningkatkan keadilan (equity) dan kesempatan pada 
siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, 
kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta 
didik tidak hanya melalui kegiatan intrakulikuler, 
tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan 
kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam 
mencapai tujuan kurikulum.  

c. Meningkatkan relevansi dan efektifitas pembelajaran 
sesuai denan kebutuhan peserta didik maupun 
lingkungan sekitar peserta didik, kurikulum yang 
dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan 
dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik 
maupun lingkungan sekitar.  
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d. Meningkatkan efektifitas kinerja guru maupun 
aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, 
pengelolaan kurikulum yang professional, efektif, dan 
terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru 
maupun aktivitas siswa dalam belajar.  

e. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas proses belajar 
mengajar, proses pembelajaran selalu dipantau dalam 
rangka melihat konsistensi antara desain yang telah 
direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. 
Dengan demikian, ketidak sesuaian antara desai 
dengan implementasi dapat dihindarkan. Disamping 
itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk 
melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien 
karena adanya dukungan kondisi positif yang 
diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.  

 
Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu 

mengembangkan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara 
profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam 
mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan 
dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah 
setempat. (Rusman, 2009:5)  
Tugas pokok Kurikulum 
 Menyusun program pengajaran. 
 Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. 
 Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. 
 Menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian 

akhir. 
 Menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan 

ketamatan. 
 Mengatur jadwal penerimaan rapor dan STTB. 
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Sejarah Pergantian Kurikulum di Indonesia 
 Kurikulum 1947 (Rentjana Pelajaran 1947) 
 Kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai 1952) 
 Kurikulum 1964 (Rentjana Pendidikan 1964) 
 Kurikulum 1968 (Ciri Kurikulum 1968 adalah materi pada 

jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi atau 
keterkaitan untuk jenjang pendidikan selanjutnya 
(correlated subject curriculum). 

 Kurikulum 1975 (metode, materi, dan tujuan pengajaran 
dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional 
(PPSI). 

 Kurikulum 1984. (konsep pembelajaran Cara Belajar Siswa 
Aktif (CBSA). 

 Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 
(Kurikulum 1994 serta Suplemen Kurikulum 1999 dibuat 
dari hasil kombinasi Kurikulum 1975 dan 1984. Akan tetapi, 
penerapan kurikulum itu dihujani kritik oleh kalangan 
praktisi pendidikan hingga orangtua pelajar. Sebabnya 
adalah materi pembelajaran dinilai terlampau berat dan 
padat 

 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 (Kurikulum 
itu menitikberatkan pada kompetensi tiga unsur pokok, 
yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-
indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan 
pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran 
bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dengan kurikulum 
itu, sekolah diberi kewenangan menyusun dan 
mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan 
kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik dari yang 
mulanya berbasis materi menjadi kompetensi. 

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 
Kurikulum itu diterapkan sejak pemberlakuan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
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nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan 
Pemerintah No 10 tahun 2003. Meski kurikulum itu hampir 
sama dengan KBK 2004, tetapi prinsip penyusunannya 
menggunakan konsep desentralisasi pada sistem 
pendidikan. Pemerintah hanya menetapkan standar 
kompetensi dan kompetensi dasar, lalu guru diminta 
mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi 
sekolah dan peserta didik di daerah masing-masing. 

 Kurikulum 2013 (K-13) Kurikulum 2013 (K-13) diterapkan 
oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum 2006 
(KTSP). Pada tahun ajaran 2013/2014, tepatnya sekitar 
pertengahan tahun 2013, Kurikulum 2013 diterapkan secara 
terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas I dan IV 
untuk tingkat Sekolah Dasar, kelas VII untuk SMP, dan kelas 
X untuk jenjang SMA/SMK. Sedangkan pada 2014, 
Kurikulum 2013 sudah diterapkan di Kelas I, II, IV, dan V 
sedangkan untuk SMP Kelas VII dan VIII dan SMA Kelas X 
dan XI. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah 
sebanyak 6.326 sekolah tersebar di seluruh provinsi di 
Indonesia. Kurikulum 2013 memiliki empat aspek penilaian, 
yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, 
dan perilaku. Di dalam Kurikulum 2013, terutama di dalam 
materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan 
dan materi yang ditambahkan. 

 Kurikulum Merdeka Belajar 2022-2024. ini menjadi opsi 
tambahan dalam rangka pemulihan pembelajaran 
selama 2022-2024. Selain itu, Kemendikbud Ristek juga 
akan melakukan pengkajian ulang di tahun 2024 mendatang. 
 

8.6 Kesimpulan 
Persoalan kurikulum bukan hanya persoalan buku ajar, 

akan tetapi banyak persoalan lainnya termasuk persoalan arah 
dan tujuan pendidikan, persoalan materi pelajaran, serta 
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persoalan-persoalan lainnya yang terkait dengan hal itu. Istilah 
kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada 
zaman Yunani Kuno yang berasal dari kata curir dan curere. 
Sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara 
sistematis, kurikulum mengemban peranan yang sangat 
penting bagi pendidikan siswa. Disamping memiliki peranan, 
kurikulum juga mengemban fungsi tertentu. Sesuai dengan 
peran yang haru “dimainkan” kurikulum sebagai alat dan 
pedoman pendidikan, maka isi kurikulum harus sejalan dengan 
tujuan pendidikan itu sendiri. Manajemen kurikulum 
merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP) dan manajemen berbasis sekolah (MBS). 
Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Pada 
tingkat satuan pendidikan kegiatan kurikulum lebih 
mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan 
antara kurikulum nasional (standar kompetensi/kompetensi 
dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang 
bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan 
kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun 
dengan lingkungan sekolah. B. Saran Sesuai dengan 
perkembangan dan ilmu pengetahuan sebaiknya kurikulum 
disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 
Kurikulum perlu dikembangkan secara dinamis sesuai 
dengantuntutan dan perubahan kurikulum harus mengacu 
pada sumber hukum yaitu pancasila dan undang-undang dasar 
1945.  
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BAB 9 
ADMINISTRASI SARANA 
PRASARANA PENDIDIKAN 
 
Oleh Irfan Pathurahman 
 

9.1 Pendahuluan 
Dunia pendidikan membutuhkan kesiapan dalam 

keseluruhan proses bekerja sama dengan dua atau lebih 
individu untuk mencapai tujuan dengan cepat dan berhasil 
dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada 
dikenal sebagai administrasi. Istilah "administrasi" juga dapat 
merujuk pada perusahaan atau tindakan yang terlibat dalam 
melaksanakan rencana untuk mencapai suatu tujuan. Oleh 
karena itu, dapat dikatakan bahwa administrasi adalah tindakan 
yang dilakukan sebagai suatu kelompok untuk mencapai tujuan 
bersama. Pengelolaan lembaga pendidikan untuk sarana dan 
prasarana dirasa mendukung mengejar tujuan pendidikan. 
Proses belajar mengajar paling berhasil bila sarana dan 
prasarana pendidikannya cukup memadai, dengan asumsi 
sarana dan prasarana pelatihan cukup tersedia untuk kebutuhan 
PBM. Layaknya pemerintah yang baik, selalu berupaya 
mengintegrasikan lembaga dan infrastruktur pendidikan di 
semua jenjang dan jenjang pendidikan. 

Banyak aspek yang difungsikan sebagai acuan bagi 
keunggulan dan penentuan kualitas sebuah instansi sekolah. 
Aspek yang dapat digunakan diantaranya proses belajar dan 
mengajar yang terjadi di sekolah, fasilitas sekolah meliputi 
sarana dan prasarana, tingkat profesionalitas guru dan tenaga 
pendidik, prestasi akademik dan kualitas dari sistem manajemen 
sekolah yang dijalankan. Proses belajar dan mengajar adalah inti 
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atas sebuah proses pemberian ilmu atau mendidik siswa. Bidang 
pendidikan adalah langkah yang tepat untuk dapat 
memunculkan manusia terdidik diantara dunia yang penuh 
tantangan menurut Mulyadi, dalam  (Laila, 2022). Persiapan 
manusia dalam bidang edukasi atau pendidikan sangat penting 
dilakukan dari usia dini yaitu pendidikan dasar, menengah 
hingga tinggi. Dalam memenuhi keinginan dibidang edukasi, 
peran fasilitas pendidikan sangatlah utama yaitu untuk 
mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Bahan ajar adalah segala sesuatu yang dipakai oleh 
kalangan pendidik dan peserta didik dalam sebuah aktivitas 
pendidikan. Ini termasuk di dalam nya dengan perangkat keras 
dan perangkat lunak. Perangkat keras seperti gedung sekolah 
dan peralatan laboratorium serta perangkat lunak seperti 
kurikulum, metode dan manajemen pendidikan. Fasilitas seperti 
gedung, perpustakaan dan bahan ajar sangat erat kaitannya 
dengan kualitas suatu sekolah, apalagi jika menyangkut bahan 
ajar seperti fisika, biologi, anatomi dan geografi. Upaya 
manajemen diperlukan untuk membuat lembaga pendidikan ini 
berfungsi. Manajemen yang berarti menggunakan semua 
sumber daya yang tersedia untuk memproses, mengatur, dan 
melakukan sesuatu yang diinginkan. 

Hersey dan Blanchard berpendapat bahwa manajemen 
adalah serangkaian aktivitas dari sebuah proses program 
kerjasama di antara beberapa personalia individu, kelompok, 
dan berbagai macam kemampuan lainnya dalam mencapai arah 
dari sebuah organisasi dengan macam aktvitas kegiatan 
manajerial. Bisa dikemukakan juga, kegiatan administrasi hanya 
dilihat dalam konteks kedua organisasi tersebut, seperti asosiasi 
bisnis, pemerintah, sekolah, industri, dan rumah sakit. 

Kualitas sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan 
menjadikannya sebagai sebuah faktor krusial kesuksesan 
pelaksanaan program pendidikan. Prasarana dan Prasarana 
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pendidikan adalah lembaga pendidikan yang sangat diperlukan 
bagi proses belajar mengajar di suatu lembaga/satuan 
pendidikan, dan mutu pendidikan itu sendiri perlu terus 
ditingkatkan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Cikal bakal dari pelaksanaan proses dalam 
mengukur kebutuhan dari sarana dan prasarana pendidikan 
untuk mendukungpencapaian keterampilan peserta didik 
seyogyanya sudah tersedia di lembaga pendidikan masing-
masing, dengan harapan dapat berkompetisi dengan cepatnya 
kemajuan teknologi, berkembanganya pengetahuan serta 
derasnya informasi. Penyelenggaraan sarana dan prasarana 
pendidikandibutuhkan dalam membuat dan menyelaraskan 
aktivitas kegiatan belajar dan mengajar dengan baik dan benar. 
 

9.2 Landasan Ideal dan Landasan Normatif  
Manajemen prasarana dan sarana di lingkungan 

lembaga pendidikan dilandasi oleh hasrat bahwa, prasarana 
dan sarana yang dimiliki diupayakan selalu terpelihara, 
mengalami perbaikan, dan peningkatan kualitas 
pemanfaatannya. Manajemen sarana dan prasarana fisik 
dirancang sedemikian, sehingga diharapkan: 
1. Sesuai dengan visi dan misi dan tujuan lembaga pendidikan 

tersebut. 
2. Menjadi akselerator ke arah menuju pengelolaan sarana 

dan prasarana yang handal dan profesional; 
3. Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan 

sarana dan prasarana khususnya untuk kepentingan 
penyelenggaraan akademik; 

4. Selaras dengan kebutuhan lingkungan internal lembaga 
pendidikan 

5. Menjadi sumber proses pembelajaran pengelolaan 
prasarana dan sarana yang sesuai tuntutan normatif; 



 

172 

6. Meningkatkan terciptanya suasana akademik yang 
kondusif bagi semua pihak; 

7. Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, 
keamanan, kenyamanan, dan daya tampung/pemanfaatan 
beban, kekuatan fisik, dan kemudahan; 

8. Menonjolkan unsur pelayanan yang semaksimal mungkin 
baik bagi civitas akademika maupun pihak lain yang 
berkenaan dengan sarana dan prasarana 

9. Mampu menciptakan pengelolaan prasarana dan sarana 
fisik yang baik (Good Practices), dan dengan upaya 
perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement). 

 
Landasan normatif pengelolaan sarana dan prasana 

Pesantren secara umum berpedoman pada: 
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 TAHUN 

2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah 
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah 
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah 
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). 

 
Selain itu, lihat Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 

2005 Ayat 1 dan 2 Bab VII Standar Nasional Pendidikan:  
a) Setiap fasilitas pendidikan harus memiliki barang-barang 

berikut: perabot, alat peraga, buku, dan bahan belajar 
lainnya, bahan habis pakai, serta alat-alat penting untuk 
memelihara lingkungan belajar yang teratur dan 
berkelanjutan. 

b) Setiap fasilitas pendidikan berisi tanah, ruang kelas, kantor 
guru dan pimpinan, perpustakaan, laboratorium, kantin, 
sarana olahraga dan ibadah, tempat bermain, dan ruang 
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lain yang diperlukan untuk menunjang proses belajar 
mengajar secara rutin dan berkesinambungan. 

 

9.3 Hakikat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana  
Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah 

kegiatan pengurusan dan pengaturan sarana dan prasarana 
agar selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan dalam 
rangka mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan mencakup 
daya upaya yang terus menerus  untuk mengusahakan agar 
peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. 

Pada hakikatnya, sarana dan prasarana pendidikan 
adalah fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar guna 
mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Oleh 
karena itu, dalam penggunaan sarana dan prasarana tersebut 
ketika proses belajar mengajar berlangsung, harus digunakan 
dengan sebaik-baiknya agar tidak mengurangi nilai guna dan 
usia pemakaian dari sarana dan prasarana tersebut.  

Untuk melaksanakan hal tersebut, dibutuhkan kegiatan 
pengelolaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang 
dilakukan oleh sekolah agar semua fasilitas yang dimiliki oleh 
sekolah terjaga dengan baik. Di samping itu, hal yang perlu 
mendapat perhatian agar semua sarana dan prasarana sekolah 
selalu dalam kondisi baik dan siap pakai adalah masalah 
pemeliharaan. Jika sarana dan prasarana pendidikan yang ada 
di sekolah terpelihara dengan baik dan dilakukan pemeliharaan 
secara berkala, maka sarana dan prasarana tersebut akan 
selalu dalam kondisi baik dan siap pakai serta semua personel 
sekolah dapat menjalankan tugasnya masing-masing tanpa 
adanya suatu hambatan, sehingga tidak ada sarana dan 
prasarana pendidikan yang rusak dan menghambat kelancaran 
proses pendidikan di sekolah. 
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9.4 Tujuan dan Manfaat Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana 

a. Tujuan Pemeliharaan 
Tujuan pemeliharaan yang utama dapat 

didefinisikan dengan jelas sebagai berikut: 
1. Untuk memperpanjang usia kegunaan aset (yaitu 

setiap bagian dari suatu tempat kerja, bangunan dan 
isinya). 

2. Untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan 
yang dipasang untuk produksi atau jasa. 

3. Untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh 
peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat 
setiap waktu. 

4. Untuk menjamin keselamatan orang yang 
menggunakan alat tersebut. 

Selain itu, pemeliharaan sarana dan prasarana 
pendidikan juga bertujuan agar kekayaan yang besar 
nilainya itu memperoleh pengamanan yang baik. 

b. Manfaat Pemeliharaan 
Pemeliharaan yang baik akan memberikan manfaat yang 
baik, yaitu   
1. Jika peralatan terpelihara baik, umurnya akan awet 

yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian 
dalam waktu yang singkat. 

2. Pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang 
terjadi kerusakan yang berarti biaya perbaikan 
dapat ditekan seminim mungkin. 

3. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan 
lebih terkontrol sehingga menghindar kehilangan. 

4. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka enak 
dilihat dan dipandang, 

5. Pemeliharaan yang baik memberikan hasil 
pekerjaan yang baik. 
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Manfaat bagi pegawai adalah untuk memudahkan pekerjaan 
yang dibebankan kepadanya 
 

9.5 Macam-macam Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana 

Pemeliharaan terdiri dari 5 macam, yakni sebagai berikut: 
1) Pemeliharaan darurat yaitu pemeliharaan tidak terencana. 

Pemeliharaan ini dilakukan karena telah mengabaikan 
pemelihaaan pencegahan. Misalnya, genteng sekolah yang 
tidak pernah diperbaiki dan dibiarkan bocor, saat tiba-tiba 
hujan datang maka akan membanjiri ruangan. Akibatnya 
ruangan tidak dapat dipakai, sehingga harus diperbaiki 
secara mendadak karena kalau tidak diperbaiki, maka akan 
merusak benda yang lainnya. 

2) Pemeliharaan korektif. Pemeliharaan ini dilakukan sesuai 
dengan usia alat. Contoh: suatu alat hanya dapat digunakan 
selama 2 tahun. Ketika usia pemakaian alat tersebut sudah 
habis atau lebih dari waktunya, maka alat tersebut harus 
diperbaharui. 

3) Pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan ini sering disebut 
dengan pemeliharaan terencana. Artinya, pemeliharaan 
yang dilakukan sudah direncanakan sebelumnya dan 
biasanya bersifat terjadwal. 

4) Perawatan yang dilakukan secara berkala atau terus 
menerus. 

5) Penggantian ringan yang dilakukan karena adanya 
kerusakan kecil. 
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9.6 Proses Sarana dan Prasarana 
Ada beberapa prinsip yang harus dipahami untuk 

menerapkan Prasarana Manajemen dengan benar agar tujuan 
dapat dicapai. Prinsip-prinsip tersebut adalah 
a) Prinsip Pencapaian Tujuan. 

Menurut teori ini, manajemen sarana prasarana dilakukan 
dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa semua 
fasilitas sekolah berada dalam kondisi yang layak 
digunakan. Untuk alasan ini, dapat dikatakan bahwa 
administrasi sarana doa telah berhasil jika fasilitas sekolah 
secara konsisten digunakan untuk memenuhi tujuan 
instruksi program. Setiap kali ini terjadi, staf sekolah akan 
menggunakan sarana doa dalam pekerjaan mereka. 
(Sulistyorini, 2009) 

b) Prinsip Efisiensi  
Dengan prinsip efisien di tempat, semua sarana dan 
kampanye doa sekolah dilakukan dengan antusiasme yang 
tulus, memungkinkan siswa untuk memanfaatkan fasilitas 
berkualitas tinggi dengan harga yang cukup rendah. Sesuai 
dengan prinsip efisiensi, semua fasilitas sekolah harus 
dipelihara dengan cara yang aman dan efektif untuk 
mencegah kerusakan.  
Jadi kebutuhan sekolah sepenuhnya ditutupi oleh 
penggunaan dan pemeliharaan teknologi. Petunjuk teknis 
tersebut dikomunikasikan kepada setiap siswa di sekolah 
yang diharapkan akan menggunakannya. Sebagai langkah 
terakhir, jika perlu, Anda harus mulai berbicara dengan 
semua orang. 

c) Prinsip Administrasi 
Di Indonesia, ada beberapa undang-undang yang berkaitan 
dengan prinsip-prinsip dan praktik pendidikan. Salah satu 
contohnya adalah hukum yang mengatur inventarisasi dan 
perencanaan kapasitas negara. Menurut prinsip 
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administrasi, setiap langkah proses untuk memperluas 
kurikulum di sekolah harus selalu mempertimbangkan 
aturan, peraturan, instruksi, dan tugas lainnya yang sudah 
selesai oleh pemerintah. Sebagai aturan, setiap orang yang 
bertanggung jawab untuk mengatur sarana prasarana 
pendidikan harus memahami semua aturan dan peraturan 
perundanga-undangan yang berlaku dan memberitahu 
semua staf sekolah yang mereka harapkan akan 
berpartisipasi dalam perlengkapan pendidikan tersebut  

d) Prinsip Tanggung Jawab. 
Di Indonesia, tidak banyak lembaga pendidikan tinggi yang 
besar dan bergengsi. Karena ukurannya, sarana dan 
prasarananya sangat banyak, yang menyebabkan 
manajemennya mengusir banyak orang. Jika situasi ini 
muncul, harus ada organisasi untuk tugas menyediakan 
pendidikan yang komprehensif. Setiap kewajiban dan niat 
setiap orang yang membutuhkan bantuan harus dinyatakan 
dengan jelas agar organisasi dapat berfungsi. 

e) Prinsi Kekohesifan 
Menurut prinsip kekohesifan, pengelolaan shalul doa di 
sekolah harus dilakukan dengan cara yang sangat memakan 
waktu. Karena itu, bahkan jika setiap orang yang terlibat 
dalam menyelesaikan tugas di tangan sudah diberi tugas 
dan rasa tujuan, mereka harus selalu bekerja sama secara 
efektif. 

 
Ada beberapa prosedur yang dilakukan selama ini yang 

menetapkan standar untuk mengelola sarana prasarana 
pendidikan, termasuk: Perencanaan, Pengadaan, Pengaturan, 
Penggunaan, dan Penghapusan Sarana Prasarana Pendidikan. 
1) Tujuan dan manfaan perencanaan,  

Pengadaan adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk 
menyediakan semua barang, barang dan jasa yang 
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diperlukan untuk melaksanakan tugas. Dengan kata lain, 
merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pengadaan 
peralatan yang telah direncanakan dan dipersiapkan 
sebelumnya. Pembelian bahan-bahan sekolah hendaknya 
dilandasi kejujuran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 
langkah-langkah tersebut. 

2) Penginventarisan 
Inventarisasi lembaga dan prasarana pendidikan memiliki 
dua fungsi. Yang pertama adalah memantau sarana dan 
prasarana dengan memberikan kode komoditas, nama 
komoditas, sumber komoditas, jumlah komoditas, tanggal 
pembelian komoditas, pohon, sumber uang, dan deskripsi 
komoditas. 

3) Pemeliharaan 
Pemeliharaan adalah kegiatan berkelanjutan yang bertujuan 
untuk menjaga aset dalam kondisi baik atau siap untuk 
digunakan. Berdasarkan waktu pelayanan. Perawatan bisa 
harian atau periodik. 

4) Penghapusan 
Saat memindahkan struktur dan infrastruktur, hal-hal 
berikut harus diperhatikan: 1) bangunan sudah tua atau 
rusak tidak dapat diperbaiki 2) biaya perbaikan 
membutuhkan banyak uang 3) secara teknis dan ekonomis 
tidak digunakan seimbang dengan jumlah biaya penanganan 
4) barang dicuri, dibakar, rusak atau hilang (5) 
expired/kadaluwarsa (6) penyusutan melebihi kapasitas 
proses pemeliharaan. 
 

9.6.1 Pengadaan 
Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan 
persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan, Ary H. 
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Gunawan mendefinisikan pengadaan sebagai segala kegiatan 
untuk menyediakan semua keperluan barang/benda/jasa bagi 
keperluan pelaksanaan tugas. Dalam konteks persekolahan, 
pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan 
cara menyediakan semua keperluan barag atau jasa 
berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk 
menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi 
operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana 
pendidikan persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya 
merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana 
dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan 
kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, 
waktu maupun tempat, dengan harga, maupun sumber yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam usaha pengadaan barang, harus direncanakan 
dengan hati-hati agar pengadaannya sesuai dengan apa yang 
diharapkan. Untuk mengadakan perencanaan kebutuhan alat 
pelajaran, dapat melalui tahap-tahap sebagai berikut: 
1) Mengadakan analisis terhadap KBM mana yang 

membutuhkan alat atau media dalam penyampaiannya.  
2) Apabila kebutuhan yang diajukan ternyata melampaui 

kemampuan daya beli atau daya pembuatan, harus 
diadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap alat-alat 
yang mendesak pengadaannya. Kebutuhan yang lain dapat 
dipenuhi pada kesempatan yang lain. 

3) Mengadakan inventarisasi terhadap alat atau media yang 
telah ada. Alat yang sudah ada perlu dilihat kembali, lalu 
mengadakan re-inventarisasi. Alat yang perlu diperbaiki 
atau diubah disendirikan untuk diserahkan kepada orang 
yang dapat memperbaiki. 
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4) Mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran atau media 
uang masih dapat dimanfaatkan, baik dengan reparasi atau 
modifikasi maupun tidak. 

5) Mencari dana (bila belum ada). Kegiatan dalam tahap ini 
adalah mengadakan perencanaan tentang bagaimana cara 
memperoleh dana, baik dari dana rutin maupun nonrutin. 

6) Menunjuk seseorang (bagian perbekalan) untuk 
melaksanakan pengadaan alat. Penunjukan ini sebaiknya 
mengingat beberpa hal, yaitu keahlian, kelincahan 
berkomunikasi, kejujuran, dan sebagainya, dan tidak hanya 
seorang. 

 
Beberapa cara untuk pengadaan sarana dan prasarana 

pendidikan persekolahan adalah sebagai berikut: 
1) Pembelian 
2) Pembuatan sendiri 
3) Penerimaan hibah atau bantuan 
4) Penyewaan 
5) Pinjaman 
6) Pendaurulangan 
7) Penukaran 
8) Perbaikan atau rekondisi 

 
Dalam pengadaan barang, baik yang dilakukan sendiri 

oleh sekolah maupun dari luar sekolah, hendaknya dapat 
dicatat sesuai dengan keadaan dan kondisinya.  

 
9.6.2 Penginventarisasian 

Inventarisasi berasal dari kata inventaris 
(Latin=inventarium) yang berarti daftar barang-barang, bahan, 
dan sebagainya, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan 
adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik 
sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib 
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dan teratur menurut ketentuan dn tata cara yang berlaku. Jadi, 
inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan 
menyusun daftar barang-barang/bahan yang ada  secara 
teratur menurut ketentuan yang berlaku. 

Adapun kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana 
pendidikan meliputi dua hal, yaitu pencatatan perlengkapan 
dan pembuatan kode barang. 
a) Pencatatan perlengkapan 
b) Pembuatan kode barang 

 
9.6.3 Pemeliharaan 

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah 
kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar 
semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan 
siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna 
dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan merupakan 
kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu 
barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap 
digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang 
terus-menerus mengusahakan agar peralatan tersebut tetap 
dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian 
barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. 
Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh 
petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang 
yang dimaksud. 

 
9.6.4 Penghapusan 

Penghapusan adalah kegiatan meniadakan barang-
barang milik lembaga dari daftar inventaris berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku. 
Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan 
pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban 
yang berlaku dengan alasan yang dapat 
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dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, 
penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan 
yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan 
sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan 
prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi 
sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan 
pelaksanaan pembelajaran di sekolah.  

Adapun Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa barang 
yang dapat dihapuskan dari daftar inventaris harus memenuhi 
syarat-syarat di bawah ini: 
1) Dalan keadaan rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi. 
2) Perbaikan akan menelan biaya besar. 
3) Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang 

dengan biaya pemeliharaan. 
4) Tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang. 
5) Barang kelebihan jika disimpan dalam jangka waktu yang 

lama akan rusak. 
6) Ada penurunan efektifitas kerja. 
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Dicuri, terbakar, dan musnah sebagai akibat bencana alam. 
Tabel 9.1 : Buku Inventaris sarana prasarana 

Nomor Spesifikasi Barang 
Bahan 

Asal/cara Tahun  
Ukuran 
Barang Keadaan  Jumlah  

Harga 
Alamat/ 

Ket 
No Kode  Nama/Jenis Merek/ perolehan 

barang 
Perolehan satuan Barang barang Lokasi 

  Barang Barang Tipe 

1  Meja 
meja 
kerja kayu Yayasan 2017 unit Baik 1  

Ruang 
Kepsek Meja Kerja 

2  kursi chitos besi Hibah 2017 unit Baik 1  
Ruang 
Kepsek kursi kerja 

3  telepon  yelink   Hadiah 2016 unit Baik 1  
Ruang 
Kepsek 

komunikasi 
lokal 

4  Almari buku   kayu …… 2005 unit Baik 1  
Ruang 
Kepsek 

tempat 
buku 

5  
papan 
agenda   

white 
bord  2015 unit Baik 1  

Ruang 
Kepsek 

mendata 
agenda 
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Tabel 9.2 : Inventaris Tidak Bergerak 

No 
No 

Buku 
Kode Nama Keterangan Kuantitas Nama 

 
Keadaan 

Urut Induk Barang Barang 
barang (merek, 

type, dll)  
Satuan Pembuatan Barang 

1 
  

Lahan 10.000 1 m2  baik 

2 
  

Gedung A 6.000 1 m2  baik 

3 
  

Lapangan 3.994 1 m2  baik 

4 
  

GOR 1.800 1 m2  baik 

5 
  

Masjid 2.400 1 m2  baik 

6 
  

Halaman 1.320 1 m2  baik 

7 
  

Lahan 
Parkir 64 1 

m2 
 baik 

8 
  

Taman 189 1 m2  baik 
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9.7 Penutup 
Menurut buku kamus tata bahasa Indonesia yang paling 

dasar, segala sesuatu dapat digunakan sebagai alat untuk 
mencapai tujuan atau tugas. Sebaliknya, doa adalah sesuatu 
yang berfungsi sebagai katalis utama untuk setiap proses yang 
diberikan. Pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan 
dengan lancar, teratur, efektif dan efisien dengan Sarana 
Pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam 
proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak 
bergerak. Oleh karena itu, fasilitas pendidikan akan bekerja 
dengan baik jika digunakan secara efektif oleh siswa yang 
termotivasi. 

Dapat disimpulkan bahwa Administrasi Sarana dan 
Prasarana pendidikan adalah sistem prosedur yang 
direncanakan, diimplementasikan, dan dipantau dengan hati-
hati, serta pengembangan alat-alat pendidikan yang tahan lama 
(ready to use) sehingga instruksi dapat dilakukan secara efisien 
dan efektif yang berfunghsi untuk mencapai tujuan 
pelaksanaan pendidikan nasional yang ditetapkan. 

Peralatan dan bahan yang digunakan di lembaga 
pendidikan – khususnya proses belajar hal-hal baru – 
mendukung proses pendidikan secara umum. Setiap 
permohonan untuk pembiayaan pendidikan harus 
mempertimbangkan satu bidang yang terkait dengan sumber 
daya pendidikan. Fasilitas pendidikan khas meliputi semua 
yang digunakan secara pasif untuk mendukung proses 
pendidikan, seperti ruang kelas, ruang studi, bahan kelas, 
mezzanine, kursi, dan lainnya. Sebaliknya, prasarana mengacu 
pada hal-hal yang secara singkat tetapi terus-menerus 
digunakan dalam proses pendidikan, seperti bangunan, tanah 
sekolah, atau jalan yang mengarah ke sekolah. 

Pencapaian program pelatihan melalui proses perolehan 
pembelajaran tergantung pada banyak faktor, antara lain 



 

186 

adanya fasilitas dengan sarana dan prasarana pelatihan yang 
memadai, serta pemanfaatan dan pemeliharaan yang optimal. 
Sarana dan prasarana lembaga pendidikan merupakan inti 
sentral untuk menunjang dan memperlancar proses kegiatan 
pendidikan yang berkaitan dengan belajar mengajar di lembaga 
pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan dan 
pemeliharaan sangat penting untuk mencapai tujuan. Struktur 
di bidang pendidikan merupakan faktor yang sangat penting 
bagi mutu dan keberhasilan pendidikan. Kelengkapan dan 
ketersediaan kesempatan pendidikan di lembaga pendidikan 
berdampak besar pada alur pembelajaran, efisiensi waktu 
belajar dan pencapaian tujuan pendidikan. Secara sederhana, 
manajemen perangkat pendidikan dapat digambarkan sebagai 
proses kolaboratif atau koordinasi untuk mendapatkan hasil 
maksimal dari semua perangkat. 

Berdasarkan pengertian umum tersebut, pengelolaan 
milik sarana dan prasarana pendidikan sekolah pada 
hakekatnya merupakan kegiatan yang menggunakan segala 
sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh lembaga 
pendidikan. Semua fasilitas pelatihan paten harus digunakan 
dan dikelola dengan semaksimal mungkin agar dapat 
menunjang pelaksanaan pembelajaran pada tempatnya, 
sehingga pembelajaran berlangsung secara efektif dan tujuan 
pendidikan dapat tercapai sepenuhnya. 

Pengelolaan kesempatan belajar merupakan hal yang 
sangat penting dalam setiap lembaga pendidikan karena 
pelaksanaan proses pembelajaran memerlukan fasilitas, yaitu 
fasilitas yang menunjang terselenggaranya kegiatan 
pembelajaran. Peningkatan dan pengembangan fasilitas, 
termasuk sarana dan prasarana, membutuhkan banyak langkah 
sulit seperti akuisisi, pemeliharaan, dan pembuangan. 

Pengadaan sarana dan prasarana, peralatan dan 
perlengkapan pelatihan yang terdiri dari prasarana merupakan 
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faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan 
pelaksanaan pembelajaran agar dapat diterapkan secepat 
mungkin. Manajemen fasilitas ditangani oleh staf sekolah dan 
asisten pendidik yaitu guru. Seiring dengan berjalannya 
pelatihan, perlu dilakukan pemutakhiran secara berulang-
ulang di semua bidang, salah satunya di bidang tapak yaitu 
sarana dan prasarana. Akuisisi tempat, yaitu tempat dan 
infrastruktur pelatihan, dilakukan atas permintaan guru yang 
mengembangkan kegiatan atau bahan habis pakai, dan atas 
permintaan guru, dana yang diperlukan 
dipertanggungjawabkan dan disumbangkan ke dukungan 
pendidikan dasar BOSREG. Bantuan Operasi daerah, 
mendukung operasional daerah BOSDA, kegiatan perencanaan 
yang memadai Untuk itu, diharapkan badan publik dapat 
menghadirkan atau menyediakan sekolah dengan kesempatan 
pendidikan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pembelajaran. efektif dan efisien. Pengadaan sarana, termasuk 
sarana dan prasarana, merupakan kelanjutan dari kegiatan 
perencanaan sesuai dengan aspek yang dibutuhkan oleh 
sekolah. Rekrutmen harus didasarkan pada daftar prioritas dan 
alokasi fasilitas untuk program dan aktivitas yang dijalankan 
sekolah. 

Untuk mencegah masalah yang timbul dalam proses 
pengadaan atau dari aturan hukum yang mendasari, perlu 
untuk mempertimbangkan persyaratan prosedur dan prinsip-
prinsip hukum yang relevan. Usaha dalam menghapus atau 
memperluas fasilitas pendidikan yang ada di setiap lembaga 
pendidikan yang diberikan adalah strategi untuk menaikkan 
standar akademik sehingga mereka lebih ketat. 

Lanjutkan dengan perbaikan pada lingkungan belajar, 
lapangan, nama sekolah apa pun yang ada di gedung, kelas, 
ruang latihan, atau laboratorium, serta perbaikannya ke 
perpustakaan. Dengan mengikuti Tahap Penganggaran 
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Program di sektor fasilitas, fasilitas Pendanaan Pengadaan yang 
terdiri dari Sarana dan juga Prasarana Pendidikan 
dilaksanakan. Biaya yang sudah dibuat akan diselesaikan 
dengan menggunakan dana dari pemerintah setempat, juga 
dikenal sebagai BOSREG. Biaya yang ditawarkan di sini dapat 
berhasil dilaksanakan sehingga penyediaan fasilitas pendidikan 
dapat disepakati dan terpenuhi. (Parid and Alif, 2020).  

Proses pengadaan khususnya fasilitas yang terdiri atas 
keberadaan sarana dan prasarana yang mana hal tersebut 
diharapkan mendukung dan menunjang keberlangsungan 
kegiatan belajar di dalam kelas atau diluar kelas agar dapat 
berlangsung dengan optimal dan sesuai rencana yang selama 
inisiatif belajar dilakukan secara efisien dan efektif, akan 
menghasilkan hasil yang setinggi mungkin. Ketika inisiatif 
belajar diluncurkan di titik di mana kebutuhan pokok paling 
jelas, ini dapat diubah untuk mencakup mengajar dan belajar, 
yang keduanya adalah inisiasi belajar yang sedang berlangsung. 
(Hartoni, 2018).  

Sebuah proses keberadaan proses pengadaan yang telah 
berlangsung di lembaga pendidikan ataupun sekolah misalnya 
pada saat terjadi pandemi covid-19 yang telah lalu, maka pihak 
pengelola dan yang bertanggungjawab akan lebih medahulukan 
proses pengadaan atau pembelian handsoap/sabun cuci 
tangan, handsanitizer, masker, termometer 
tembak/penmgukur suhu badan, melakukan pemasangan 
wastafel dan peralatan kesehatan lainnya. 

Penggunaan Sarana dan Prasarana, dalam penggunaan 
sarana, termasuk sarana dan prasarana pembelajaran, 
memegang peranan yang sangat penting dalam 
mengoptimalkan keberhasilan akademik. Pemanfaatan 
kesempatan belajar yang tepat dalam pembelajaran hendaknya 
mempermudah perolehan materi yang diajarkan oleh guru. 
untuk siswa. 
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Pada awal penggunaan tawaran belajar atau tawaran 
belajar yang sesuai, banyak perhatian harus diberikan pada 
pelaksanaan kegiatan belajar. Karena kegiatan pembelajaran 
dapat terlaksana dengan efektif apabila didukung oleh 
kesempatan belajar yang memadai dan efektif. Siswa 
menghadapi hambatan belajar ketika pembelajaran mereka 
dianggap tidak memadai. Mempengaruhi nilai belajar siswa dan 
pencapaian tujuan. Hal ini berdampak signifikan terhadap 
kinerja siswa ketika sarana dan prasarana dalam kondisi baik, 
berfungsi dengan baik, bersih dan nyaman digunakan, kata 
Lumpkin. 

Pada hakekatnya dapat ditarik kesimpulan dari 
pernyataan di atas bahwa penggunaan media pembelajaran 
yang sesuai dan berkualitas akan memudahkan siswa dalam 
melakukan kegiatan belajar dan meningkatkan motivasi 
belajarnya. Sebaliknya, akses kesempatan belajar yang tidak 
memadai dapat menyebabkan penurunan motivasi belajar 
siswa. Hal ini tentu akan berdampak pada capaian prestasi oleh 
peserta didik.(Fatmawati, Mappincara and Habibah, 2019) 

Infrastruktur dan fasilitas keuangan merupakan sumber 
daya utama yang diperlukan untuk pengelolaan proses 
pendidikan yang efisien, aman dan menarik di sekolah. Berikut 
adalah beberapa pedoman teknis untuk menyiapkan 
infrastruktur kepelatihan, antara lain: 
a) Perencanaan penggunaan lahan dan pembangunan sekolah 

Hubungan antara kelas wajib dan penempatannya dalam 
kurikulum masing-masing secara alami mempengaruhi 
struktur kurikulum. Hal ini harus diperhatikan, misalnya: 
kantor terletak di area yang sangat terang, namun tidak 
terlalu terang dan jauh dari sumber gangguan, seperti 
kebisingan atau gangguan. 
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b) Pemasangan furniture di sekolah 
Untuk meningkatkan citra dan mempromosikan 
pembelajaran, furnitur sekolah dan barang-barang lain 
yang digunakan oleh lembaga pendidikan ditata. 

1) Yang penting adalah membandingkan area yang dapat 
digunakan dan ukuran furnitur yang digunakan di dalam 
ruangan. 

2) Tinggalkan ruang dan rintangan dari kiri ke kanan 
3) Jarak antara setiap perabot; 
4) Pemisahan antara meja dan meja dan kursi pada 

furnitur baris pertama. 
5) Jarak antara dinding pembatas dan baris furnitur 

terakhir (meja dan kursi). 
6) Manajemen furnitur. 
7) Harmoni dan keseimbangan. 

 
Penempatan peralatan di sekolah dapat berupa 

peralatan di ruang kepala sekolah, kantor staf, ruang guru, 
ruang kelas, ruang BP, ruang perpustakaan, dan lain-lain. Area-
area tersebut harus ditata sedemikian rupa agar memberikan 
kesan yang baik bagi penanggung jawab perencanaan sekolah. 
berbasis pendidikan serta membuat guru dan siswa yang 
sedang belajar merasa nyaman dan senang. Jadwal KBM, 
kalender akademik, daftar tugas guru, dan barang lainnya 
tersedia di ruang guru selain perlengkapan mengajar. 

Penempatan perangkat di sekolah dapat berupa 
perangkat di ruang kepala sekolah, ruang staf, ruang staf, ruang 
kelas, ruang Humas, perpustakaan, dan lainnya. Ruangan-
ruangan ini harus ditata sedemikian rupa agar memberikan 
kesan yang baik bagi pengelola fasilitas sekolah. Berdasarkan 
pendidikan dan membuat guru dan siswa merasa nyaman dan 
bahagia. Pelajaran dan rencana pelajaran, kalender akademik, 
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daftar pekerjaan rumah fakultas, dan lainnya tersedia di 
samping materi kursus di ruang fakultas. 

Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan adalah 
dengan mengoptimalkan kinerja pengelolaan sarana dan 
prasarana sekolah. Di lembaga dan infrastruktur pendidikan, 
manajemen mencakup proses perencanaan, perolehan, 
penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pembuangan. 
Hal ini untuk membantu mempersiapkan dan mengatur segala 
perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan proses 
pendidikan guna memperlancar proses belajar mengajar. 

Sekolah dianggap berkualitas jika memiliki sarana dan 
prasarana yang memadai. Karena adanya sarana dan prasarana 
yang memadai mendukung kegiatan pembelajaran untuk 
mencapai hasil yang diinginkan. Optimalisasi diharapkan dapat 
memfasilitasi pembelajaran yang efektif guna meningkatkan 
kualitas pembelajaran siswa. Dengan demikian, peran 
pengelolaan gedung dan infrastruktur sangat besar 
pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan. 

 

9.8 Kesimpulan  
Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan adalah 

dengan mengoptimalkan kinerja pengelolaan sarana dan 
prasarana sekolah. Di lembaga dan infrastruktur pendidikan, 
manajemen mencakup proses perencanaan, perolehan, 
penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pembuangan. 
Hal ini untuk membantu mempersiapkan dan mengatur segala 
perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan proses 
pendidikan guna memperlancar proses belajar mengajar. 

Sekolah dianggap memadai jika memiliki sarana dan 
prasarana yang dimiliki kondisinya juga memadai. Hal ini 
dikarenakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 
untuk mendukung kegiatan pembelajaran guna mencapai hasil 
yang diinginkan. 
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Optimalisasi diharapkan dapat memfasilitasi 
pembelajaran yang efektif guna meningkatkan kualitas 
pembelajaran siswa. Dengan demikian, peran pengelolaan 
gedung dan infrastruktur sangat besar pengaruhnya terhadap 
peningkatan mutu pendidikan. 
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BAB 10 
BIDANG KEUANGAN 
 
Oleh Jepri Utomo 
 
10.1 Pendahuluan 

Proses pemberdayaan dan peningkatan kualitas 
generasi bangsa dibentuk melalui lembaga pendidikan yang 
berlandaskan pada tata pemerintahan yang baik dan bersih 
(good governance and clean government). Veitzhal Rivai Zainal, 
dkk (2014), memaknai pendidikan sebagai bentuk investasi 
modal insani, karena dalam jangka panjang pendidikan 
menghasilkan generasi ahli produktif dalam membangun 
perekonomian bangsa. Senada dengan pemaknaan tersebut, 
Engkos Wara dan Aan Komariah (2010) berpemikiran bahwa 
keuntungan pribadi dan sosial dapat terbentuk dari investasi 
pendidikan, sehingga menjadi bangsa yang memiliki derajat 
dan bermartabat. Lebih lanjut, Agustinus Hermino (2013) 
berpandangan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk 
meningkatkan dan mematangkan derajat hidup sebagai upaya 
memanusiakan manusia.  

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya keberlangsungan 
dan kemajuan pendidikan membutuhkan pengalokasian dana 
yang dianggarkan. Sangat sulit menghasilkan input maupun 
output pendidikan yang berkualitas jika aktivitas pendidikan 
hanya dilaksanakan seadanya dengan pendanaan minim. 
Dibutuhkan tata laksana yang tepat dalam mengelola sumber 
anggaran dana operasional dan kapital pada setiap program 
pendidikan, khususnya pada lembaga pendidikan formal yang 
dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai di 
Perguruan Tinggi. Ami Amalia Hani (2012) berpemikiran 
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bahwa pengelolaan keuangan turut menentukan berjalannya 
kegiatan pendidikan. Aktivitas pengelolaan keuangan 
dilaksanakan melewati mekanisme persiapan, kategorisasi, 
pembimbingan, pengkomposisian, pengamatan, dan 
pengurusan (penanganan).   

Pengklasifikasian sumber keuangan sekolah terbagi 
menjadi 3 bentuk, yakni biaya pendidikan dari pemerintah, 
masyarakat orang tua/wali siswa, dan masyarakat bukan orang 
tua/wali siswa (Harsono, 2007). Selama ini pendanaan tata 
laksana pendidikan di Indonesia secara umum bersumber dari 
pemerintah, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat. 
Selain itu, sumber pendanaan juga diperoleh melalui kontribusi 
alumni, peserta kegiatan pendidikan tambahan (intrakurikuler, 
ekstrakurikuler), wirausaha sekolah, serta perusahaan melalui 
program corporate social responsibility (tanggungjawab sosial 
perusahaan). Sumber-sumber pendanaan tersebut dikelola 
berdasarkan asas tata laksana keuangan pendidikan. Asas-asas 
tata laksana keuangan pendidikan yang esensial tertulis dalam 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Merujuk dari 
Pasal 4 tersebut dapat dimaknai bahwa dana pendidikan 
dikelola berasaskan tanggungjawab umum, keterbukaan, 
kedayagunaan, dan kesamarataan. 

Keuangan sekolah merupakan unsur produksi yang 
menentukan terlaksananya proses pembelajaran, sebab bagian 
keuangan berkaitan erat dengan manajemen penyelenggaran 
pendidikan (Enco Mulyasa, 2011). Oleh karena itu, mengulas 
tata laksana bidang keuangan dalam pendidikan sangatlah 
penting, karena sebagai pendorong keterwujudan pelaksanaan 
sistem pendidikkan nasional yang unggul, berkualitas, serta 
berkeadaban dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalitas. 
Nurul Fadli (2018) berpandangan bahwa kualitas pelayanan 
pendidikan pada lembaga merupakan impak dari baik 
buruknya pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, hal-hal yang 
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berkenaan dengan tata laksana pendidikan idealnya dipahami 
lebih mendalam, khususnya bagi pihak-pihak yang diberi 
amanah dan tanggungjawab memanajemen keuangan di 
lembaga-lembaga pendidikan. 
 

10.2 Hakikat dan Definisi Tata Laksana Keuangan 
dalam Pendidikan 

Keuangan sebagai sumber pokok dan unsur penting 
dalam menunjang terlaksananya sistem pendidikan. 
Keberfungsian uang sebagai sarana pendanaan menjadi 
penopang pembangunan sosial. Satu diantara tujuan dari 
pembangunan sosial adalah dengan meningkatkan sistem 
pendidikan yang tangguh, unggul, dan berkualitas. Nanang 
Fattah (2009) berpendapat bahwa tanggungjawab terbesar 
peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya berada 
pada pengelolaan pendidikan di sekolah, karena pendidikan 
menjadi sektor prioritas dalam pembangunan. 

Eskalasi mutu pendidikan dapat diupayakan melalui 
manajemen. Dibutuhkan keterdukungan profesionalitas 
sumber daya manusia dalam menjalankannya secara efektif 
dan efisien (Etty Andiawati, 2017). Implementasi 
pembangunan sosial pada aspek pendidikan secara umum 
dapat dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi.  Keterlaksanaan dari proses tersebut tidak terlepas 
dari sumber keuangan. Sebab, dibutuhan biaya dalam 
pengelolaan anggaran pendidikan. Tentunya pembiayaan yang 
menitikberatkan pada efektivitas dan efisiensi keuangan. 

Poin mendasar dari tata laksana keuangan dalam 
pendidikan adalah melakukan penataan terhadap pengelolaan 
keuangan. Penataan yang dimaksud yakni proses pengaturan 
dan pembenahan pada fungsi-fungsi pendanaan yang mengacu 
pada kebutuhan maupun penerapan anggaran kebijakan 
pendidikan. Senada dengan hal tersebut, Rahmah Yulia 
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mengemukakan bahwa manajemen keuangan sekolah 
berkaitan dengan kiat sekolah dalam menggali dan mengelola 
dana.    

Tata laksana keuangan dalam pendidikan dapat 
didefinisikan secar mikro dan makro. Secara mikro tata laksana 
keuangan adalah proses menyusun pengelolaan pendanaan 
kegiatan/program-program lembaga pendidikan yang ditulis 
sejak proses masuk sampai pada pengeluaran dana. Secara 
makro tata laksana keuangan ialah proses pembiayaan 
operasional sekolah yang mencakup penetapan siasat untuk 
mengadakan dan menggunakan uang dalam menyukseskan 
berbagai kegiatan/program-program pendidikan. 

Secara spesifik, tata laksana keuangan merupakan 
rencana terprogram yang didesain secara sistematis dan 
prosedural dengan mengedepankan kematangan akurasi 
anggaran. Dibutuhkan keakurasian pada anggaran operasional 
maupun anggaran kapital. Anggaran operasional yaitu 
pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan aktivitas 
pendidikan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu 
tersebut meliputi jangka pendek, jangka menengah, maupun 
jangka panjang. Sedangkan anggaran kapital merupakan 
sumber dana yang harus disediakan sebagai modal pembiayaan 
kebutuhan operasional di lingkungan pendidikan, khususnya 
kebutuhan vital jangka pendek. 
 

10.3 Fungsi dan Tujuan Tata Laksana Keuangan 
dalam Pendidikan 

Tata laksana keuangan dalam pendidikan berfungsi 
untuk: 1) menetapkan anggaran, 2) kiat memperoleh modal 
untuk prasarana, sarana, dan mendanai kerperluan, 3) 
memahami perihal anggaran yang dipunyai, 4) 
mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pemakaian 
dana/anggaran, 5) memaksimalkan tanggungjawab dan 
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kejelasan dana/anggaran, serta 6) memberi kemudahan 
pengambilan keputusan pada program berikutnya melalui 
analisa mendalam.  

Tata laksana keuangan dalam pendidikan bertujuan : 1) 
Menciptakan rasionalisasi pola dan pengelolaan anggaran 
(budget) yang didesain, baik secara kualitatif maupun 
kuantitatif. Desain pola dan pengelolaan anggaran hendaklah 
mengacu padan kaidah yang telah dicanangkan oleh 
pemerintah melalui berbagai kebijakan. 2) Memastikan 
ketersediaan dana, dan sisa dana disimpan kembali untuk 
digunakan pada program berikutnya. 3) Merawat dan 
mendayagunakan sumber daya yang tersedia, khususnya pada 
aktiva prasarana (modal tidak bergerak) dan aktiva sarana 
(modal bergerak). 4) Mengawasi dan mengevaluasi 
implementasi kebijakan arus kas (cash flow).  
 

10.4 Prinsip-Prinsip Tata Laksana Keuangan 
dalam Pendidikan 

Termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 berkenaan Pendanaan 
Pendidikan diketahui bahwa penyelenggaraan keuangan 
sekolah berpedoman pada transparansi, akuntabilitas publik, 
efisiensi, dan keadilan. Merujuk pada peraturan tersebut, maka 
dana pendidikan dikelola berlandaskan pada prinsip 
keterbukaan (transparansi), tanggungjawab (akuntabilitas), 
pencapaian tujuan (efektivitas), dan daya guna (efisiensi).  
10.4.1 Prinsip Keterbukaan (Transparansi) 

Membuka dan menyediakan ruang informasi kepada 
para pihak yang terlibat didalam aktivitas lembaga pendidikan. 
Informasi seputar penataan dan pelaksanaan sumber 
pendanaan, detail pemakaian, dan responsibilitas nyata. Hal 
tersebut bertujuan agar informasi yang diberikan dapat 
diketahui secara holistik. Selain itu, untuk menjunjung tinggi 



 

200 

nilai saling mempercayai, sehingga tercipta sinergisitas positif 
pada pihak-pihak yang terlibat. Adapun pihak-pihak yang 
dimaksud meliputi pemerintah, keluarga besar sekolah, komite 
sekolah, orang tua/wali peserta didik, masyarakat, pemerintah, 
serta stakeholder.  

 
10.4.2 Prinsip Tanggungjawab (Akuntabilitas) 

Idealnya para pihak yang terlibat didalam aktivitas 
pendidikan memiliki kesadaran dan ketulusan tinggi dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsi. Konsistensi dana yang 
digunakan harus serasi dengan rencana dari setiap rancangan 
aktivitas pendidikan yang diterapkan. 

 
10.4.3 Prinsip Pencapaian Tujuan (Efektivitas) 

Sukses mencapai visi yang didesain sebelumnya. 
Dikatakan sukses jika visi lembaga pendidikan yang tercapai 
terlahir dari beragam aktivitas misi yang optimal dan 
berkualitas. Perlu dioptimalkan untuk mewujudkan cita-cita 
lembaga pendidikan dalam mengelola anggaran, sehingga 
kebermanfaatan yang diperoleh terbuktikan secara riil.  

 
10.4.4 Prinsip Daya Guna (Efisiensi) 

Menitikberatkan pada komponen awal (penerimaan) 
dan perolehan hasil yang maksimal, serta bermutu pada setiap 
aktivitas lembaga pendidikan. Adapun komponen awal yang 
diperlukan meliputi energi (daya), rasio, tenggat,  anggaran, 
dan lain-lain.      
 

10.5 Proses Tata Laksana Keuangan dalam 
Pendidikan 

Keberlangsungan dan aktivitas lembaga pendidikan 
tidak terlepas dari bidang keuangan. Rancangan kronologis 
tentang pengelolaan keuangan diformulasikan melalui pola dan 
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alur yang sejalan dengan kebutuhan maupun tujuan dari 
lembaga pendidikan sebagaimana tercantum pada gambar 10.1 
berikut ini. 

 
 

Gambar 10.1 : Siklus Manajemen Keuangan dalam Lembaga 
Pendidikan (Sumber: Arwildayanto., dkk, 2017:5) 

 
Berdasarkan pada gambar 10.1 di atas, maka secara 

substantif proses tata laksana keuangan dalam pendidikan 
terdiri dari 3 alur, yaitu: perencanaan (planning), pelaksanaan 
(implementation), dan evaluasi (evaluation).  
10.5.1 Perencanaan (Planning) 

Penentuan dan pendataan berbagai kebutuhan yang 
diperlukan dalam menjalankan aktivitas pendidikan menjadi 
tolak ukur kebermanfaatannya. Menurut Husaini Usman 
(2011), manfaat dari perencanaan anggaran pendidikan adalah 
pemilihan berbagai alternatif terbaik, penyusunan skala 
prioritas (baik sasaran maupun kegiatan), serta menghemat 
pemanfaatan sumber daya organisasi. Oleh karena itu, 
penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah dapat terlaksanan 
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dengan baik jika pendanaan yang digunakan memadai. 
Pendanaan yang berkaitan dengan pengeluaran rutin berulang 
(aktiva lancar) dan pengeluaran modal/kapital (aktiva tetap). 
Pengeluaran rutin meliputi: penggajian sumber daya manusia 
yang dipekerjakan, pengadaan alat tulis kantor, biaya 
perawatan gedung dan fasilitas pembelajaran, serta biaya 
operasional lain yang digunakan secara berkala. Adapun 
pengeluaran modal/kapital meliputi biaya pengembangan, 
seperti: biaya penambahan kursi dan meja, pembangunan dan 
renovasi gedung, lemari, serta pengeluaran lain yang bersifat 
tetap.  

Alur perencanaan sebagai upaya konkrit 
menindaklanjuti Rancangan Pengembangan Sekolah (RPS) 
yang dimuat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Sekolah (RAPBS). Jamaluddin Iskandar (2019) menyampaikan 
bahwa hal yang dilakukan untuk mengawali perencanaan 
adalah mengadakan rapat bersama. Oleh karena itu, para pihak 
sekolah (Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Tenaga 
Kependidikan, Komite Sekolah, Wali/Orang Tua Peserta Didik, 
dan Stakeholder) perlu mengadakan rapat untuk 
merencanakan kebijakan/keputusan yang berkenaan dengan 
rencana pendanaan jangka pendek, jangka menengah maupun 
jangka panjang. Maka dari itu, perlu disusun Rancangan Kerja 
dan Anggaran (RKA).  Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan (2017) menjelaskan bahwa RKA adalah dokumen 
perancangan dan pengiraan yang memuat metode perolehan, 
biaya program, dan aktivitas sekolah sebagai fondasi penataan 
RKA Dinas Pendidikan bagi lembaga. 

 Anggaran yang telah dibahas dan ditetapkan dari hasil 
rapat dibuat dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Sekolah (RKAS). Kemudian RKAS bisa disusun dalam bentuk 
Proposal Kebutuhan yang berisikan tentang rencana biaya dan 
pendanaan aktivitas sekolah untuk 1 (satu) tahun.   
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10.5.2 Pelaksanaan (Implementation) 
Konkretisasi alur pelaksanaan keuangan dalam 

pendidikan idealnya dikelola secara profesional dengan 
mengedepankan tugas pokok dan fungsi. Pembagian tugas yang 
mencakup unsur pengambil tindakan (otorisator), menguji dan 
memerintah (ordinator), serta menerima dan mengeluarkan 
uang atau surat-surat berharga (bendaharawan). Ahmad 
Fairozi dan Tia Ayu menegaskan bahwa pemakaian dana 
disesuaikan dengan alokasi anggaran yang telah ditentukan 
lebih dahulu. Sebab itu, harmonisasi pemakaian dan 
inventarisasi finansial tidak bisa dikerjakan oleh siapa saja, dan 
sekaliannya mesti meniti tata cara yang otentik.  

Kepala Sekolah dan/atau Pimpinan Yayasan adalah 
pihak yang bertugas sebagai otorisator sekaligus ordinator. 
Adapun bendaharawan sekolah bisa dari unsur tenaga 
pendidik maupun tenaga kependidikan. Idealnya yang  menjadi 
bendaharawan sekolah adalah orang yang pernah mengikuti 
dan lulus sertifikasi sebagai bendahara sekolah, sehingga lebih 
berkompeten.   

Sedari proses input sampai pada output keuangan 
dikelola dan dikendalikan secara akurat. Pengelolaan dan 
pengendalian pemasukan serta pengeluaran tersebut 
berpedoman pada RKAS yang telah direncanakan dan 
dirancang sebelumnya. Sistem penanganan dan pengelolaan 
keuangan sekolah dapat dilaksanakan dengan berbagai sistem. 
Sistem tersebut disepakati berdasarkan hasil kesepahaman 
bersama atas keterlibatan dari para pihak sekolah. Contoh 
pengelolaan keuangan sekolah yang bisa diterapkan adalah 
secara satu pintu maupun sistem lain yang relevan dengan 
karakteristik dan budaya sekolah. Jika menerapkan sistem satu 
pintu berarti pembukuan keuangan sekolah diatur oleh 
bendahara sekolah di bawah naungan Kepala Sekolah. 
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Siasat tata laksana seorang bendahara sekolah dalam hal 
penerimaan dan pengeluaran keuangan dapat dibukukan 
melalui rincian secara manual ataupun secara digital, baik 
rincian kas umum maupun rincian kas harian.  Jenis-jenis 
pembukuan (accounting) yang dapat digunakan diantaranya: 
buku pos (vate book), faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku 
besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang, 
neraca percobaan, dan lain-lain.   

Siasat tata laksana dalam hal pengeluaran 
direlevansikan dengan kebutuhan program-program sekolah. 
Setiap kegiatan sekolah yang diprogramkan tersebut memiliki 
penanggungjawab masing-masing. Penanggungjawab dari 
setiap divisi (Bidang Kesiswaan, Sarana dan Prasarana, 
Kurikulum, Kepala Tata Usaha, dan Hubungan Masyarakat). 
Selain itu, diperlukan siasat pengendalian keuangan sekolah 
saat mengalami hambatan. Hambatan yang dimaksud yaitu 
kekurangan dana, kenaikan harga barang, dan lain-lain. Oleh 
karena itu, pihak sekolah (otorisator, ordinator, 
bendaharawan) harus segera menentukan skala prioritas dari 
kebutuhan yang paling esensial. 

 
10.5.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Reporting and 

Accountability) 
Pelaporan pemasukan sampai pengeluaran harus 

dipertanggungjawabkan secara tertib berlandaskan pada 
peraturan yang berlaku, dan ketetapan yang telah disepahami 
bersama (Nilda Miftahul Janna, 2021). Maka dari itu, tata 
laksana keuangan sekolah yang telah berjalan sesuai 
perencanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan 
dengan cara menyusun arus kas (cash flow). Menurut Amka 
(2021) laporan keuangan sekolah dipertanggungjawabkan oleh 
Kepala Sekolah dan Bendahara. Penyusunan arus kas bertujuan 
untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan secara 
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holistik, transparan dan real. Informasi tentang kondisi 
keuangan yang diberikan meliputi pemasukan dan 
pengeluaran/peruntukan uang, kinerja keuangan, posisi 
keuangan, saldo, dan sebagainya. 

Sistem pelaporan keuangan yang dibuat merupakan 
bentuk pengejawantahan dari hasil evaluasi perencanaan dan 
keterlaksanaan alur keuangan yang telah diimplementasikan 
melalui berbagai program sekolah.  Pelaporan arus kas yang 
telah disusun dipertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen 
sah berlandaskan kesepahaman bersama yang tidak 
menyimpang dari norma perundang-undangan. Berkaitan 
dengan hal tersebut, Mulyono (2009) berargumen bahwa 
keakuratan dan kelengkapan data diperlukan dalam menyusun 
anggaran sekolah agar seluruh perancangan kebutuhan 
berikutnya bisa diproyeksi dalam plan kiraan. 

Fungsi pengawasan (controlling) telah melekat sejak 
rencana-rencana program sekolah dimulai. Idealnya 
pengawasan keuangan sekolah dilaksanakan secara cermat dan 
serius. Jika tidak demikian akan mengakibatkan tata laksana 
keuangan di sekolah mengalami kekacauan atau ketidakjelasan.  
Rentang waktu dalam melapor dan mempertanggungjawabkan 
dokumen beserta pembuktiannya mengacu pada ketentuan 
yang telah disepahami (bisa per satu bulan dan/atau per 
berapa bulan seterusnya).  

Alur pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan 
sekolah yang terimplementasi menjadi acuan evaluasi. Acuan 
evaluasi dimaksudkan untuk mengukur pencapaian dari 
program-program sekolah yang telah dilaksanakan. Mengukur 
sejauhmana ketidakcapaian dan ketercapaian dari setiap 
program dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, 
tanggungjawab, efektivitas, serta efisiensi keuangan sekolah. 
Selanjutnya, hasil evaluasi dijadikan sebagai rujukan dalam 
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menentukan strategi dan pencapaian tata laksana keuangan 
berikutnya.  

 

10.6 Penutup 
Keuangan dalam bidang pendidikan bersifat penting 

untuk ditatalaksanai secara maksimal. Tata laksana keuangan 
juga bersifat urgensi. Urgensitas pada konteks penganggaran 
untuk mendanai dan menggerakkan sumber daya, serta 
aktivitas pada program-program yang dijalankan dalam kurun 
waktu tertentu. Ketercapaian tujuan lembaga pendidikan 
sangat dipengaruhi oleh tata laksana keuangan yang baik. Oleh 
sebab itu, pengelolaan keuangan memiliki nilai vital dalam 
mewujudkannya. 

Lembaga pendidikan bertanggungjawab memberikan 
pelayanan prima. Pelayanan yang prima dalam segala aspek 
pemenuhan kebutuhan sekolah demi menunjang keberhasilan 
visi misi sekolah, dan sistem pembelajaran bermutu. Situasi 
tersebut mendasari betapa pentingnya tata laksana keuangan 
yang benar dan tertib. Oleh karena itu, untuk 
mengimplementasikannya sangat dibutuhkan sumber daya 
manusia yang memiliki tanggungjawab tinggi, dan 
berkompeten memanajemen keuangan lembaga pendidikan. 
Keterwujudan itu pada akhirnya akan menciptakan koordinasi 
dan sinergisitas positif diantara unsur-unsur yang terkait.    
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BAB 11 
BIDANG KEMITRAAN SEKOLAH 
MASYARAKAT 
 
Oleh Hariyadi 
 
11.1 Pendahuluan 

Sekolah adalah tempat dan rangkaian kemitraan yang 
menghubungkan sekolah, keluarga siswa, dan masyarakat 
sekitar. Sekolah menjadi tempat terpadu pada akademisi, 
pengembangan pemuda, dukungan keluarga, layanan 
kesehatan dan sosial, dan pengembangan masyarakat. Dari 
senin hingga Sabtu Sekolah menjangkau siswa, keluarga 
mereka, dan warga komunitas dengan cara yang unik. Dengan 
demikian, sekolah dilengkapi cara unik untuk mengembangkan 
siswa mereka menjadi warga negara terdidik yang siap dan 
mampu memberikan kembali kepada masyarakat. 

Sekolah Komunitas adalah contoh rumpun sekolah 
dengan segala keunikan dan strategi sekolah komunitas 
merupakan pusat upaya untuk meningkatkan sekolah umum. 
Sekolah komunitas menggunakan kemitraan untuk 
menyelaraskan sumber daya sekolah dan komunitas untuk 
menghasilkan siswa yang sukses, keluarga yang kuat, dan 
komunitas yang terlibat. Mereka menggabungkan pendidikan 
berkualitas dengan peluang pengayaan, layanan kesehatan dan 
kesehatan mental, dukungan dan keterlibatan keluarga, 
pendidikan anak usia dini dan pendidikan orang dewasa, dan 
dukungan lainnya. 

Penelitian menunjukkan bahwa keluarga 
berpenghasilan rendah sering mengalami kesulitan ekonomi 
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dan materi. Biaya sekolah yang tidak terjangkau, penutupan 
akses manfaat, akses yang tidak memadai ke perawatan 
kesehatan, penitipan anak, dan kerawanan pangan adalah 
pengalaman umum yang pasti memengaruhi tingkat kesiapan, 
kehadiran, kinerja, dan kepatuhan siswa di sekolah. 

Dengan berbagi sumber daya, keahlian, dan 
akuntabilitas, sekolah komunitas dapat mengatasi tantangan 
yang terkait dengan kesulitan ekonomi dan menciptakan 
kondisi penting untuk pembelajaran dengan berkonsentrasi 
pada satu titik akses—sekolah umum—untuk menargetkan 
upaya mereka secara efektif. Semua jenis sekolah umum dapat 
menjadi sekolah komunitas, termasuk sekolah tradisional, 
piagam, alternatif, atau lainnya. Visi sekolah komunitas harus 
menjadi inti dari inisiatif berbagai sekolah yang berbasis 
masyarakat yang mengintegrasikan peluang pendidikan dari 
prasekolah hingga perguruan tinggi. 

Tulisan ini menguraikan  bagaimana kepala sekolah dan 
masyarakat mengembangkan visi bersama untuk strategi 
sekolah masyarakat dan mengeksplorasi enam strategi utama 
yang digunakan oleh inisiatif sekolah masyarakat yang berhasil 
untuk membangun  kemitraan yang efektif dengan lembaga 
pemerintahan, serikat guru, dan organisasi lainnya. Hal ini 
dimulai dengan menjelaskan  unsur-unsur  strategi sekolah 
komunitas, kemudian mengacu pada pengalaman  beberapa 
inisiatif sekolah komunitas yang menggunakan  strategi berikut 
untuk membentuk dan memelihara hubungan : 
• Pastikan bahwa semua mitra memiliki visi yang sama. 

Seluruh komunitas dan semua mitra yang terlibat harus 
menyetujui tujuan dan harapan yang sama. 

• Membangun hubungan formal dan struktur kolaboratif 
untuk melibatkan pemegang kebijakan.  Memulai dan 
mempertahankan partisipasi pemangku kepentingan  
seringkali membutuhkan  komunikasi terstruktur mulai 
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dari pengembangan gugus tugas hingga pembuatan 
kesepakatan  formal. 

• Mendorong  dialog terbuka tentang tantangan dan solusi. 
Untuk mendorong kepemilikan  bersama, pemangku 
kepentingan  harus terlibat secara jujur dan konstruktif 
satu sama lain untuk memecahkan masalah dan melakukan 
koreksi di tengah jalan. 

• Libatkan mitra dalam penggunaan  data. Berbagi data 
memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk 
memahami di mana segala sesuatu berdiri dan saling 
meminta pertanggungjawaban untuk membuat kemajuan 
yang terukur. 

• Menciptakan  dan memberdayakan kapasitas kantor pusat 
di tingkat kabupaten untuk mempertahankan pekerjaan 
sekolah komunitas.  Kapasitas lanjutan dapat diciptakan 
melalui penetapan posisi manajemen tingkat tinggi di 
dalam kantor pusat / tingkat kabupaten atau melalui 
pembentukan  kantor yang didedikasikan  untuk 
mendukung agenda sekolah komunitas. 

• Memanfaatkan sumber daya komunitas dan menjalin aliran 
pendanaan. Masyarakat Sekolah memanfaatkan  aset 
keuangan mitra masyarakat dan aliran dana untuk 
mendukung program dan kegiatan yang selaras dengan visi 
bersama mereka. 
 

11.2 Kemitraan sekolah komunitas yang sukses 
memberikan hasil optimis 

Strategi sekolah komunitas sudah terbukti efektif. 
Penelitian menunjukkan  bahwa siswa di sekolah komunitas di 
dan Tulsa, Oklahoma, misalnya, mengungguli  sekolah non-
komunitas dalam beberapa hasil tes. dalam matematika dengan 
32 poin dan membaca dengan 19 poin. Terlebih lagi, penelitian 
lain menemukan bahwa sekolah komunitas mengungguli 
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sekolah nonkomunitas dalam ukuran angka putus sekolah dan 
kelulusan. 

Lalu ada siswa yang secara teratur berpartisipasi dalam 
prakarsa sekolah komunitas. Siswa-siswa ini menunjukkan 
peningkatan yang kuat di bidang akademik, kehadiran, dan 
perilaku, dengan peningkatan skor tolok ukur dalam membaca 
dan matematika. 

 

11.3 Pentingnya kemitraan dalam strategi sekolah 
komunitas 

Setiap sekolah komunitas dimulai dalam keadaan yang 
berbeda dan mengembangkan budayanya sendiri yang khas. 
Kesamaan yang dimiliki sekolah komunitas adalah keyakinan 
pada prinsip dasar dampak kolektif: komitmen terhadap 
kemitraan, akuntabilitas terhadap hasil, penghargaan terhadap 
keragaman, keyakinan pada kekuatan komunitas, dan harapan 
yang tinggi untuk semua. Dampak kolektif tercipta ketika dua 
atau lebih organisasi menyadari bahwa mereka dapat 
mencapai lebih banyak dengan bekerja sama dan berbagi 
sumber daya daripada bekerja sendiri. 

Strategi sekolah komunitas mengakui bahwa banyak 
lembaga komunitas publik dan swasta berbagi tanggung jawab. 
Anak-anak berkembang secara sosial, emosional, fisik, dan 
Siswa menjadi termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran, 
keluarga dan sekolah bekerja sama secara efektif. Masyarakat 
menjadi lebih aman dan lebih bersemangat dalama 
meningktkan ekonomi. Sekolah komunitas menetapkan kondisi 
“buaian menuju karir” untuk pembelajaran yang 
memungkinkan setiap anak akan berhasil. Strategi ini, bekerja 
dengan menciptakan struktur kepemimpinan koloboratif, 
menanamkan budaya kemitraan, dan menyelaraskan sumber 
daya. Mitra menetapkan dan mencapai standar akuntabilitas 
yang tinggi di berbagai hasil. 
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Struktur dan fungsi yang terkait dengan membangun 
strategi sekolah komunitas dibangun di atas fondasi 
kepercayaan bersama yang semakin dalam. Kepercayaan itu 
penting untuk mencapai dampak kolektif yang muncul ketika 
sekolah dan mitra masyarakat bertanggung jawab atas 
pendidikan anak dan remaja kita. 

 

11.4 Menyelenggarakan struktur kepemimpinan 
kolaboratif 

Pengalaman  kolektif dari komunitas ini menjelaskan  
strategi dasar dan serangkaian pengaturan kelembagaan  yang 
dapat membantu sekolah lain untuk memulai dan memperluas 
sekolah komunitas masyarakat. Sebuah kelompok 
kepemimpinan komunitas mengembangkan visi bersama, 
membangun kerangka kerja kebijakan bersama, dan 
menyelaraskan sumber daya mereka. Entitas serupa di lokasi 
sekolah, dengan partisipasi orang tua dan lingkungan yang 
kuat, bertanggung jawab atas perencanaan, implementasi, dan 
peningkatan berkelanjutan. Dalam sebagian besar inisiatif, 
koordinator sumber daya sekolah mengelola kegiatan sekolah 
masyarakat sehari-hari. Entitas perantara menyediakan 
perencanaan, koordinasi, dan manajemen, dan memastikan 
komunikasi antara pemimpin komunitas dan sekolah-sekolah 
yang lain. 

Apapun itu, tujuan utamanya adalah menuju visi 
bersama dan berbagi hasil dengan cara kolaborasi. Dampak 
kolektif dihasilkan dari pengorganisasian bersama pemangku 
kepentingan ke dalam kelompok kepemimpinan komunitas 
yang memiliki visi bersama, membangun kerangka kerja 
kebijakan bersama, dan menyelaraskan sumber daya mereka. 
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11.5 Membentuk kemitraan 
Kolaborasi sangat penting dalam reformasi sekolah. 

Berhasil menerapkan strategi sekolah komunitas tidak 
mungkin tanpa keterlibatan aktif dari sekolah dan mitra 
mereka. Penelitian menunjukkan korelasi positif antara rata-
rata prestasi akademik siswa dan pengawas yang melibatkan 
semua pemangku kepentingan terkait—termasuk staf kantor, 
administrator, dan komite sekolah, anggota dewan sekolah—
dalam menciptakan sekolah berorientasi tujuan yang berfokus 
pada pengajaran dan pembelajaran.  Kepala Sekolah terlibat 
dalam sekolah komunitas mengakui bahwa “semua pemangku 
kepentingan yang relevan” termasuk mitra komunitas.  

Pengalaman prakarsa masyarakat setempat 
menunjukkan bahwa kerjasama antara sekolah dan mitra 
masyarakat diprakarsai oleh organisasi mitra. Apapun itu, 
tujuan utamanya adalah menuju visi bersama dan berbagi hasil 
dalam kolaborasi. Memang, dampak kolektif dihasilkan dari 
pengorganisasian pemangku kepentingan ke dalam kelompok 
kepemimpinan komunitas yang memiliki visi bersama, 
membangun kerangka kerja kebijakan bersama, dan 
menyelaraskan sumber daya mereka. 
 

11.6 Siapa mitra sekolah masyarakat 
Mitra sekolah masyarakat dapat berupa organisasi apa 

pun di komunitas masyarakat yang peduli dengan pendidikan 
anak-anak komunitas. 
Mereka bisa menjadi: 
• Instansi pemerintah daerah seperti dinas kesehatan daerah 

dan dinas pendidikan 
• Serikat Guru 
• Agen swasta melayani remaja dan keluarga, psikosisoal 
• Organisasi berbasis komunitas 
• Institusi berbasis agama seperti remaja mesjid, gereja dll 
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• Kelompok lingkungan 
• Bisnis di komunitas Organisasi sipil, seperti komunitas 

Ciliwung 
• Institusi pendidikan tinggi seperti UI, UIN, UII, Guna Darma 

dan lain-lain 
 
Kemitraan mungkin berbeda-beda di setiap komunitas 

masyarakat tetapi mereka memiliki tujuan yang sama: untuk 
melibatkan semua pemangku kepentingan yang tertarik dalam 
meningkatkan prestasi akademik dan hasil sosial untuk anak-
anak. 
 

11.7 Rekomendasi untuk pemangku kepentingan  
Hampir setiap sekolah memiliki mitra di sekolahnya. 

Namun sebagian besar tidak memiliki kerangka kerja dan 
strategi yang koheren yang menjelaskan bagaimana dinas 
pendidikan dan mitra komunitasnya akan bekerja sama untuk 
mendukung keberhasilan siswa. Strategi Sekolah Komunitas 
masyarakat memberikan rencana tindakan terperinci yang 
dapat diambil oleh pemangku kepentingan. 
Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk memulai: 
• Jangkaulah, berkomuniasi dengan berbagai pihak menjadi 

hal yang sangat penting, dengan kepala sekolah dan guru, 
dengan keluarga, dan dengan pemimpin yang menjadi 
kunci komunikasi yang Anda kenal terlibat dengan sekolah 
dan peduli terhadap kaum muda dan komunitas Anda. 

• Lihat datanya. Meninjau data tentang faktor sekolah dan 
nonsekolah yang mempengaruhi siswa berprestasi.  

• Kehadiran, ketidakhadiran, penskorsan, pembolosan, 
keterlibatan orang tua, kesehatan, dan indikator lainnya 
harus diperiksa dan didiskusikan, serta menjadi perhatian 
khusus untuk perkembangan anak 
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• Belajar dari sekolah lain. Atur untuk mengunjungi sekolah 
komunitas terdekat untuk studi banding dengan catatan 
keberhasilan yang kuat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan energi, fokus, dan komitmen para pendidik 
dan mitra komunitas dalam sekolah komunitas yang 
efektif. 

• Meninjau kemitraan yang ada. Kesadaran akan kemitraan 
sekolah dan masyarakat yang ada dapat mengarah pada 
strategi yang lebih terkoordinasi. Perhatikan baik-baik 
beberapa contoh kemitraan yang baik dan lihat apa yang 
dapat Anda pelajari darinya. 

• Memulai. Bersama-sama, Kepala sekolah dan masyarakat 
harus menyusun rencana awal untuk menghadapi 
tantangan utama yang harus diatasi untuk meningkatkan 
hasil kehidupan pendidikan bagi siswa. 
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